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ABSTRAK  

Alfhiana Nurita Laely. 2021, SKRIPSI. Judul : ñAnalisis Penerapan Pengelolaan 

Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Waru 

Barat,  Kecamatan Waru,  Kabupaten Pamekasan)ò 

Pembimbing    : Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA,  

       CFRA 

Kata Kunci   : Penerapan, Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Waru  

       Barat  

 

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan,bpenatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh sebab itu, di setiap tahapan proses 

pengelolaan keuangan desa mempunyai berbagai aturan yang harus dipahami dan 

dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudahBditentukan. Sehingga 

Pemerintah Desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan, 

uraian tugas, bagan alur, serta kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan 

pengelolaan keuangan desa. Selain itu, untuk dapat melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa dengan baik, maka juga perlu didukung oleh SDM yang 

berkompeten dan berkualitas, serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan 

keuangan di Desa Waru Barat jika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang 

dikumpulkan dengan cara teknik observasi, teknik wawancara atau interview dan 

teknik dokumentasi. Analisis yang dilakukan yaitu meliputi analisis suatu metode 

yang sifatnya menguraikan, membandingkan, menulis catatan singkat sepanjang 

penelitian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menggambarkan suatu 

data dan keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan 

desa di Desa Waru Barat untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa 

Waru Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018. 
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ABSTRACT 

Alfhiana Nurita Laely. 2021, THESIS. Title : ñAnalysis of the Implementation of 

Village Financial Management Based on the Reference of 

the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 

2018 (Case Study in Waru Barat Village, Waru District, 

Pamekasan Regency)ò 

Advisor     : Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA,  

        CFRA 

Keywords               : Implementation, Village Financial Management, Waru  

                   Barat village. 

 

 Village financial management is an overall activity that includes planning, 

implementation, administration, reporting, and village financial accountability. 

Therefore, at each stage of the village financial management process there are 

various rules that must be understood and implemented in accordance with a 

predetermined time limit. So that the Village Government must have an 

organizational structure for financial management, job descriptions, flow charts, 

and criteria that become references in village financial management activities. In 

addition, to be able to carry out village financial management properly, it also 

needs to be supported by competent and quality human resources, as well as 

adequate financial systems and procedures. This study aims to find out how the 

implementation of financial management in Waru Barat Village is based on the 

Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. 

 This study uses a descriptive qualitative approach. Data collected by 

means of observation techniques, interview techniques or interviews and 

documentation techniques. The analysis carried out includes the analysis of a 

method that describes, compares, writes short notes throughout the research, asks 

analytical questions, describes data and circumstances and explains a situation in 

such a way that conclusions can be drawn. 

 The results show that the implementation of village financial management 

in Waru Barat Village for planning, implementation, administration, and 

accountability is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation 

Number 20 of 2018, but for reporting village financial management in Waru 

Barat Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation 

Number 20 of 2018. 
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 ȌȲǺǪȆƫä 

.ɄȲɆȱǠǪɅîɀȹ˫ǠɆȦȱäčċčČ.öɀȑɀƫä .ɄȞȵǠƨä ǬǶǤȱä .    ȴȩî ǦɆȲǹäǼȱä ȀɅïĀ ǦǶǝɍ ȜǱȀȵ ɂȲȝ ăÞǠȺǣ ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǾɆȦȺǩ ȰɆȲƠ "čċ  
ýǠȞȱē čċČ  ǦȞȕǠȪƫä ,ĀîäĀ ǦȞȕǠȪȵ ,çäî˨ ĀîäĀ ǦɅȀȩ Ž ǦȱǠǵ Ǧȅäîì)ᶯ þǠȅǠȮɆȵä("             

ùȀȊƫä        ĂîǠǪȆɆȱ ƆǠǪȭĀà ˫ɀɅ :      
 ȀȱäǦȶȲȮȱä ǦɅȀȪȱä æîäìâ Û ǾɆȦȺǪȱä : ǦɆȆɆǝ çäî˨ ĀîäĀ ǦɅȀȪȱä Û ǦɆȱǠƫä 
 

           Ž Û ȬȱǾȱ .ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä ǦȱÞǠȆƫäĀ ȀɅîǠȪǪȱä ìäǼȝâĀ æîäìɋäĀ ǾɆȦȺǪȱäĀ ȔɆȖǺǪȱä ȰȶȊɅ ȰȵǠȉ ôǠȊȹ ɄȽ ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä
  ǬɆƜ .ǠăȪǤȆȵ æìǼƮ ǦɆȺȵï ǦȲȾƫ ǠăȪȥĀ ǠȽǾɆȦȺǩĀ ǠȾȶȾȥ Ǣƶ ǦȦȲǪƯ Ǽȝäɀȩ ǼǱɀǩ Û ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǦɆȲȶȝ ȰǵäȀȵ ȸȵ ǦȲǵȀȵ Ȱȭ

Ǽȱ þɀȮɅ þà Ǣƶ  ȜǱäȀȵ ǴǤȎǩ Ɣȱä ƘɅǠȞƫäĀ Û ȨȥǼǪȱä çǠȖȖƯĀ Û ȤǝǠșɀȱä ȤȍĀĀ Û ǦɆȱǠƫä æîäìɌȱ ɄȶɆȚȺǩ ȰȮɆȽ ǦɅȀȪȱä ǦȵɀȮǵ ā
 éǠǪƠ ǠŒǚȥ Û ǴɆǶȍ ȰȮȊǣ ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǾɆȦȺǩ ɂȲȝ æîìǠȩ þɀȮǩ ɄȮȱ Û Ȭȱí Ƃâ ǦȥǠȑɋ˨ .ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǦȖȊȹà Ž

 ìîäɀȵ ȰǤȩ ȸȵ ȴȝǼȱä Ƃâ ǠăȒɅà  ǦȥȀȞȵ Ƃâ ǦȅäîǼȱä ȻǾȽ ùǼő .ǦǤȅǠȺȵ ǦɆȱǠȵ çäÞäȀǱâĀ ǦȶȚȹà Ƃâ ǦȥǠȑɋ˨ Û æìɀƨä ǦɆȱǠȝĀ æǘȦȭ ǦɅȀȊǣ
 ȴȩî ǦɆȲǹäǼȱä ȀɅïĀ ǦǶǝɍ ɂȲȝ ăÞǠȺǣ çäî˨ ĀîäĀ ǦɅȀȩ Ž ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǾɆȦȺǩ ǦɆȦɆȭčċ ýǠȞȱē čċČ. 

            Ɣȱä ç˫ǠɆǤȱä .ɄȝɀȺȱä ɄȦȍɀȱä ǰȾȺƫä ǦȅäîǼȱä ȻǾȽ ýǼǺǪȆǩ Āà ǦȲǣǠȪƫä çǠɆȺȪǩĀ ǦǤȩäȀƫä çǠɆȺȪǩ ȨɅȀȕ ȸȝ ǠȾȞƤ Ź
  ǬǶǤȱä üɎǹ æƘȎȩ çǠȚǵɎȵ ǢǪȮǩĀ Û þîǠȪǩĀ Û ȤȎǩ ǦȪɅȀȕ ȰɆȲƠ ȻáäȀǱâ Ź ĂǾȱä ȰɆȲǶǪȱä ȸȶȒǪɅ .ȨɆǭɀǪȱä çǠɆȺȪǩĀ çɎǣǠȪƫä

ɎǺǪȅä ǠƬɎǹ ȸȵ ȸȮƹ ǦȪɅȀȖǣ Ȥȩɀƫä êȀȊǩĀ Û ùĀȀȚȱäĀ ç˫ǠɆǤȱä ȤȎǩĀ Û ǦɆȲɆȲƠ ǦȲǞȅà êȀȖǩĀ Û.ǰǝǠǪȺȱä ò 

           ȀɅïĀ ǦǶǝɍ Ȝȵ ȨȥäɀǪɅ ɍ ǦȱÞǠȆƫäĀ æîäìɋäĀ ǾɆȦȺǪȱäĀ ȔɆȖǺǪȲȱ çäî˨ ĀîäĀ ǦɅȀȩ Ž ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ǾɆȦȺǩ þà ǰǝǠǪȺȱä ȀȾȚǩ
  ȴȩî ǦɆȲǹäǼȱäčċ  ýǠȞȱē  čċČ  ˨ ĀîäĀ ǦɅȀȩ Ž ǦɅȀȪȲȱ ǦɆȱǠƫä æîäìɋä ȸȝ ÷ɎǣɌȱ ȸȮȱĀ Û  ȴȩî ǦɆȲǹäǼȱä ȀɅïĀ ýǠȚȺȱ ǠăȪȥĀ çäîčċ  

ýǠȞȱčċČē.
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan pemerintahan 

diTIndonesia semakin berkembang dengan adanyaTeraTreformasi  dalam 

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Bastian (2014) 

sistemBpemerintahanByangBmenerapkanTsistem sentralisasi kini semakin 

berkurang, hal ituTkarena sistem desentralisasi yang memberikan sebagian 

kekuasaan yang awalnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat 

diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Sistem sentralisasi ini banyak 

digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi 

daerah. Menurut Undang-Undang NomorB23BTahunB2014Bpasal 1 ayat (6) 

pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dan sistemBkeuangan desentralisasi ini telah di terapkan hingga ke 

pemerintah desa.  

DesaBmerupakanBbagian integral dari Negara Republik 

Indonesia. Membangun Desa akan berarti sama dengan membangun dari 

sebagiantbesartpenduduk yang berada di Indonesia, tkarena sebagian lebih dari 

delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh 

Indonesia. Setiap Pemerintah Desa mempunyai sumber-sumber pendapatan 
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untuk membiayai dari semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan 

desa sebagai bentuk dari kewenangan desa. Dan kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap desa akan berbeda-beda dalam mengelola setiap penerimaan dan 

pengeluarannya. Hal ini dapat dilihat dari laporan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau sering disebut dengan APBDes.  

Menurut Kumalasari (2016) kehadiranBundang-undang tentang 

Desa disamping merupakanBpenguatanBstatusBdesa sebagai pemerintahan 

masyarakat, sekaligus juga sebagai alatbuntukbmeningkatkan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Sistem desentralisasi keuangan di terapkan 

hingga keBpemerintahBdesaBguna membentuk desa yang maju dan mandiri. 

Menurut Peraturan MenteriBDalamBNegeriBNomor 20 Tahun 2018 mengenai 

Desa, yang menyatakan bahwa desaBmempunyaiBhakBasalBusul danBhak 

tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat 

dan berperan mewujudkan Republik IndonesiaBTahun 1945. Dalam 

ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam 

berbagaiTbentukTsehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, danTdemokratisTsehingga dapat menciptakan landasan 

yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan 

menujuTmasyarakatTyangTadil, makmur, dan sejahtera (Orangbio, Tinangon, 

& Gerungai, 2017). Oleh karena itu pemerintahan Indonesia memberikan 

bantuanTberupaTdana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan 

menuju desaTyangTmandiri. 
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DanaTdesaTmerupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan desa 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 

serta dalam pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa ini merupakan perolehan 

bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. 

OlehTkarenaTituTperlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap 

pengelolaan keuangan desa agar dapat di informasikan secara terbuka dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepadaTmasyarakat, khususnya masyarakat 

desaTagarTtidakTterjadi kecurangan atau penyelewengan terhadap 

pengelolaan keuangantdesa. 

PadaBPeraturanBMenteriBDalamBNegeri Nomor 20 Tahun 2018 

ini membahas tentang bagaimana tata cara pengelolaan keuangan desa yang 

memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar 

normatif. Pengelolaan keuangan desa sendiri merupakan keseluruhan atas 

semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban atas laporan keuangan desa. Dengan adanya peraturan 

pemerintah tentangtpengelolaantkeuangantdesattersebut maka diharapkan 

desatdapat lebih terbuka dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan 

desa tersebut, sehingga desa tersebut dapat menerapkan pengelolaan keuangan 

desa dan pelaporannya dengan tertib dan transparan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam pendapatan dan sumber-

sumbernya serta dalam pengelolaan anggaran pembelanjaan anggarannya. 
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Dengan pengelolaan keuangan desatyangtbaik, tmakatdana yang 

berasaltdaritDanaBDesaBbisaBmenunjangBprogramBdesaBsehingga tujuan 

pemerintah dapat terlaksanaBdenganBbaik. BerikutBiniBbaganBhierarkiBdari 

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa: 

Gambar 1.1 

Bagan Hierarki Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 : 

 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 : 

 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

 

Desa Waru Barat merupakan sebuah desa yang memiliki 

kekayaan desa yaitu berupa sawah desa,  tanah desa, dan bangunan desa yang 

dapat meningkatkan pendapatan desa. Kekayaan dari seluruh desa ini harus 

diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa. Berikut ini Laporan 

Dana Desa Di Kecamatan Waru Tahun 2020 : 
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  Tabel 1.1 

                         Laporan Dana Desa 

Sumber : Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

Dari tabel diatas, diperoleh bahwa Desa Waru Barat merupakan 

Desa yang memiliki Pagu Dana Desa tertinggi dibandingkan dengan desa-desa 

lainnya se-Kecamatan Waru. Dengan adanya kekayaan desa yang 

menghasilkanTPendapatanTAsli Desa dan DanaTDesa, maka diperlukan 

adanya pengelolaan keuangan desa untuk dapat dipertanggungjawabkan 

kepadaTPemerintahTKota/KabupatenTdan Provinsi. 

Disini saya sebagai peneliti ingin meneliti penelitian ini karena 

setelah saya melakukan studi lapang dengan perwakilan masyarakat desa, saya 

mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Desa belum menyampaikan 

mengenai Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDes melalui media tertentu. Pernyataan ini didukung dengan kutipan 

wawancara pada Hari Rabu, tanggal 23 September 2020, jam 15:30 Wib 

dengan Bapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusun Tlangi I  sebagai berikut :  

ñBelum mbak, masih belum pernah. Hanya itu mbak 

biasanya mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes itu 

disampaikan di dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102001 BAJUR 12,481 1,220,051,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102002 SUMBER WARU 38 1,347,382,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102003 TAMPOJUNG PREGIH 22,000,000 1,166,764,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102004 TAMPOJUNG GUWA 0 1,074,440,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102005 TAMPOJUNG TENGAH 687,300 1,088,542,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102006 TAMPOJUNG TENGGINA 4,311 1,089,508,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102007 RAGANG 2,765,235 1,009,397,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102008 SANA LAOK 3,038,335 1,349,309,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102009 WARU TIMUR 0 1,348,373,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102010 WARU BARAT 1,451,153 1,395,781,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102011 TLONTO ARES 55,351,427 957,202,000

4 35 JAWA TIMUR 3528 PAMEKASAN 352810 WARU 3528102012 TAGANGSER LAOK 4,069 966,402,000

KPW IdProv Provinsi IdKab Kabupaten IdKec
Kecama

tan
IdDesa Desa

Silpa DD 2019     

(Rp)

Pagu DD 2020

 (Rp)
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anggaran, dan itu biasanya dihadiri oleh perangkat desa, Kepala Dusun, 

BPD, dan lain-lain mbak. Jadi masih banyak loh dari sebagian 

masyarakat desa yang belum mengetahui dari laporan itu mbak. Kan 

seharusnya laporan itu setidaknya di umumkan di papan pengumuman 

mbak.ò (Sani Wijaya_Kepala Dusun Tlangi I) 

Dimana jika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 untuk kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

Desa Pasal 72 ayat 1 yang menyatakan bahwa ñLaporan sebagaimana 

dimaksud diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasiò. Maka 

dari adanya informasi yang saya dapatkan tersebut saya ingin meneliti 

mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat, dan 

menurut saya hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya kecurangan 

atau penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan pada 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, dimana pada penelitian-

penelitian terdahulu telah mempunyai pembahasan dan ruang lingkup yang 

sama dengan penelitian ini. Seperti pada penelitian Meutia dan Liliana 

(2017), Widati (2018), Shuha (2018), Suwarno (2019), dan Tahir dan 

Dunakhir (2019), memiliki persamaan dengan penelitian yang tengah 

dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa. 

Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam menganalisis 

pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri No 113/2014, 

sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan 

desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 
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Selanjutnya pada penelitian Mondale dan Fahlevi (2017) memiliki 

persamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait 

menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan 

yaitu pada penelitian tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa 

tidak beracuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan 

keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018. 

Pada penelitian Pratiwi (2019), penelitian tersebut mempunyai 

persamaan terkaitBpenerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

TahunB2018. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

tengah penelitiBlakukan yaitu jika pada penelitian Pratiwi (2019) juga 

membahas tentang perbedaan antara PeraturanBMenteriBDalam Negeri 

NomorB113 Tahun 2014 dengan Peraturan MenteriBDalamBNegeriBNomor 

20 Tahun 2018 sedangkan pada penelitian iniBhanyaBmembahasBtentang 

penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Pada penelitian Kholifatun (2019), penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan peneliti yang tengah dilakukan yaitu terkait implementasi 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dan yang membedakannya 

yaitu pada penelitian tersebut juga membahas tentang bagaimana kesiapan 

aparatur desa dalam pengelolaan keuangan Desa menyongsong Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. 
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Pada penelitian Naim (2019), penelitian tersebut mempunyai 

persamaan terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentangTpengelolaan keuangan desa. Yang membedakannya 

yaitu pada penelitian tersebut juga menjelaskan terkait pemahaman aparatur 

desa mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Mersa dan Suriadi (2020), penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait 

menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. Dan yang membedakan antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini yaitu dalam melakukan perbandingan antara 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan temuan yang ada di desa, karena 

tabel perbandingan yang digunakan sangat berbeda dengan tabel yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ini melakukan penelitian 

terkait dengan pengelolaan keuangan desaBdiBDesaBWaruBBarat, 

apakahBsudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriBNomorB20BTahunB2018. Penelitian ini dilakukan karena hasil 

dariBpenelitianBiniBdapatBdijadikanBsebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah 

Desa Waru Barat dalamTpenerapanTpengelolaanTkeuanganTdesa. 

1.2 RumusantMasalah 

BerdasarkanBlatarBbelakangByangBtelahBdi kemukakan diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan 
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pengelolaan keuangan di Desa Waru Barat jika  berdasarkan Peraturan 

Menteri DalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

SesuaiBdenganBrumusanBmasalahBdiatas, makaBtujuanBdari 

penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan 

pengelolaan keuanganBdi Desa Waru Barat jika berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TahunT2018.   

 

1.4 Manfaat Penelitian  

BerdasarkanTtujuanTpenelitianTyang akan dicapai, maka 

diharapkan penelitian ini memiliki manfaat baik secara langsung maupun 

tidakBlangusng. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 

a. BagiBPeneliti, 

BdapatBmenambahBwawasanBpemikiranBdanBilmu pengetahuan 

mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

b. BagiBUniversitas, dapatBdijadikanBsebagaiBpijakan dan daftar 

referensi pustaka bagiBpenelitian-penelitian selanjutnya khususnya 

bagi mahasiswa jurusan akuntansi dibidang pengelolaan keuangan 

desa. 
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c. BagiBPemerintahBDesaBWaruBBarat, dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi Pemerintah Desa Waru Barat dalam pengelolaan 

keuangan desa yang tepat sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomorT20TTahunT2018. 

2. ManfaatTPraktis  

Secara praktis hasil penelitianTiniTdiharapkanTdapatTbermanfaat  yaitu:  

a. BagiBPeneliti, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai 

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri 

DalamBNegeriBNomor 20 Tahun 2018. 

b. BagiBUniversitas, dapat memberikan tambahanBilmu pengetahuan 

kepada para mahasiswa jurusanBakuntansi, khusunya dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa. 

c. Bagi PemerintahBDesaBWaruBBarat, dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam pengembangan ilmu dibidang pengelolaan 

keuangan desa. 

 

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

  UntukBmemperolehBgambaranByang lebih jelas mengenai 

masalah yang ada, dan mengingat keterbatasan yang ada seperti kemampuan, 

waktu, dan biaya, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan penelitian 

sebagai berikut : 

1. PenelitianBiniBhanyaBdilakukanBdalamBlingkupBpengelolaanBke

uangan di Desa Waru Barat, yaitu : 
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- Pengamatan perencanaan di tahun 2019 

- Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020. 

- Pengamatan penatausahaan di tahun 2020. 

- Pengamatan pelaporan di tahun 2020. 

- Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan pada 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, dimana penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut telah mempunyai pembahasan dan ruang lingkup yang 

sama dengan penelitian ini. Pada dasarnya ruang lingkup tersebut 

mengungkap dan membahas tentang penerapan dari Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

                Tabel 2.1 

    Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Metode/Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Inten Meutia 

& Liliana. 

2017 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Desa 

Metode deskripsi 

dengan 

pendekatan 

kualitatif dan 

pendekatan 

kuantitatif 

 

Pelaksanaan pengelolaan 

keuangan yang dilakukan di 

desa yang menjadi objek 

penelitian telah sesuai 

dengan apa yang diatur 

dalam Permendagri Nomor 

113/2014. Pedoman 

pengelolaan keuangan desa 

yang meliputi tahap mulai 

perencanaan, 

penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, 

sampai pengawasan telah 

dilaksanakan dan semakin 

banyak desa yang mampu 

serta patuh terhadap aturan 

penyusunan sistem 
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keuangan desa tersebut. 

2. T. Fitrawan 

Mondale & 

Heru Fahlevi. 

2017 

Analisis 

Problematika 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Studi Perbandingan 

pada Desa Blang 

Kolak I dan Desa 

Blang Kolak II, 

Kabupaten Aceh 

Tengah) 

Metodebpenelitian  

studibkasus 

denganbanalisis 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

Terdapat perbedaan pada 

kualitas pengelolaan 

keuangan antara dua 

kampung yang diteliti. 

Pengelolaan keuangan desa 

di Kampung Blang 

KolakbII sudah dikelola 

dengan baik dimana 

pengelolaan keuangan desa 

pada Kampung Blang 

Kolak II sudah memenuhi 

syarat dan peraturan yang 

ada. Namun pada Kampung 

Blang Kolak I pengelolaan 

keuangan desa ini tidak 

dikelola dengan baik. 

3. Sri Widati. 

2018 

Analisis 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Studi Pada Desa 

Matahoalu 

Kecamatan Uepai 

Kabupaten Konawe) 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

 

Untuk pada tahap 

perencanaan pengelolaan 

keuangan desa telah sesuai 

dengan Permendagri No. 

113/2014. Untuk pada 

tahap pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa 

pada prinsipnyabtelah 

dilaksanakan berdasarkan 

regulasi yang ada, namun 

secara administrasinya 

belum semua tahapan 

pelaksanaan dilakukan. 

Untuk pada tahap 

penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa secara 

administrasi telah sesuai 

dengan regulasi. Untuk 

pada tahap pelaporan 

pengelolaan keuangan desa 

belum sepenuhnya 

dilaksanakan. Untuk pada 

tahap pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa 

belum sepenuhnya 

dilaksanakan. 

4. Khalida 

Shuha. 2018 

Analisis 

Pengelolaan Dana 

Desa (Studi Kasus 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Tahapanbpengelolaanbdana 

desabdibKecamatan Lubuk 

Alungbyangbsesuaibdengan 
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Pada Desa-Desa 

Selingkungan 

Kecamatan Lubuk 

Alung Kabupaten 

Padang Pariaman) 

kualitatif 

 

Permendagri Nomorb113 

Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Desa hanya tahap 

perencanaan, sedangkan 

tahap pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban 

tidak sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

5. Sinta P. 

Pratiwi. 2019 

Analisis Penerapan 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 20 

Tahun 2018 dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan,  

penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban 

APBDesaa (Studi 

kasusaDesa  

Pucangan 

Kecamatan 

Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

Pada tahap kesiapan Desa 

Pucangan dalam penerapan 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 20 Tahun 2018 

belum sepenuhnya siap 

dalam menerapkanmya,  

namun Desa Pucangan 

berusaha untuk tetap 

mengikuti seluruh prosedur 

dan menerapkan pembaruan 

peraturan Permendagri 

tersebut pada saat peraturan 

tersebut disahkan yaitu 

pada tanggal 8 Mei 2018. 

Seperti pada tahap 

perencanaan, pada tahap 

pelaksanaan, dan 

penatausahaan pengelolaan  

keuangan Desa Pucangan 

telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Noa20 Tahun 2018, 

sedangkan pada tahap 

pelaporan dan  

pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Desa 

Pucangan belum sesuai 

dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 20 Tahun 

2018 .  

6. Ukti Nawi 

Kholifatun. 

2019 

Analisis kesiapan 

aparatur desa dalam 

pengelolaan 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Pengelolaan keuangan desa 

di Desa Gempolan 

dinyatakan telah siap dalam 
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keuangan Desa 

Menyongsong 

Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan 

keuangan desa 

(Studi kasus pada 

Desa Gempolan  

Kecamatan Kerjo 

Kabupaten 

Karanganyar). 

kualitatif. 

 

penggunaan Peraturan  

Permendagri Nomor 20 

Tahuna2018. 

7. Annisa 

Jannatun 

Naim. 2019 

Analisis Penerapan 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang  

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Studi Kasus Desa 

Kedungwinong, 

Nguter, Sukoharjo) 

Metode Kualitatif 

dan pendekatan 

studi kasus. 

Pemahaman aparatur desa 

mengenai pelaksanaan  

Permendagri Nomor 20  

Tahun 2018 di Desa 

Kedungwinong 

menjelaskan bahwa 

sebagian besar dari aparatur 

pemerintah desa 

Kedungwinong sudah 

mengetahui tentang 

Permendagri Nomor 20 

Tahuna2018, namun  

pemahaman hanya sebatas 

secara umum dan bekerja 

sesuai tupoksinya. Dalam 

alur tahap perencanaan,  

pelaksanaan, pengelolaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban  

pengelolaan keuangan desa 

Kedungwinong sudah 

melaksanakan tahap-

tahapnya dengan baik, 

tetapi masih ada yang 

belum sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. 

8. Suwarno.2019 Pengelolaan 

Keuangan Desa : 

Perencanaan Sampai 

Dengan 

Pertanggungjawaban 

pada Desa di 

Kecamatan 

Cilongok Banyumas 

Metode studi 

kasus dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

Pengelolaan Keuangan 

Desa pada Kecamatan 

Cilongok sudah cukup baik, 

namun masih terdapat 

kekurangan terutama pada 

tahap penatausahaan, 

pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. 
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9. Muh. Tahir & 

Samirah 

Dunakhir. 

2019 

Analisis 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Desa Di Desa 

Bululoe Kecamatan 

Turatea Kabupaten 

Jeneponto 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

Pemerintah Desa Bululoe 

Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto 

dalam hal Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa telah 

mengikuti aturan yang 

diterbitkan oleh 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. 

10. Nyoria 

Anggraeni 

Mersa & 

Muhammad 

Suriadi. 2020 

Analisis Penerapan 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Desa Berdasarkan 

Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 

(Studi Kasus Pada 

Desa Melintang,  

Kecamatan Muara 

Wis, Kabupaten 

Kutai Kartanegara)  

Metode 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

 

Pemerintah Desa Melintang 

telah melaksanakan 

perencanaan dengan 

mengikutsertakan 

masyarakat dalam 

pembangunan desa. Dalam 

hal pelaksanaannya,  

Pemerintah Desa Melintang 

juga melakukan pencatatan 

serta pengeluaran melalui 

rekening kas desa. Dalam 

hal penatausahaan 

Pemerintah Desa Melintang 

dilakukan oleh Bendahara 

Desa yang telah melakukan 

pertanggungjawaban secara 

periodik. Dalam hal  

pelaksanaan, Kepala desa 

telah menyampaikan 

laporan realisasi pelasanaan 

APBDes kepada Bupati. 

Dan untuk   

pertanggungjawaban, 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes 

kepala desanya juga telah 

menyampaikan kepada 

Bupati di setiap akhir tahun 

anggaran. 
Sumber : Penelitian Terdahulu 

Penelitian Meutia dan Liliana (2017) memiliki persamaan dengan 

penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai 

pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian 
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tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan 

berdasarkan Permendagri No 113/2014, sedangkan pada penelitian ini, 

peneliti menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Mondale dan Fahlevi (2017) memiliki persamaan 

dengan penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai 

pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian 

tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa tidak beracuan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 

sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan 

desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Widati (2018) memiliki persamaan dengan penelitian 

yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam 

menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri 

No 113/2014, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Shuha (2018) memiliki persamaan dengan penelitian 

yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam 

menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis 
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pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Pratiwi (2019) mempunyai persamaan terkaitBpenerapan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TahunB2018. Yang membedakan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang tengah penelitiBlakukan yaitu jika 

pada penelitian Pratiwi (2019) juga membahas tentang perbedaan antara 

PeraturanBMenteriBDalam Negeri NomorB113 Tahun 2014 dengan 

Peraturan MenteriBDalamBNegeriBNomor 20 Tahun 2018 sedangkan pada 

penelitian iniBhanyaBmembahasBtentang penerapan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Kholifatun (2019) memiliki persamaan dengan peneliti 

yang tengah dilakukan yaitu terkait implementasi pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 

Tahun 2018. Dan yang membedakannya yaitu pada penelitian tersebut juga 

membahas tentang bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan 

keuangan Desa menyongsong Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Naim (2019) mempunyai persamaan terkait penerapan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentangTpengelolaan 

keuangan desa. Yang membedakannya yaitu pada penelitian tersebut juga 

menjelaskan terkait pemahaman aparatur desa mengenai pelaksanaan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 
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Penelitian Suwarno (2019) memiliki persamaan dengan penelitian 

yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam 

menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 dan penelitian dilakanakan dengan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan penelitian dilakanakan dengan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian Tahir dan Dunakhir (2019) memiliki persamaan dengan 

penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai 

pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian 

tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan 

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian 

ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Penelitian Mersa dan Suriadi (2020) memiliki persamaan dengan 

penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Dan yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

dalam melakukan perbandingan antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

dengan temuan yang ada di desa, karena tabel perbandingan yang digunakan 
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sangat berbeda dengan tabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini.  

2.2 Kajian Teoritis  

2.2.1 Desa 

Menurut Undang-undangTNomorT06TTahunT2014Tpasal 1, 

pengertian DesaTyaitu ñDesa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebutTdenganTnama lain, TselanjutnyaTdisebutTDesa, adalah 

kesatuan masyarakatthukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenangtuntuk mengatur dan mengurusturusantpemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempattberdasarkantprakarsatmasyarakat, 

thak asal-usul, dantatauthakttradisionaltyangtdiakuiTdantdihormati 

dalam sistem pemerintahan NegaraTKesatuanTRepublikTIndonesiaò. 

Dengan kata lain desa merupakan suatu wilayah yang 

ditempatiTolehTsejumlahTpendudukTsebagaiTkesatuan masyarakat 

yang memiliki kesatuan hukum danTberhakTuntukTmengurusTrumah 

tangganya sendirit(otonomi) tdalam system Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Desa merupakan sebuah pengumpulan permukimanBdiBarea 

pedesaan Indonesia, istilah desa ini merupakan pembagian wilayah 

administratif di bawah kecamatantyangtditpimpintolehtKepalatDesa. 

Sebuah Desa ini merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman 

kecilTyangTdisebutTdenganTkampung atau dusun (sebutan banyak 

daerah terkecil di wilayah Indonesia). Menurut Suhartono (2000) Desa 
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adalah sekelompok rumahBdiluarBkotaByang didalamnya terdapat 

satu kesatuanBkampungBdanBdusun. Dari pengertian tersebut telah 

menunjukkan beberapa ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Desa adalah suatu lokasi pemukiman diluar kota dan 

sekaligussbukannkota. 

2) Desaamerupakannsuatuukomunitas kesatuan dan lebih bersifat 

homogeny. 

3) Desaamenunjukkannbahwaasuatu lokasi dan sifat sebagai akibat 

yang posisinya  beradaadiipedalaman. 

Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakatnyabsendiribsesuaibdengan kondisi dan sosial 

budaya setempat. Salah satu konsep pengaturan Pemerintah 

Desabyaitu demokratisasi yang berarti bahwa penyelenggaraan 

Pemerintah Desa harus mendukungBaspirasiBmasyarakat yang di 

artikulasi melalui Badan PermusyawaratanTDesaTdanTLembaga 

Kemasyarakatan sebagai mitraTpemerintahTdesa. Desentralisasi 

memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam 

karakteristikbhubunganbkekuasaantantara pusat dengan daerah, 

sehingga daerah diberikan keleluasaan dalamBmenghasilkan 

keputusan-keputusan politik tanpaBadanya intervensi pusat. 

Berdasarkan pengelompokannya, desa dapat dikategorikan menjadi 

3bmacam,tyaitu : 
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1) Desa tertinggalBdanBatauBsangatBtertinggal, yang memperhatikan 

faktor-faktor sarana prasarana dalamBpemenuhanBkebutuhanBdan 

aksesBkehidupan masyarakatBdesa. 

2) DesaBmajuBdanBatauBmandiri, yang memperhatikan faktor-faktor 

sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa 

danBinvestasi desa, prakarsa desaBmembukaBlapanganBkerja, 

teknologiBtepatBgunaBdanBinvestasiBmelalui badan usaha milik 

desa. 

3) Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana 

prasarana pelayananBumumBdanBsosialBdasar pendidikan serta 

sarana prasarana pelayananBumumBdanBsosialBdasarBkesehatan.     

MenurutTUndang-Undang Nomor 06TTahunT2014TpasalT8 

ayat (3), pembentukan Desa sebagaimana yangTdimaksudTpadaTayat 

(1)  harus memenuhi syarattberikutbiniB: 

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima)Btahun 

terhitungBsejak pembentukan. 

b. JumlahBpenduduk,Byaitu : 

1) WilayahBJawaBpalingBsedikitB6.000 (enam ribu)Bjiwa 

atauB1.200 (seribu duaBratus) kepalaBkeluarga. 

2) WilayahBBaliBpalingBsedikit 5.000 (lima ribu)Bjiwa 

atauB1.000 (seribu) kepalaBkeluarga. 

3) WilayahBSumateraBpalingBsedikitB4.000T(empatbribu) jiwa 

atau 800 (delapanBratus)bkepalabkeluarga. 
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4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 

palingbsedikitt3.000t(tiga ribu) jiwaBatau 600 (enamBratus) 

kepalaBkeluarga. 

5) WilayahBNusaBTenggaraBBaratBpalingBsedikitB2.500 (dua 

ribu lima ratus) jiwaBatauB500 (limaBratus)BkepalaBkeluarga. 

6) WilayahBSulawesiBTengah,BSulawesi Barat, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, danBKalimantanBSelatan palingBsedikit 

2.000B(dua ribu) jiwaBatau 400 (empatBratus) kepala 

keluarga. 

7) WilayahBKalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, dan KalimantanBUtaraBpalingBsedikit 1.500 

(seribuBribuBlima ratus) jiwa atau 300 (tiga 

ratus)BkepalaBkeluarga. 

8) WilayahBNusaBTenggaraBTimur, Maluku,Bdan Maluku Utara 

paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atauB200 

(duaBratus)BkepalaBkeluarga. 

9) Wilayah Papua dan PapuaBBaratBpalingBsedikitB500 

(limaBratus) jiwa atauB100 (seratus)BkepalaBkeluarga. 

c. Wilayah kerja yang mempunyai akses transportasi antarBwilayah. 

d. Memiliki  potensi yangBterdiriBdariBsumberBdayaBmanusia, 

sumber daya alam,BdanBsumberBdayaBekonomiBpendukung. 

e. Sosial budayaByang dapat menciptakan kerukunanBhidup 

bermasyarakat sesuaiBdenganBadatBistiadatBDesa. 
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f. Batas wilayah Desa yang dinyatakanBdalamBbentukBpetaBDesa 

yang telah ditetapkanBdalamBperaturanBWalikota /BBupati. 

g. Sarana dan prasaranaBbagiBPemerintahanBDesaBdanBpelayanan 

publik, dan 

h. Tersedianya dana operasional,BpenghasilanBtetap,Bdan 

tunjangan lainnya bagiBperangkatBPemerintahBDesaBsesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 06 TahunB2014 pasalB19, 

menyebutkan kewenangan desa, adalah : 

a. KewenanganBberdasarkanBhakBasal-usul. 

b. KewenanganBlokalBberskalaBdesa. 

c. KewenanganByangBditugaskanBolehBpemerintah, pemerintah 

daerah, provinsi, atauBpemerintahBdaerahBkabupatenB/Bkota. 

d.  Kewenangan lain yang ditugaskanBolehBpemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, atauBpemerintahBdaerahBkabupaten / kota yang 

sesuai dengan ketentuanBperaturanBperundang-undangan. 

Maka dapat disimpulkan, desa merupakan suatu wilayah 

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

yang mempunyai kesatuan hukum dan berhak dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonomi) dalam system Negara Kesatuan 

RepublikBIndonesia. 
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2.2.2 Pemerintah Desa 

MenurutBUndang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 

ayat (2), Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan danbkepentingan masyarakat setempat dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang 

di desa bersangkutan, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga 

pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Penyelenggaraan pemerintaha desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan 

dalam mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa 

bertanggung jawab terhadapBmasyarakatBmelaluiBBPD dan 

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada 

BupatiBtebusanBCamat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2016 PemerintahbDesabyaitubKepalabDesabataubdapat juga 

disebut dengan perangkat desa yang berperan sebagai unsur 

penyelenggarantPemerintahtDesa.  

Menurut Peraturan MenteritDalamtNegeritNomort20tTahun 

2018 pasal 3 ayat (1) ñKepalaBDesaBadalah PKPKD (Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah 
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DesaBdalamBkepemilikanBkekayaan milik  Desa yang dipisahkan. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam NegeriBNomorB20 Tahun 2018 

pasal 3bayatb (2) KepalaBdesaBselaku PKPKD (Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) sebagaimana yang dimaksud 

yaitu, mempunyai kewenangan sebagaiBberikut : 

a. MenetapkanBkebijakanBtentangBpelaksanaanBAPB Desa. 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaanBbarangBmilikBDesa. 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Desa. 

d. MenetapkanBPPKD (PejabatBPengelolaBKeuanganBDaerah). 

e. MenyetujuiBDPA (DokumenBPelaksanaBAnggaran), DPPA 

(Dokumen PelaksanaBPerubahanBAnggaran), danBDPAL 

(DokumenBPelaksana Anggaran Lanjutan). 

f. MenyetujuiBRAK (RencanaBAnggaranBKas) Desa,Bdan 

g. Menyetujui SPP (SuratBPermintaanBPembayaran). 

PeraturanBMenteriBDalamBNegeriBNomor 20BTahun 2018 

pasal 3 ayat (3) menyatakan ñDalam melaksanakan kekuasaan 

pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada 

ayatb(2), Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada 

perangkat Desa selaku PPKD. 

Menurut PeraturanTMenteriTDalamtNegeritNomort20tTahun 

2018 pasal 4, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 
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sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) 

yaituBterdiriBatas: 

a. SekretarisBDesa 

b. KaurBdanBKasi, dan 

c. KaurBkeuangan. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20tTahunB2018 pasal 5 ayatt (1)tñSekretaristDesatbertugas sebagai 

koordinatorBPPKD (PejabatBPengelola KeuanganBDaerah). 

PeraturanBMenteriBDalamBNegeri NomorB20 TahunB2018 pasal 

5tayatt (2) tmenyebutkan Sekretaris Desa selaku coordinator PPKD 

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagaimanaTyangdimaksud 

pada ayat (1) mempunyaiBtugas sebagaiBberikut : 

a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaanBkebijakanBAPB 

Desa. 

b. MengoordinasikanBpenyusunan rancangan APB Desa dan 

rancangan perubahan APBBDesa. 

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan DesaB 

tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa 

tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran 

APBBDesa. 
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e. Mengoordinasikan tugas perangkat DesaBlain yangB 

menjalankan tugas PPKD, dan 

f. MengoordinasikanBpenyusunanBlaporanBkeuangan desa dalam 

rangka pertanggungjawabanBpelaksanaan APB Desa. 

Menurut Peraturan Menteri DalamtNegeritNomort20tTahun 

2018 pasal 6 ayat (1) ñKaur dan Kasi bertindak sebagai 

pelaksanaBkegiatanBanggaranò. Kaur sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) terdiriBatas : 

a. KaurBtataBusahaBdanBumum, dan 

b. KaurBperencanaan. 

KasiBsebagaimanaByangBdimaksudBpadaBayat (1) terdiriBatas: 

a. KasiBpemerintahan, 

b. KasiBkesejahteraan dan 

c. KasiBpelayanan. 

PeraturanBMenteriBDalamBNegeriBNomorB20 Tahun 2018 

pasalB6 ayat (4), menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi sebagai 

pelaksana kegiatan anggaran mempunyaiBtugasBsebagaiBberikut : 

a. Melakukan tindakan yangBmengakibatkanBpengeluaranBatas 

beban anggaran belanjaBsesuaiBbidangBtugasnya. 

b. MelaksanakanBanggaranBkegiatanBsesuaiBbidangBtugasnya. 

c. MengendalikanBkegiatanBsesuaiBbidangBtugasnya. 

d. Menyusun DPA, DPPA,BdanBDPAL,BsesuaiBbidangBtugasnya. 
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e. Menandatangani perjanjianBkerjaBsamaBdenganBpenyediaBatas 

pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada 

dalamBbidangBtugasnya,Bdan 

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuaiBbidangBtugasnya 

untuk pertanggungjawabanBpelaksanaanBAPBBDesa.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20tTahun 2018 pasal 8tayatt (1) tmenyatakan ñKaur keuangan 

sebagaimanaByangBdimaksudBdalam pasal 4 huruf c melaksanakan 

fungsiBkebendaharaanò.BPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasalB8BayatB(2)BmenyebutkanBbahwa ñKaur 

keuangan sebagaimanaByangBdimaksudBpadaBayat (1) mempunyai 

tugas : 

a. MenyusunBRAK (RencanaBAnggaranBKas)BDesa,Bdan 

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkanB/ membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBBDesa. 

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Wijaya (2018) Keuangan desa yang 

sesuaiBUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu semua hak dan 

kewajibanBdesaByangBdapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu berupaBuang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hakBdanBkewajibanBdesa. Dari hak dan kewajiban itu 
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menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yangBperlu diatur 

di dalam pengelolaanBkeuanganBdesaByangBbaik. 

Pengelolaan keuangan desabmenurutbPeraturanbMenteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, bpenatausahaan, bpelaporan, 

dantpertanggungjawabanBkeuangan desa. Keuangan desa dikelola 

berdasarkanBasas-asasBpengelolaanbkeuanganbdesa, yaitu: 

1) Transparan 

Terbuka dalam semuaBinformasi dan kegiatan mengenai 

pengelolaan keuangan desa yang dapat diawasi oleh pihakBlain 

yang berwenang. Tidak ada hal-hal yang dirahasiakan atau 

disembunyikan. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparan 

memiliki arti bahwa semua informasi keuangan dapat diberikan 

secara terbuka, jelas, dan jujur kepada masyarakat, agar 

masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas 

pertanggungjawaban pemerintahBdalamBpengelolaan sumber 

daya. 

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan 

desa dapat diketahui dari tertatanya administrasi keuangan dengan 

tertibB dan baik. Maka dari itu asas transparan menjamin hak 

bagi semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap 

tahapanB dan menjamin akses semua pihak terhadap informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, 
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PemerintahBDesaBharus aktif dan memberikan kemudahan 

bagiBsiapapunBdanBkapanBsajaBuntukBmengaksesBdan 

mengetahui informasi terkaitBPengelolaanBKeuanganBDesa. 

2) Akuntabel 

Dalam pengelolaanBkeuanganBdesa,BakuntabelBberarti 

bahwa setiap kinerja atau Tindakan Pemerintah /BlembagaBdapat 

dipertanggungjawabkan kepadaBpihak-pihak yang memiliki hak 

untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. 

AsasBiniBmenuntutBKepalaBDesaBuntuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaanBAPBDesaBsecaraBtertib 

kepada masyarakat maupun kepada jajaranBpemerintahan 

diatasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. 

3) Partisipatif 

Partisipatif mempunyai arti bahwaBsetiapBtindakan 

yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat 

baik secara langsung maupunBtidakBlangsungBmelalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Dalam pengelolaan keuanganBdesa,BsejakBpada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,Bpelaporan,Bdan 

pertanggungjawaban wajib mengikutsertakan masyarakat, dan 

paraBpemangkuBkepentingan di desa, sertaBmasyarakatBluas. 
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4) Tertib danBdisiplinBanggaran 

Tertib dan disiplinBanggaranBmemilikiBartiBbahwa 

semua anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan 

pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi 

keuangan diBdesa.BHalBini berarti bahwa pengelolaan keuangan 

desa harusBsesuaiBberdasarkanBdengan Peraturan Perundang-

undanganByangBberlaku.  

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satuB tahun 

anggaran yaituBmulaiBtanggalB1BJanuariBsampaiBdenganBtanggal 

31 Desember. Dan pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala 

Desa dan perangkat desa lainnya. 

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa 

mempunyai berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan 

sesuai dengan batasanBwaktu yang sudahBditentukan. Sehingga 

Pemerintah Desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan 

keuangan, uraianBtugas,BbaganBalur,BsertaBkriteria yang menjadi 

acuan dalam kegiatanBpengelolaanBkeuanganBdesa. bSelainbuntuk 

dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik, maka 

juga perlu didukung olehbSDMbyangbkomponen dan berkualitas, 

sertaBsistemBdan prosedur keuangan yang memadai. 

2.2.3.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pemerintah desa dalam Menyusun perencanaan 

pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya yang 
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mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin 

konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Menurut Sjamsulbachri (2004) Perencanaan adalahbproses 

dalam menentukan tujuan yangbinginbdicapaibdanbstrategibapa 

saja yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut.tJadi 

perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu 

proses untuktmerumuskanttujuan penggunaan danatdesa yang 

diterima desa dengan mengikutsertakan perwakilan masyarakat 

sepertibdukuhbketuabRT, bdan ketua RW dalam musyawarah 

desa untuk memberikanTusulanBdanBpendapat mengenai 

perencanaan  penggunaan dana desa dan juga untuk 

menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada masyarakat 

desaBagarBmasyarakat desa dapat mengetahui perencanaan 

penggunaan dana desa dan ikutBberperan dalam 

mengawasiBpelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. 

MenurutBUndang-Undang Nomor 06 TahunB2014Bpasal 

80 ayat (1) sampaiBayat (3), menyatakanBbahwa : 

(1) PerencanaanBpembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat desa.  

(2) DalamBMenyusunBperencaanBpembangunanBdesaBseba

gaimana yang dimaksudBpadaBayatT(1),TPemerintah 
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Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. 

(3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan 

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau Anggaran 

PendapatanBdanBBelanjaBDaerahBKabupatenB/BKota. 

Menurut PeraturanBMenteriBDalamBNegeriBNomorB20 

TahunB2018 pasal 31 tentangBperencanaanBmeliputi : 

(1)  Perencanaan pengelolaan keuanganBdesaBmerupakan 

perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintahan 

Desa pada tahun anggaran berkenaan yang 

dianggarkanBdalamBAPBDesa. 

(2)  Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunantrancangan 

APB Desa berdasarkan RKP (Rencana KerjaBPemerintah) 

DesaBtahunBberkenaan dan pedomanbpenyusunanBAPB 

Desa yang diaturBdenganBPeraturan Bupati / Wali Kota 

setiap tahun. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 32 tentangBperencanaanBmenyatakan : 

(1)  Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB DesaBkepadaBKepalaBDesa. 
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(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

sebagaimanaBdimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala 

Desa kepadaBBPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk 

dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

pasal 34 tentang perencanaanBmeliputi : 

(1) Rancangan Peratura Desa tentang APB Desa disampaikan 

Kepala Desa kepadaBBupati / Wali Kota melalui Camat 

atau sebutanBlain paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

disepakatiBuntukBdiBevaluasi. 

(2) Bupati / Wali Kota dalam melakukan evaluasi 

berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan 

PeraturanBDesaBtentangBAPBBDesa.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20BTahun 2018 pasal 35 tentangBperencanaanByaitu : 

(1) Bupati / Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan 

atau aparat Desa terkaitBdalamBpelaksanaanBevaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) 

tdituangkan dalam keputusantBupati / Wali Kota 

dantdisampaikanBkepadaBKepala Daerah paling lamaB20 

(duaBpuluh) tharitkerjatterhitungt sejak diterimanya 

rancanganBdimaksud.  
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(3) DalamthaltBupati / Wali Kota tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayatt (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku 

dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

padaBayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, BdanBRKPBDesa, KepalaBDesa Bersama 

BPDBmelakukanBpenyempurnaan paling lama 20 (dua 

puluh) hariBkerjaBterhitungBsejak diterimanya 

hasilBevaluasi.   

PeraturanBMenteriBDalamBNegeriBNomor 20 Tahun 

2018Bpasal 36 tentang perencanaanBmeliputi : 

(1) Apabila hasil evaluasi tidakBditindaklanjutiBolehBKepala 

Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan 

DesatdanvRancangantPeraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa menjadiBPeraturanBKepalaBDesa, 

Bupati / Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud 

dengan Keputusan Bupati / Wali Kota.  

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

setelah pembatalan, dan selanjutnya Kepala Desa bersama 
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BPD mencabutBPeraturanBDesaBdan Peraturan Kepala 

Desa dimaksud. 

(3) Dalambhalbpembatalanbsebagaimanabyang dimaksud 

pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan 

pengeluarantterhadap operasional penyelenggaraan 

pemerintahan Desabdenganbmenggunakantpagu tahun 

sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat 

persetujuan BupatiB/BWali Kota. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort20 

Tahun 2018 pasal 37 tentang perencanaanBmenyatakanBbahwa 

ñBupatiB/ WalikotaBdapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB DesaBkepadaBCamatBatau 

sebutan lainò. 

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian 

kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu 

penyusunan APBDesa. Sebuah perencanaan keuangan 

merupakantkegiatantuntuktmemperkirakantpendapatan dan 

belanja selama waktuBtertentuBdimasaByangBakan datang. 

Dalam hubungannya denganBpengelolaanBkeuanganBdesa, 

perencanaan yang dimaksud yaituB roses penyusunan APBDes. 

Berikut ini alur dari proses perencanaan : 
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                                                         Gambar 2.1 

Alur Proses Perencanaan 

 

Sumber : https://www.keuangandesa.info/2015/11/perencanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html 

2.2.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Bastian (2014) Pelaksanaan atau realisasiBadalah 

proses pelaksanaanBsegalaBsesuatuByangBtelahBdirencanakan 

dan dianggarkan oleh organisasiBpublik, Btermasuk dalam hal 

ini organisasi kecamatantdan desa. Dengan kata lain 
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pelaksanaan pengelolaan keuangan desabmerupakan suatu 

proses pengimplementasian segala sesuatu yangbtelah 

direncanakan dan dianggarkanbolehbsuatuborganisasibdalam 

mencapai tujuan yang telah direncakan sebelumnya oleh suatu 

organisai. 

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan 

sebelumnya, maka terdapat transaksi penerimaanBdan 

pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. Dan bagi Desa yang 

belumBmemilikiBpelayananBperbankan di wilayahnya maka 

pengaturannya ditetapkan olehBPemerintahBKabupatenB/ Kota. 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus 

didukungBolehBbuktiByang sah danBlengkap. Berikut ini alur 

dari proses pelaksanaan : 
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Gambar 2.2 

Alur Proses Pelaksanaan 

 

Sumber : https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html 

Menurut Sujarweni (2015) berikut ini beberapa aturan 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa : 

a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

peneriman desa kecuali yang ditetapkan dalam 

peraturanBdesa. 

b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam 

kasBdesaBpadaBjumlah tertentu dalamBrangkaBmemenuhi 

kebutuhan operasional pemerintah desa. 
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c. PengaturanBjumlahBuangBdalam kas desa ditetapkanTdalam 

Peraturan Bupati / Walikota. 

d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan bebanTpadaTAPBDes 

tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesTditetapkan menjadiTperaturanTdesa. 

e. PengeluaranTdesaTtidakTtermasukTuntukTbelanja pegawai 

yang bersifat mengikatTdanToperasionalTperkantoranTyang 

ditetapkan dalam peraturan kepalaTdesa. 

f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus 

dibuatTrincian anggaran biayaTyang telah di sahkan oleh 

kepala desa.  

g. PelaksanaanTkegiatanTyangTmengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara 

lain rencana anggaran biaya. 

h. RencanaTanggaran biaya diTverifikasiTolehTsekretarisTdesa 

dan disahkan kepalaTdesa.  

i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas 

kegiatanTsebagai pertanggungjawaban pelaksanana 

kegiatanTdiTdesa. 

j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan 
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Pembayaran (SPP) tidakTboleh dilakukan sebelum barang 

dan atau jasa diterima. PegajuanbSPP terdiri atas Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), bpernyataan 

pertanggungjawab belanja danblampiranbbuktibtransaksi. 

k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa 

kemudian Kepala Desa menyetujuiTpermintaan pembayaran 

dan bendahara melakukan pembayaran. 

l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahar. 

m. Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

rekeningTkasTNegaraTsesuaiTdengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

MenurutTPeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomorT20 

TahunT2018 pasal 43 tentangTpelaksanaanTmenyatakan :  

(1) PelaksanaanTpengelolaanTkeuangan Desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 

melalui rekeningTkas Desa pada bank yangTditunjuk 

Bupati / Walikota. 

(2) Rekening kas DesaTsebagaimanaTdimaksudTpadaTayat (1) 

dibuatToleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda 

tanganTKepala Desa dan Kaur Keuangan. 
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(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan 

diTwilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah 

terdekat yang dibuat olehTPemerintah Desa 

denganTspesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 

Keuangan. 

MenurutTPeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomorT20 

TahunT2018 pasal 44 tentangTpelaksanaan yaitu :  

(1) Nomor rekening kas DesaTsebagaimanaTdimaksud dalam 

Pasal 43 dilaporkanTKepalaTDesa kepada Bupati / 

Walikota. 

(2) Bupati / Walikota melaporkan daftarTnomorTrekeningTkas 

Desa kepada Gubernur denganTtembusanTMenteriTmelalui 

Direktur Jenderal Bina PemerintahanTDesa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

untuk pengendalianTpenyaluranTdanaTtransfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpanTuangTtunaiTpada 

jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintahTDesa. 

PeraturanTMenteri Dalam NegeriTNomor 20TTahun 2018 

pasal 47 tentang pelaksanaanTmeliputi :  

(1) Dalam hal terjadi perubahan PeraturanTDesaTtentangTAPB 

Desa dan atau perubahan Peraturan Kepala Desa 

tentangTpenjabaranTAPB Desa yang menyebabkan 
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terjadinya perubahanTanggaran dan atau terjadi 

perubahanTkegiatan, Kepala Desa menugaskanTKaur dan 

Kasi pelaksanaanTkegiatanTanggaranTuntukTmenyusun 

rancangan DPPA (DokumenTPelaksanaan Perubahan 

Anggaran). 

(2)    DPPATsebagaimanaTdimaksudTpadaTayat (1) terdiri atas : 

a. RencanaTKegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, dan 

b. RencanaTAnggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatanTanggaranTmenyerahkan 

rancangan DPPA kepadaTKepalaTDesaTmelauiTSekretaris 

Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah 

penugasanTsebagaimanaTdimaksudTpada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukanTverifikasiTrancanganTDPPA 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 

menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah 

diverfikasi oleh SektretarisTDesa.   

Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomorT20 Tahun 

2018Tpasal 48 tentang pelaksanaanTmenyatakan :  

(1) Kaur Keuangan Menyusun rancanganTRAK (Rencana Aksi 

Komunitas) DesaTberdasarkanTDPA (Dokumen Pelaksana 

Anggaran) yang telah disetujuiTKepalaTDesa. 
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(2) RancanganTRAKTDesaTsebagaimanaTdimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepadaTKepala Desa melalui Sekretaris 

Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan 

RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 

diverifikasi SekretarisTDesa.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

pasal 49 tentang pelaksanaan menyatakan bahwaT ñ RAK Desa 

sebagaimanabdimaksud dalam pasal 48 memuat arus kas 

masuktdantarus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan 

dana dari rekeningTkasTuntuk mendanai pengeluaran 

berdasarkan DPA yangTtelahTdisahkanTolehTKepalaTDesaò. 

Menurut PeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomorT20 

Tahun 2018 pasal 50 tentangTpelaksanaanTmeliputi :  

(1) Arus kas masukTsebagaimanaTdimaksudTdalamTpasalT49 

memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan 

AsliTDesa, transfer dan pendapatanTlain. 

(2) SetiapTpendapatan sebagaimanaTdimaksudTadaTayatT (1) 

Tdidukung oleh buktiTyangTlengkapTdanTsah. 

 MenurutTPeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

tahun 2018 pasal 51TtentangTpelaksanaanTmeliputi :  
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(1) Arus kasTkeluarTsebagaimanaTdimaksudTdalamTpasalT49 

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

(2) SetiapTpengeluaranTsebagaimanaTdimaksud pada ayat (1) 

didukung dengan buktiTyangTlengkapTdanTsah. 

(3) BuktiTsebagaimanaTdimaksudTpadaTayatT (2)  mendapat 

persetujuan KepalaTDesaTdanTKepalaTDesa bertanggung 

jawab atas kebenaran material yang timbul dari 

penggunaanTbuktiTtersebut. 

(4) KaurTdan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran 

sebagaimana dimaksudTpadaTayatT (1). 

(5) Kaur danTKasiTpelaksanaTkegiatanTanggaran menggunakan 

buku pembantu kegiatan untukTmencatatTsemua pengeluaran 

anggaran kegiatan sesuaiTdenganTtugasnya.  

2.2.3.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Lapananda (2016) Penatausahaan keuanganTdesa 

yaitu kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka 

mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas 

transparan dan asastakuntabel. tDalam melaksanakan 

penatausahaan keuangantdesa, Kepala Desa harus menetapkan 

bendahara desa. Penatausahaan merupakan proses pembukuan 

yang dilakukan oleh bendahara desa, tbaik transaksi penerimaan 
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maupun transaksi pengeluaran secara teliti agar pengelolaan 

keuangan desaTdapatTberjalanTdenganTbaik. 

Penetapan bendahara desa harus dilaksanakan sebelum 

dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan 

keputusan dari Kepala Desa.  Bendahara desa adalah perangkat 

desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang ditugaskan untuk 

menyimpan, menerima, menyetorkan, membayar, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa 

dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu, bendahara desa 

wajib melakukan pencatatan terhadap semuaTtransaksi 

yangTadaTberupaTpenerimaanTdanTpengeluaran. Bendahara 

desa akan melakukan pencatatan secara sistematis dan 

kronologis terhadap transaksi keuangantyangtterjadi. 

Penatausahaan keuangantdesaT yang dilaksanakan oleh 

bendahara desa dilaksanakan dengantcara sederhana yaitu 

berupa pembukuantsebelumtmenggunakan jurnal akuntansi. 

Bendahara desaBharusBdapat mempertanggungjawabkan uang 

melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap 

bulan kepadabKepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

Menurut Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomorT20 

Tahun 2018 pasal 63 tentangTpenatausahaanTmeliputi : 
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(1) PenatausahaanTkeuanganTdilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana fungsiTkebendaharaan.   

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalamTbukuTkasTumum. 

(3) PencatatanTpadaTbukuTkasTumumTsebagaimanaTdimaksud

Tpada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 

 MenurutTPeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomorT20 

Tahun 2018 pasal 64 tentangTpenatausahaanTyaitu :  

(1) KaurTkeuangan 

wajibtmembuattbukutpembantutkastumumtyangtterdiri atas: 

a. Bukutpembantutbank. 

b. Bukutpembantutpajak, dan 

c. Bukutpembantutpanjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud padaTayatT (1)  

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 

melaui rekening kas Desa. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayatT (1) 

hurufTb merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan 

pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayatT (1) 

hurufTc merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uangTpanjar. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakanbbahwa dalam praktiknyaBsemuaBproses 

pelaksanaan dan penatausahaan harus memperhitungkan 

kinerja yang telahbditetapkan oleh APBDes. Dan proses itu 

harus sesuai denganbindikatorbkinerjabyangbtelah disepakati 

dalam dokumen APBDes. Makabdarititu, semua anggaran 

yang telah direncanakan bisa sesuai sebagaimana mestinya 

dan jumlah kesalahan dapat diminimalisir dalam proses 

pelaksanaan dantpenatausahaan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2019 ini juga mengembalikan wewenang dan tugas 

bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang 

sebagian fungsinyatbanyaktberalih kepada Pejabat Pengelola 

Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam peraturan inibjuga 

membahas mengenai pemisahan tugas antara pihak yang 

melakukan otorisasi, pihak yangbmenyimpanbuang, dan pihak 

yang melakukanbpencatatan. Tujuan dilakukannya dari 

pemisahan tugas ini yaitubuntuk mencegah terjadinya 

kecurangatselama Pengelolaan KeuangantDaerahtsertatuntuk 

meningkatkan kontroltinternaltPemerintahtDaerah. 
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2.2.3.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Bastian (2014) Pelaporan yaitu dokumenByang 

berisi informasi terorganisasi dalambsebuahtnarasi,tgrafik, atau 

bentuk tabular yang disusunbatasbdasarbadbhoc, bperiodik, 

rutin, atau ketikabdiperlukan. Laporan realisasi pelaksanaan 

pengelolaan keuanganbdesabperlubdisusun oleh Kepala Desa 

untukbmelaporkanbkinerjanyabkepada Bupati / Walikota dan 

masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menyediakan 

informasi bagi masyarakat desaTyangTakanTmenunjukkan 

akuntabilitasborganisasibdesabataubsumberbdayabyangbtelahbd

ipercayakan. BerikutTini 3 cara sistem pelaporan keuangan desa 

yaitu melalui :  

1. Langsungbkebmasyarakat.  

2. Dilaporkanbmelaluibpelaporanbpemerintahbdaerah. 

3. Diumumkanbmelaluibmedia. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 68 tentangTpelaporanTmeliputi :  

(1) Kepala Desa menyampaikan laporanTpelaksanaanTAPB Desa 

semester pertamaTkepadaTBupati / Walikota melaluiTCamat. 

(2) LaporanTsebagaimanaTdimaksudTpadaTayat (1) terdiri dari : 

a. LaporanTpelaksanaanTAPB Desa, dan 

b. LaporanTrealisasiTkegiatan. 
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(3) Kepala Desa Menyusun laporan sebagaimana 

dimaksudTpadaTayat (2) dengan cara menggabungkan 

seluruh laporanTpaling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun 

berjalan. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 69 tentang pelaporan menyatakan bahwa 

ñBupati / Walikota menyampaikan laporan konsolidasi 

pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua 

Bulan Agustus tahun berjalanò. Berikut ini alur dari proses 

pelaporan : 
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Gambar 2.3 

Alur Proses Pelaporan 

 

Sumber:https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaporan-danpertanggungjawaban.html 
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2.2.3.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015bpasalb104, yaitub ñSelain penyampaian 

laporanbrealisasibpelaksanaanbAPBDes, KepalabDesabjuga 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati / Walikota setiap 

akhirbtahunbanggaranbyang telahtditetapkantdalam peraturan 

desaò. Jadi pertanggungjawaban merupakanbsuatubkegiatan 

menyampaikan laporanbhasilbdaribkegiatanbsebuahborganisasi, 

baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang ada didalam 

suatu organisasi tersebut. Bukanbhanya pertanggungjawaban 

kepada Bupati /TWalikotabsaja, TKepalabDesa juga wajib 

melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada 

masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan terhadap 

pengelolaanTkeuanganTdesa. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 70 tentangTpertanggungjawabanTmenyatakan 

bahwa : 

(1) KepadaTDesaTmenyampaikanTlaporanTpertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati / WalikotaTmelaluiTCamat 

setiap akhir tahun anggaran. 



55 
 

 
 

(2) LaporanTpertanggungjawabanTsebagaimanaTdimaksudTpada 

ayat (1) disampaikanTpalingTlambatT3 (tiga) bulan setelah 

akhirTtahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

PeraturanTDesa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud padaTayatT (2) 

Tdisertai dengan : 

a. LaporanTkeuangan, terdiriTatas : 

1. LaporanTrealisasiTAPBTDesa, dan 

2. CatatanTatasTlaporanTkeuangan. 

b. LaporanTrealisasiTkegiatan, dan 

c. DaftarTprogramTsektoral, 

programTdaerahTdanTprogramTlainnya yang masuk ke 

Desa.  

MenurutTPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 71 tentangTpertanggungjawabanTmeliputi :  

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimanaTdimaksudTdalam 

pasal 70 merupakanTbagianTdariTlaporanTpenyelenggaraan 

Pemerintaha Desa akhir tahunTanggaran.  

(2) Bupati / WalikotaTmenyampaikanTlaporan konsolidasi 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling 

lambatTmingguTkeduaTBulanTAprilTtahunTberjalan. 
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MenurutTPeraturanTMenteriTDalamTNegeriTNomorT20

TTahun 2018 pasal 72 tentangTpertanggungjawabanTmeliputi :  

(1) LaporanTsebagaimanaTdimaksud dalam pasal 68 dan pasal 

70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi.  

(2) InformasiTsebagaimanaTdimaksudTpadaTayatT (1) paling 

sedikit memuat : 

a. LaporanTrealissaiTAPBTDesa. 

b. LaporanTrealissaiTkegiatan. 

c. Kegiatan yang belum selesai danTatauTtidakTterlaksana. 

d. SisaTanggaran, dan 

e. AlamatTpengaduan.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 pasal 73 tentangTpertanggungjawabanTmeliputi 

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan 

Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APBtDesa, Peraturan 

Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan 

APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 

Perubahan APB Desa,tDPA, DPPA, RAK Desa, 

BukutPembantutKegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan 

Kegiatan dan Anggaran, SPP, LaporantAkhirtRealisasi 
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Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang 

Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku 

Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB 

Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkantdaritPeraturantMenteritini. 

2.3 Integrasi Keislaman 

DalamBmengelolaBkeuanganBdesaBmemilikiBprinsip transparasi 

merupakan hal yangBsangatBpenting. Transparasi merupakan keterbukaan 

atas semua tindakan dan kebijakanByangBdiambilBolehBpemerintah. 

Transparasi dibangun atas dasar kebebasan arusBinformasi, proses, Lembaga, 

dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 

membutuhkan. BDalam hubungannya dengan islam, Bkonsep transparasi 

(keterbukaanBinformasi) telah diungkapkanBolehBAllahBSWTBdalamBQ.S 

Al -Baqarah ayat 282 berikut : 

ǠĆȭ ĊȴćȮĆȺĊøɆĆøǣ ĊǢćǪĊȮĆɆĊȱĆĀ ˀ ćȻɀćǤćøǪĊȭǠĆȥ ɂŋȶĆȆćȵ ąȰĆǱĆà ėĆƂĈâ ąȸĊɅĆǼĈǣ ĊȴćǪĊøȺĆøɅäĆǼĆǩ äĆíĈâ äɀćȺĆȵß ĆȸɅĈǾŉȱä ǠĆȾŊøɅĆà Ćˬ  ĄǢĈǩ

 ŊȨĆĊƩä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĂĈǾŉȱä ĈȰĈȲĊȶćɆĊȱĆĀ ĊǢćǪĊȮĆɆĊȲĆøȥ ˀ ćŉʋä ćȼĆȶŉȲĆȝ ǠĆȶĆȭ ĆǢćǪĊȮĆɅ ĊþĆà ĄǢĈǩǠĆȭ ĆåĊĆи ĆɍĆĀ ˀ ĈüĊǼĆȞĊȱĈ˨   ĈȨŉǪĆøɆĊȱĆĀ

 ĆǪĊȆĆɅ Ćɍ ĊĀĆà ǠăȦɆĈȞĆȑ ĊĀĆà ǠăȾɆĈȦĆȅ ŊȨĆĊƩä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĂĈǾŉȱä ĆþǠĆȭ ĊþĈǚĆȥ ˀ ǠăǞĊøɆĆȉ ćȼĊȺĈȵ ĊȄĆǺĊǤĆøɅ ĆɍĆĀ ćȼŉǣĆî Ćŉʋä  ĊþĆà ćȜɆĈȖ

 ĊĆƁ ĊþĈǚĆȥ ̓ ĊȴćȮĈȱǠĆǱĈî ĊȸĈȵ ĈȸĊɅĆǼɆĈȾĆȉ äĀćǼĈȾĊȊĆǪĊȅäĆĀ ˀ ĈüĊǼĆȞĊȱĈ˨ ćȼŊɆĈȱĆĀ ĊȰĈȲĊȶćɆĊȲĆøȥ ĆɀćȽ ŉȰĈćƹ  ĄȰćǱĆȀĆøȥ ĈĊƙĆȲćǱĆî Ć˫ɀćȮĆɅ 

 ĊĆи ĆɍĆĀ ˀ ėāĆȀĊǹćĊɉä ǠĆćƵäĆǼĊǵĈâ ĆȀĈĉȭĆǾćǪĆøȥ ǠĆćƵäĆǼĊǵĈâ ŉȰĈȒĆǩ ĊþĆà ĈÞäĆǼĆȾŊȊȱä ĆȸĈȵ ĆþĊɀĆȑĊȀĆøǩ ĊȸŉĈư ĈþĆ˩ĆàĆȀĊȵäĆĀ  Ćå
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 ėĆƂĈâ äăƘĈǤĆȭ ĊĀĆà äăƘĈȢĆȍ ćȻɀćǤćøǪĊȮĆǩ ĊþĆà äɀćȵĆǖĊȆĆǩ ĆɍĆĀ ˀ äɀćȝćì ǠĆȵ äĆíĈâ ćÞäĆǼĆȾŊȊȱä    Ĉŉʋä ĆǼĊȺĈȝ ćȔĆȆĊȩĆà ĊȴćȮĈȱėĆí ˀ ĈȼĈȲĆǱĆà

 ĆȲĆøȥ ĊȴćȮĆȺĊøɆĆøǣ ǠĆĆŒĀćȀɅĈǼćǩ ăæĆȀĈȑǠĆǵ ăæĆîǠĆĈƟ ĆþɀćȮĆǩ ĊþĆà ŉɍĈâ ̓ äɀćǣĆ˩ĊȀĆøǩ ŉɍĆà ėĆƅĊìĆàĆĀ ĈæĆìǠĆȾŉȊȲĈȱ ćýĆɀĊøȩĆàĆĀ ĊȴćȮĊɆĆȲĆȝ ĆȄĊɆ

 ĆɍĆĀ ˀ ĊȴćǪĊȞĆøɅǠĆǤĆøǩ äĆíĈâ äĀćǼĈȾĊȉĆàĆĀ ̔ ǠĆȽɀćǤćøǪĊȮĆǩ ŉɍĆà ĄêǠĆȺćǱ  ćȼŉȹĈǚĆȥ äɀćȲĆȞĊȦĆøǩ ĊþĈâĆĀ ˀ ĄǼɆĈȾĆȉ ĆɍĆĀ ĄǢĈǩǠĆȭ ŉîǠĆȒćɅ 

 ĄȴɆĈȲĆȝ ąÞĊɄĆȉ ĈĉȰćȮĈǣ ćŉʋäĆĀ ̔ ćŉʋä ćȴćȮćȶĈĉȲĆȞćøɅĆĀ ̓ Ćŉʋä äɀćȪŉøǩäĆĀ ̔ ĊȴćȮĈǣ ĄúɀćȆćȥ 

Artinya : ñHaiBorang-orangByangBberiman, apabilaBkamu 

bermu'amalah tidak secaraBtunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklahBseorangBpenulisBdiBantaraBkamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimanaBAllahBmengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklahBorangByangBberhutangBituBmengimlakkan (apaByang akan 

ditulis itu), danBhendaklahBiaBbertakwaBkepadaBAllahBTuhannya, dan 

janganlah ia mengurangiBsedikitpunBdaripadaBhutangnya. Jika yang 

berhutangBitu orang yang lemah akalnya atauBlemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidakBmampuBmengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan denganBjujur. BDan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orangBlelaki (di antaramu). JikaBtakBadaBdua orang lelaki, 

maka (boleh) seorangBlelakiBdanBduaBorangBperempuanBdariBsaksi-

saksiByang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorangBmengingatkannya. Janganlah saksi-saksi ituBenggan 

(memberiBketerangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu 

menulisBhutangBitu, baik kecil maupunBbesarBsampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikianBitu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebihBmenguatkanBpersaksianBdan lebih dekatBkepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdaganganBtunaiByangBkamuBjalankanBdiBantaraBkamu, maka tidak 

adaBdosaBbagiBkamu, (jika) kamuBtidakBmenulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjualBbeli, dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulitBmenyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

makaBsesungguhnyaBhalBituBadalahBsuatuBkefasikan pada dirimu. 

DanBbertakwalahBkepadaBAllah, AllahBmengajarmu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatuò (Gunawan, 2014). 

Dari ayat diatas diperoleh bahwa transparasi dalam ranah 

pemerintah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan di pantau oleh masyarakat. 

TransparasiBakan menciptakan pemerintahan yangBbersih, akuntabel, 
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efektif, efisien, danBresponsiveBterhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, karenaBtransparasiBsangatBdiperlukanBuntukBmeningkatkan 

kepercayaan kinerja pemerintah terhadap masyarakat. 

SelainBitu, nilai transparasi sangat menuntutBnilai-nilai kejujuran 

atas setiap informasi. Berkaitandengan kejujuran, dalam Al-Qurôan Surat Al-

Israô Ayat 35 dinyatakan : 

 ăɎɅĈĀĊĆе ćȸĆȆĊǵĆàĆĀ ĄĊƘĆǹ ĆȬĈȱėĆí ˀ ĈȴɆĈȪĆǪĊȆćȶĊȱä ĈðǠĆȖĊȆĈȪĊȱĈ˨ äɀćȹĈïĆĀ ĊȴćǪĊȲĈȭ äĆíĈâ ĆȰĊɆĆȮĊȱä äɀćȥĊĀĆàĆĀ 

Artinya : ñDan sempurnakanlahBtakaranBapabila kamu menakar, 

dan timbanglahBdenganBneracaByangBbenar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) BdanBlebih baik akibatnyaò (Gunawan, 2014). 

Dari pesan diatas mengisyaratkan bahwa Allah SWT senantiasa 

menganjurkan seluruh umatnya untuk bertaqwa kepadatAllah, bersifat 

jujur,tadil,tdanBamanah dalam menjalankan kegiatan apapun termasuk 

dalambmenjalankanbpekerjaanbakuntansi, dan membuktikan bahwa Allah 

senantiasa selalu memberi petunjuk dalam semua hal yang bermanfaat bagi 

para umatnya.tHalbinibterbuktibpada saat Al -Qurôan diturunkan, kegiatan 

muamalah tidak sekompleks sekarang. Namun demikian, Allah telah 

mengajarkan untuk melakukan suatu pencatatan, menganjurkan adanya saksi 

dan bukti di setiap transaksi supaya terhindar dari adanya perselisihan 

dantkesalahpahaman. 
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2.4 Kerangka Berfikir  

Gambar 2.4 

Kerangka Berfikir  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yangTdigunakanTdalamTpenelitianTiniTyaitu 

jenis penelitian kualitatifTdenganTmenggunakanTpendekatanTdeskriptif. 

Menurut Sugiyono (2017),  penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, 

dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara tringulasi, data yang di peroleh cenderung data 

kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian 

kualitatif ini digunakan untuk memahami makna, memahami keunikan, dan 

mengkontruksi fenomena. Pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian 

yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini 

mengkaji bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaannya dengan fenomena lain. Dan fenomena itu akan disajikan 

secara apa adanya dan diuraikan secara jelas tanpa  manipulasi. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian 

ini karena ingin mengetahui penerapanTpengelolaanTkeuanganTDesa 

berdasarkan Peraturan Menteri DalamTNegeriTNomorT20TTahunT2018, 
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dalam hal ini dilakukan di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

3.2 Lokasi Penelitian  

Peneliti memilih lokasi pada penelitian ini yaitu 

dilakukanTdiTDesaTWaru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Waru Barat, Kecamatan 

Waru, Kabupaten Pamekasan karena Desa Waru Barat merupakan Desa yang 

memiliki Pagu Dana Desa tertinggi ditahun 2020 jika dibandingkan dengan 

12 Desa lainnya se-Kecamatan Waru. 

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian 

3.3.1 Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini yaitu wawancara secara langsung 

dengan pihak yangTmemilikiTkewenanganTdanTyangTmengetahui 

tentang pengelolaan keuangan Desa Waru Barat, yaitu 

1. Kepala Desa Waru Barat. 

2. Sekretaris Desa Waru Barat,  

3. Kaur Keuangan Desa Waru Barat,  

4. Sekretaris BPD,  

5. Kepala Dusun Plalang, dan 

6. Perwakilan dari masyarakat Desa. 
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3.3.2 Obyek Penelitian 

ObyekTyangTakanTditelitiTdariTpenelitian ini yaitu tentang 

Pengelolaan KeuanganTDesa, lebihTtepatnyaTberupa : 

a. Pengamatan perencanaan di tahun 2019  

¶ RKPDesa Tahun 2019 

¶ APBDes Tahun 2020 

b. Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020. 

¶ Rencana Anggaran Biaya  

c. Pengamatan penatausahaan di tahun 2020. 

d. Pengamatan pelaporan di tahun 2020. 

¶ Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 

e. Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020. 

3.4 Data dan Jenis Data 

Jenis data yangtdigunakantdalamtpenelitiantinityaitu terdapat 2 

macam, yaitu : 

1. Data Primer 

DataTprimerTmerupakanTdataTdanTinformasi yang diperoleh 

secara langsung dari hasil wawancara dan obsevasi dengan Kepala 

Desa (Bapak Abdussalam Ramli), SekretarisbDesa (Bapak Hasan), 

Kaur Keuangan Desa (Bapak Efendi), Sekretaris BPD (Muhammad 

Idrus), Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyudi), dan Perwakilan dari 

masyarakat desa (Bapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusun Tlangi I).  

a. Keseluruhan kegiatan mengenai perencanaan keuangan desa. 
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b. Keseluruhan kegiatan mengenai pelaksanaan keuangan desa. 

c. Keseluruhan kegiatan mengenai penatausahaan keuangan desa. 

d. Keseluruhan kegiatan mengenai pelaporan keuangan desa. 

e. Keseluruhan kegiatan mengenai pertanggungjawabankeuangan 

desa. 

2.   Data Sekunder 

DataTsekunderTmerupakanTdataTyangTdiperoleh peneliti dari 

sumber-sumber tertulisTyangTtelahTada (arsip, buku, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi). TData sekunder juga dapat 

dikatakanTmerupakanTdataTyangTdikumpulkanTdari pihak lain 

yangTdiperolehTdariTdataTprimer. Dalam hal ini data yang diperoleh 

dari Desa Waru Barat berupa : 

a. Struktur organisasi Desa. 

b. Pengamatan perencanaan di tahun 2019  

¶ RKPDesa Tahun 2019 

¶ APBDes Tahun 2020 

c. Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020. 

¶ Rencana Anggaran Biaya  

d. Pengamatan penatausahaan di tahun 2020. 

e. Pengamatan pelaporan di tahun 2020. 

¶ Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 

f. Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020.  
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3.5 Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh dataTyangTrelevanTdalamTpenelitianTini, 

Tmaka teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaituTteknikTobservasi, 

teknik wawancara atau interview dan tekniktdokumentasi. tTeknik yang 

digunakantolehtpenelitituntuk memperoleh data, tyaitu: 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi merupakanTpendekatanTatauTteknikTuntuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung 

obyekTdatanya. Tujuan dari teknik iniTyaitu berguna untuk mengetahui 

secaraTlebihTdetailTmengenai pengelolaan keuanganTdesa di Desa 

Waru Barat. 

2. Teknik Wawancara atau Interview 

Teknik wawancara atau interviewTyaitu komunikasi dua arah 

untuk mendapatkanTdataTdariTresponden. TTeknik ini dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada 

Kepala Desa (Bapak Abdussalam Ramli), SekretarisbDesa (Bapak 

Hasan), Kaur Keuangan Desa (Bapak Efendi), Sekretaris BPD 

(Muhammad Idrus), Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyudi), dan 

perwakilan dari masyarakat desaTyangTakanTmenjadi narasumber 

dalamTpenelitianTini. 

3. Teknik Dokumentasi 

TeknikBdokumentasiBmerupakan teknik pengumpulan data 

dengan mengumpulkan dan melihat dokumen, arsip, buku, dan 
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dokumenbterkait dengan pengelolaan keuangan desa 

yangtnantinyatakantdigunakantsebagaitbahan pendukung dalam 

penelitian ini. Dokumen-dokumenttersebuttberupa RKPDes (Rencana 

Kerja Pemerintah Desa), APBDes, RAB (Rencana Anggaran Biaya), 

dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes untuk terlaksananya 

pengelolaanTkeuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

NegeribNomorb20bTahunb2018. Seluruhbdata tersebut diperoleh dari 

PemerintahbDesabWarubBarat. 

3.6 Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan, 

membandingkan, menggambarkan suatu data dan keadaan serta menjelaskan 

suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut 

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa analisis data yaitu proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis data mencakup pengumpulan data yang 

terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis 

informasi dari para partisipan. BerikutTiniTlangkah-langkah dalam analisis 

data, yaitu : 
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1. Mempersiapkan Dan Mengolah Data Untuk Dianalisis 

PadaTtahapTini, TpenelitiTmengumpulkan data melalui 

wawancara dengan merekamTjawabanTdariTnarasumber. Kemudian 

peneliti mengetik dari hasil rekaman jawaban tersebut keTdalamThasil 

transkripsi wawancara dari 6 orang narasumber yaitu Kepala Desa 

(Bapak Abdussalam Ramli), Sekretaris Desa (Bapak Hasan), Kaur 

Keuangan Desa (Bapak Efendi), Sekretaris BPD (Muhammad Idrus), 

Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyudi), dan perwakilan dari 

masyarakat desa yang kemudian diketik berdasarkan dari hasil 

jawabanTdariTnarasumber berdasarkan jabatan, nama, dan waktu. 

Selain itu data yang digunakan dalam penelitianTini yaitu dokumen-

dokumen berupa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes, 

RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes untuk terlaksananya pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.  

2. Membaca Keseluruhan Data 

PadaTtahapTini, tahapTpertamaTyangTdilakukan yaitu 

membangun general senseTatas informasi pengelolaan keuanganTdesa 

yang diperoleh dan merefleksikan maknanyaTsecaraTkeseluruhan. 

PadaTtahapTini, peneliti perlu menulis gagasan umumTatauTcatatan-

catatanTkhusus dan menandai hasil wawancara dengan narasumber 

tentang pengelolaan keuangan desa. 
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3. Menganalisis Lebih Detail dari Data yang Ada 

Pada tahap ini melibatkan beberapa tahap, yaitu diantaranya : 

× Mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan 

selama prosesTpengumpulan, membagiTkalimat-kalimatT 

(paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam 

kategori-kategori. 

× KemudianTmenandaiTkategori-kategoriTiniTdenganTistilah-

istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada 

istilahTatauTbahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. 

4. Mengidentifikasi Data Berdasarkan Kategori-Kategori, Dan Tema-

Tema Yang Akan Dianalisis 

PadaTtahapTini, Tpeneliti membuat kode-kode untuk 

mendeskripsikan atas semua informasi, kemudian menganalisis 

informasi tersebut. Adapun kode-kode tersebut berupa : 

PRN : Perencanaan 

PLK : Pelaksanaan 

PNT : Penatausahaan 

PLP : Pelaporan 

PTJ : Pertanggungjawaban. 

Contohnya PRN1, yang berarti peneliti mengkodekan 

pernyataan nomor 1 dari proses perencanaan pengelolaan keuangan 

desa yang berasal dari jawaban narasumber, dan begitupun untuk 

pernyataanTselanjutnya. 
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5. Menunjukkan Deksripsi Data Dan Membuat Tabel Perbandingan 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Padabtahapbini, penelitibmemberikan informasi tentang 

pengelolaan keuanganbdesabdibDesabWarubBarat. Kemudian peneliti 

membuat tabel perbandingan mengenai penerapan pengelolaan 

keuangan desabyangbterdapat di Desa Waru Barat dengan 

PeraturanbMenteribDalambNegeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Selanjutnyabpenelitibakanbmenarikbkesimpulanbdaribhasil tabel 

perbandingan penerapanbpengelolaanbkeuanganbdesa. Berikut ini 

tabel yang digunakan peneliti sebagaibberikut : 

No PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 2018 

Desa Waru 

Barat 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Keterangan 

     

 

6. Menginterpretasi atau Memaknai Data 

Pada tahap iniTpenelitiTmenginterpretasiTdataTdariThasil 

yang berasal dariTperbandinganTantaraTpenerapanTpengelolaan 

keuangan Desa Waru Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018. 
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BAB IV  

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa 

Desa Waru Barat asal mulanya adalah merupakan 1 (satu) 

desa, yaitu Desa Waru. Dikarenakan luas wilayahnya yang Luas, 

maka desa tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Desa Waru Barat 

dan Desa Waru Timur. 

KononbceritanyabdibdaerahbWarubinibpadaBjaman dahulu 

merupakan daerah yang aman sebagai daerah penginapan karena 

letaknya berada di sebelah utarabpegunungan. Asalbkatab ñWaruò 

sebenarnya merupakan nama sebuah pohon, yaitu pohon Baru (Bahasa 

Madura = Waru). Namunbsetelahbditelusuribmemang di area 

pegunungan tepatnyabdibdaerahbcoôbgunungbdibbagian atas terdapat 

lapangan luastyangtdipinggirnyatditumbuhittanamantWaru (daun 

baru). 

SejarahBlainBmenyebutkanBbahwaBmaknaBkata ñWaruò 

merupakan Kawedanan yang ada diBbagianButaraBKab. Pamekasan. 

KecamatanBWaru pada dasarnya berangkat dari Kawedanan yang 

baru (sejarahbKota Pamekasan), karena sebelumnya di Kab. 

Pamekasan sebelahbutarabmerupakanbdaerahbyang sangat sulit untuk 
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dijangkaubtransportasibkendaraanbuntukbakses ekonomi disebabkan 

daerahnya berupa tanjakanbdanbpegunungan. Dengan telah dibukanya 

lahan baru tersebut, maka daerah tersebut diberi nama Waru 

yangbberasalbdaribkata Baru = anyar dalamb Bahasa Madura. 

Kawedanan Warubdibdalamnyabterdapatbdesa yang dipecah menjadi 

duatdengantnamatDesatWarutBarattdantWarutTimur. 

Di Kecamatan Waru ini, Desa Waru Barat merupakan pusat 

pemerintahan kecamatan, dimana banyak fasilitas pertokoan dan 

perkantoran dijumpai di desa ini, seperti Pasar, Pusat perbelanjaan  (Lj 

Star dan Indomaret) , Puskesmas, Kantor Cabang Dinas P dan K, 

Bank BRI Unit, Bank Jatim, PLN, Telkom, Polsek, Koramil, dan 

Kantor kecamatan dll. Praktis Desa Waru Barat ini bisa dikatakan 

sebagai pusat kotanya Kecamatan Waru. 

4.1.2 Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Waru Barat terletak pada posisi 652-

713 Lintang Selatan dan 113.19-113.58 Bujur Timur. Topografi 

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 300 m 

di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten 

Pamekasan tahun 2020, selama tahun 2020 curah hujan di Desa Waru 

Barat rata-rata mencapai 170 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada 

bulan September  hingga mencapai 190 mm yang merupakan curah 

hujan tertinggi selama kurun waktu Agustus-Oktober 
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Secara administratif, Desa Waru Barat terletak di wilayah 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Desa Tagangser Laok 

b. Sebelah Selatan  : Desa Waru Timur 

c. Sebelah Timur  : Desa Waru Timur 

d. Sebelah Barat  : Desa Ponjanan Timur Kec 

Batu Marmar 

Jarak tempuh Desa Waru Barat ke ibu kota kecamatan adalah 

1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan 

jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Pamekasan adalah 31 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.       

Wilayah Desa Waru Barat terdiri dari 11 Dusun yaitu : Tlangih 

I, Tlangih II, Tlangih III, Tobalang I, Tobalang II, Tobalang III, 

Palalang, Duwaô Rajah, Coô Gunung Barat, CoôGunung Timur, dan 

Panjalin yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 

Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan 

tugas desa kepada aparat ini.   

4.1.3 Visi dan Misi Desa Waru Barat 

        Visi 

Proses penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah) Desa Waru Barat sebagai pedoman program kerja 
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pemerintahbDesabWaru Barat ini dilakukanbolehblembaga-

lembagabtingkatbDesabdanbseluruh warga masyarakat Waru 

Baratbmaupunbparabpihaktyangtberkepentingan. RPJMtDesa adalah 

pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan 

turunantdaritsebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh 

segenap wargatmasyarakattDesatWaru Barat. Cita-cita masa depan 

sebagai tujuantjangkatpanjangtyangtingin diraih Desa Waru Barat 

merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yangtdirumuskantsetiap 

lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Waru Barat disebut 

jugatsebagaitVisitDesa Waru Barat. Walaupun Visi Desa Waru Barat 

secaratnormatiftmenjadi tanggung jawab kepalatDesa, namun dalam 

penyusunannya melibatkantsegenaptwargatWaru Barat, melalui 

rangkaian panjangtdiskusi-diskusitformaltdan informal. Visi Desa 

Waru Barat semakintmendapatkan bentuknya kebersamaan dengan 

terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan 

untuk penyusunantRPJM Desa tahunt2016-2021. Dalam momentum 

inilah visi DesatWarutBarattyang merupakan harapan dan doa 

semakin mendekatkantdengantkenyataantyang ada di Desa dan 

masyarakat. Kenyataanbdimaksudbmerupakanbpotensi, permasalahan, 

maupun hambatanbyangbadabdibDesabdanbmasyarakatnya, yang ada 

pada saatbini maupun ke depan. 
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Bersamaan dengan penetapan RPJM DesabWarubBarat, 

dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Waru Barat 

sebagaitberikut: 

ñTerwujudnyatDesa Waru Barat yangtMandiri, Sejahtera dantAmanahò 

Keberadaan Visi initmerupakan cita-cita yangtakantditujutditmasa 

mendatang oleh segenapbwargabDesabWarubBarat. Dengan visi ini 

diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Waru Barat 

yangbmajubdalambbidangbpertanianbsehingga bisa mengantarkan 

kehidupanbyangbrukunbdanbmakmur. Di samping itu, diharapkan 

jugabakanbterjadibinovasibpembangunanbdesabdi dalam berbagai 

bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan 

kebudayaanbyang ditopang olehtnilai-nilaitkeagamaan. 

         Misi  

Hakekat Misi Desa Waru Barat merupakanbturunantdaritVisi 

Desa Waru Barat. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari 

Visi yang akan menunjang keberhasilanttercapainyatsebuahtVisi. 

Dengan katablainbMisibDesa Waru Barat merupakan penjabaran 

lebihtoperatiftdaritVisi. PenjabarantdaritVisitini diharapkan dapat 

mengikuti dan mengantisipasi setiaptterjadinyatperubahantsituasi dan 

kondisi lingkungan di masat yang akan datang daritusaha-usaha 

mencapai Visi Desa Waru Barat. Untuk meraih Visi Desa WarutBarat 

sepertityangtsudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan 
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potensitdanthambatan baik internal maupun eksternal, maka 

disusunlahtMisitDesatWarutBarattsebagaitberikut: 

1. MewujudkantPemerintahan Desa Waru Barat yang konsisten, 

transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat 

masyarakat melalui pelayanan prima desa 

2. Mewujudkan dan mendorong persatuan dan kesatuan melalui 

kegiatan pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana serta 

pemberdayaan sumber daya manusia 

3. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara 

ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

Desa Waru Barat 

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Waru Barat 

Keberadaan dusun sebagai bagian dari satuan wilayah 

pemerintahan Desa Waru Barat memiliki fungsi yang sangat berarti 

terhadapbpelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, 

terutamabterkaitbhubungannyabdengan pemerintahan pada level di 

atasnya. Sebagai sebuahbdesa, sudahbtentubstruktur kepemimpinan 

Desa Waru Barat tidak bisa lepasbdaribstrukurbadministratif 

pemerintahan pada leveltditatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam 

bagantberikuttini: 
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Gambar 4.1 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
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4.1.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa Waru Barat 

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa, Kepala 

Desa beserta perangkatbdesa Waru Barat mempunyaibwewenang 

dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam menjalankan tugasnya 

Pemerintah Desa Waru Barat beracuan berdasarkan visi dan misi 

sertabdijabarkanbkebdalam program-program Desa Waru Barat 

yangbsesuaibdenganbkebutuhan-kebutuhan masyarakatbdibDesa Waru 

Barat. AdapuntkedudukantPemerintahtDesatWarutBarattyaitu : 

1. Kepala Desa 

KepalabDesabberkedudukanbsebagaibkepalabpemerinta

hanbdesa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Berikutbinibtugas Kepala Desa, yaitu : 

a. Penyelenggaraanbpemerintahanbdesa 

1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki fungsi 

sebagaitberikut : 

a) Tatatprajatpemerintahan, 

b) Penetapantperaturantditdesa, 

c) Pembinaantmasalahtpertanahan, 

d) Upaya pelindungan masyarakat, 

e) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

f) Administrasitkependudukan,  

g) Penataantdantpengelolaantwilayah. 
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b. Pelaksanaantpembangunantdesa 

1) Untuk melaksanakan tugas pembangunanbdesa, 

Kepala Desa memilikitfungsitsebagaitberikut : 

a) Pembangunantprasaranatsaranatperdesaan, 

b) Pembangunantbidangtpendidikan, dan 

c) Pembangunantbidangtkesehatan. 

c. Pemberdayaan masyarakat desa 

1) Untuk melaksanakan tugas pemberdayaan 

masyarakat desa, Kepala Desa memiliki fungsi 

sosialisasitdantmotivasitmasyarakattdi bidang berikut 

ini : 

a) Ekonomi, 

b) Budaya, 

c) Politik, 

d) Lingkunganthidup, 

e) Pemuda, 

f) Pemberdayaantkeluarga, 

g) Olahraga, dan 

h) Karangttaruna. 

d. Pembinaan masyarakat desa 

1) Untuk melaksanakan tugas pembinaan 

kemasyarakatan desa, Kepala Desa memiliki fungsi 

sebagaitberikut : 
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a) Pelaksanaanthaktdantkewajibantmasyarakat, 

b) Partisipasitmasyarakat, 

c) Sosialtbudayatmasyarakat, 

d) Keagamaan, 

e) Ketenagakerjaan.  

2. Sekretaris Desa 

SekretaristDesatberkedudukantsebagai unsur pimpinan 

sekretaris desa. Tugas sekretarisbdesabyaitubmembantu 

Kepala Desa dalam bidang administrasibpemerintahan. 

a. Dalambmelaksanakanbtugasnya, Sekretaris Desa 

memiliki fungsi sebagaibberikut : 

1) Pelaksanaanturusanttatatusahatdantumum, 

2) Pelaksanaanturusantperencanaan, dan 

3) Pelaksanaanturusantkeuangan. 

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 

Kepala Urusan TatabUsahabdanbUmum memiliki 

tugas untuk membantutSekretaristDesa. 

a. Dalam menjalankan tugasnyabKepalabUrusanbTata 

Usaha dan Umum memilikitfungsitsebagaitberikut : 

1) Pelaksanaanb urusan ketatausahaan seperti 

tatabnaskah, kearsipan, administrasibsuratbmenyurat, 

perpustakaanbdesa; 
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2) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan 

administrasi perangkat desa, penyiapan rapat, 

pengadministrasian asset, penyediaan prasarana 

perangkattdesatdantkantor, inventaris, perjalanan 

dinas, dantpelayanantumum; 

3) Pencatatan dan pengelolaan barangthabistpakai, 

barang inventaris, dantkendaraantdinas; 

4) Pelayanantdata, informasi, dantkehumasan; 

5) Pelayanantadministrasitperjalanantdinas; 

6) Pelayanantakomodasi, materi, konsumsi, dan 

kelengkapantrapat; 

7) Pemeliharaan kantor dan sarana prasarana 

pemerintah desa; 

8) Pengelolaantdata, dokumen, dantatautadministrasi 

kependudukan desa; 

9) Pelayanantlegalisasitadminstrasitkependudukantdesa; 

dan 

10) Pelayanan administrasi dan pencatatan 

kependudukan desa. 

4. Kepala Urusan Keuangan 

Kepala Urusan Keuangan memilikittugastuntuk 

membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan 

keuangan pemerintahtdesa. 
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a. Dalam menjalankan tugasnyabKepalabUrusan Keuangan 

memiliki fungsitsebagaitberikut :  

1) Pelaksanaan urusan keuanganbantarablainbmenyusun 

administrasi keuangan, verifikasi administrasi 

keuangan, administrasi sumber pendapatan dan 

pengeluaran, administrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan 

desa lainnya; 

2) Pengelolaantadministrasitkeuangantpemerintahtdesa; 

3) Penyusunantlaporantkeuangantpemerintahtdesa; dan 

4) Pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak 

bumi dan bangunan di desa. 

5. Kepala Urusan Perencanaan  

KepalaBUrusanBPerencanaanBmemiliki tugas untuk 

membantu SekretarisBDesaBdalamBmelaksanakan urusan 

perencanaan urusan pemerintahbdesa. 

a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan 

Perencanaan memiliki fungsibsebagaibberikut :  

1) Pelaksanaanmurusanbperencanaan, seperti menyusun 

rencana anggaranbpendapatanbdanbbelanjabdesa, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, 

menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, 

serta menyusun laporan;  
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2) Penyusunan rancangan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan BelanjabDesa; 

3) Pelaksanaanbpengelolaanbdatabdanbprofilbdesa; 

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaanbprogram, 

kegiatan dan anggaranbdesa; dan 

5) Penyusunan laporanbpelaksanaanbtugasbpemerintah 

desa, dan pertanggungjawabanbKepalabDesa. 

6. Kepala Seksi Pemerintahan 

KepalabSeksibPemerintahanbmemiliki tugas untuk 

melaksanakan tugas operasional dibidangbpemerintahan. 

Kepala Seksi Pemerintahan disini berkedudukan sebagai 

pelaksanabteknisbpemerintahanbdesa. 

a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi 

Pemerintahan memiliki fungsibsebagaibberikut :  

1) Pelaksanaan manajemen pemerintahan desa; 

2) Menyusun rancangan regulasi desa; 

3) Pelaksanaan administrasi pertanahan dan pembinaan 

masalah pertanahan; 

4) Pembinaan ketertiban dan ketentraman; 

5) Pelaksana dan pembinaan upaya perlindungan 

masyarakat;  

6) Pengelolaan dan penataan wilayah; 
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7) Merumuskan kebijakan susunan organisasi dan tata 

kelola pemerintah desa; 

8) Melaksanakan pemilihan Kepala Desa, pengisian 

perangkat desa, danbpemilihanbBPD; 

9) PembinaanbLembagabKemasyarakatan Desa; 

10) Pengelolaanbadministrasibtanahbkasbdesa; 

11) Pembinaanbpenangananbbencanabdesa; 

12) Pembinaan politik, wawasanbkebangsaanbdan 

kesatuan masyarakat desa, dan pemantauan 

batasbwilayahbdesa; 

13) Pembinaan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

14)  Mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan umum 

legislatif, pemilihanbkepalabdaerah, dan pemilihan 

presiden; 

15) Melaksanakanbkerjasamabantarbdesa. 

7. Kepala Seksi Kesejahteraan 

Kepala Seksi Kesejahteraanbmemilikibtugas untuk 

melaksanakan tugas operasional dibidang kesejahteraan 

masyarakat desa. Kepala Seksi Kesejahteraanbdisini 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemerintahan desa. 

a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi 

Kesejahteraan memiliki fungsibsebagaibberikut :  
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1) Menyelenggarakan pembangunan sarana prasarana 

pedesaan; 

2) Menyelenggarakan pembangunan bidangtpedidikan, 

kesehatan; 

3) Pelaksanaantmusyawarahtperencanaantpembangunan

tdesa; 

4) Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana 

prasarana pemerintah desa; 

5) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaantjembatan, 

jalan, serta saranatprasaranatpengairantdesa; 

6) Pembinaantlingkunganthiduptdesa; 

7) Pembinaantusahatpertanian, peternakan, perikanan, 

dan perkebunan desa; 

8) Pembinaan usaha perdagangan, koperasi, 

perindustrian, dan usaha mikro kecil dan menengah 

ditdesa; 

9) PembinaantLembagatPemberdayaantMayarakattDesa

; dan 

10)   Pengelolaan dan pembinaan pasar desa, dan Badan 

Usaha Milik Desa. 
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8. Kepala Seksi Pelayanan 

Kepala Seksi Pelayanan memiliki tugas untuk 

melaksanakan tugas operasional dibidang kemasyarakatan 

desa. Kepala Seksi Pelayanan disini berkedudukan sebagai 

pelaksana teknis pemerintahan desa. 

a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; 

2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, 

pelestarian nilai sosial budayatmasyarakat, 

keagamaan, dantketenagakerjaan; 

3) Pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan 

olahraga, kesehatan, keluarga berencana, 

pemberdayaan keluarga, perempuan dan 

perlindungantanak;   

4) Pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan, 

dan ketenagakerjaan; 

5) Pembinaantkegiatantseni, budaya, dan pariwisata; 

dan 

6) Pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan 

admnistrasi nikah, ceraitdantrujuk. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

PadatbabBiniBmembahasBhasilBanalisis data dari perbandingan 

penerapan pengelolaanbkeuanganbdesabyangbterdapatbdi Desa Waru Barat 

dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20bTahunb2018. Databyangbdikumpulkan dari peneliti merupakan data 

primer yangbberasalbdaribwawancara. Narasumberbdaribpenelitian ini yaitu 

terdiri dari Kepala Desa (Bapak Abdussalam Ramli), Sekretaris Desa (Bapak 

Hasan), Kaur Keuangan Desa (Bapak Efendi), Sekretaris BPD (Muhammad 

Idrus), Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyudi), dan perwakilan dari 

masyarakat desa (Bapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusun Tlangi I). 

Selainbitu, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitubdokumen-

dokumen berupa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), data 

mengenaibgambaranbumumbtentangbDesabWaru Barat, struktur organisasi 

desa, APBDes, RAB (RencanabAnggaranbBiaya), danbLaporan Realisasi 

PelaksanaanbAPBDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dimulai dari proses kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawabanbkeuanganbdesa.  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan acuan dari buku 

Rahmat  (2009) menyatakan bahwa menurut Strauss dan Corbin dalam 

Creswell, J, dimana analisis data mempunyai langkah-langkah sebagai berikut 

:  

1. Mempersiapkan dan Mengolah Data untuk Dianalisis 
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Padabtahapbini, peneliti mengumpulkanbdatabmelalui 

wawancara dengan merekambjawabanbdaribnarasumber. Kemudian 

penelitibmengetikbhasil rekaman jawaban tersebut ke dalam hal 

transkripsibwawancarabdarib6borang narasumber yaitu Kepala Desa 

(Bapak Abdussalam Ramli), SekretarisbDesa (Bapak Hasan), Kaur 

Keuangan Desa (Bapak Efendi), Sekretaris BPD (Muhammad Idrus), 

Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyudi), dan perwakilan dari 

masyarakat desa yang kemudian diketik berdasarkan hasil jawaban 

dari narasumber berdasarkan jabatan, nama, dan waktu. Selain itu, 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RKPDes (Rencana 

Kerja Pemerintah Desa), data mengenai gambaran umum tentang 

Desa Waru Barat, struktur organisasi desa, APBDes, RAB (Rencana 

Anggaran Biaya), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. 

(lampiran) 

2. Membaca Keseluruhan Data 

Padabtahaptini, langkahtpertamatyang dilakukan yaitu 

membangun sebuah makna dari informasi pengelolaan keuangan 

desatyangtdidapat dan mengartikan maknanyatsecaratkeseluruhan. 

Padattahap ini, penelititperlu menulis gagasan-gagasantumum, 

catatan-catatan khusus, danbmenandaibhasil jawaban dari 

narasumber terkaittdengantpengelolaantkeuangantdesa. (lampiran) 

3. Menganalisis Lebih Detail dari Data yang Ada 

Pada tahap ini melibatkan beberapa tahap, yaitu diantaranya : 
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× Mengambil data tulisan atauTgambarTyangTtelah 

dikumpulkan selama prosesTpengumpulan, membagi 

kalimat-kalimatT (paragraf-paragraf) atau gambar-gambar 

tersebut ke dalam kategori-kategori. 

× KemudianTmenandaiTkategori-kategoriTiniTdenganTistilah-

istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada 

istilahTatauTbahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. 

(lampiran) 

4. Mengidentifikasi Data Berdasarkan Kategori-Kategori, Dan Tema-

Tema Yang Akan Dianalisis 

PadaTtahapTini, Tpeneliti membuattkode-kode untuk 

mendeskripsikan atas semuatinformasi, kemudian menganalisis 

informasittersebut. Adapun kode-kode tersebuttberupa : 

PRN : Perencanaan 

PLK : Pelaksanaan 

PNT : Penatausahaan 

PLP : Pelaporan 

PTJ : Pertanggungjawaban. 

Contohnya PRN1, yang berarti peneliti mengkodekan 

pernyataan nomor 1 dari proses perencanaan pengelolaan 

keuanganTdesaTyang berasal dari jawaban narasumber, 

danTbegitupunTuntukTpernyataanTselanjutnya. Selain itu, peneliti 

membuattbaris-baristtranskripsibwawancara untuk mendeskripsikan 
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atas semua informasi yang telah diperoleh agar dapat memudahkan 

peneliti dalam menganalisis hasilbjawabanbdaribnarasumber. 

(lampiran)  

5. Menunjukkan DeksripsibDatabDanbMembuatbTabelbPerbandingan 

Pengelolaan KeuanganbDesa 

PadaTtahapTini penelitiBmemberikanBinformasi tentang 

pengelolaan keuanganBdesaBdiBDesa Waru Barat. Kemudian 

peneliti membuat tabel perbandingan mengenai penerapan 

pengelolaanBkeuanganBdesa yang terdapat di Desa Waru 

BaratBdenganBPeraturanBMenteriBDalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. SelanjutnyaBpenelitiBakanBmenarikBkesimpulanBdari hasil 

tabel perbandinganBpenerapanBpengelolaanBkeuangan desa. 

BerikutBini tabel yang digunakanbpenelitibsebagaibberikut : 

No PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 2018 

Desa Waru 

Barat 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Keterangan 

  

 

   

 

6. Menginterpretasi atau Memaknai Data 

Pada tahap ini penelitiTmenginterpretasiTdataTdariThasil 

yang berasal dariTperbandinganTantaraTpenerapanTpengelolaan 

keuangan Desa Waru Barat dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeritNomort20tTahunt2018. 

a. Pendeskripsian Proses Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat  
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1) Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa 

Waru Barat 

PenyusunanBprosesBperencanaanBpengelolaanBke

uangan desa disusun secara bertahap yaitu 

dimulaiBdariBKepala Dusun di setiap Dusun di Desa 

WarubBaratbmengadakanbMusyawarahbDusun yang 

dihadiri oleh KepalabDusun, BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa), (LPMD) Lembaga 

PemberdayaanbMasyarakatbDesa, dan masyarakat 

dusunbdenganbtujuanbuntukBmenampung berbagai 

aspirasi dari masyarakat desa mengenai kegiatan 

apabyangbakanbdimasukkan ke dalambprogrambdesa. 

Dan hasil  daribmusyawarahbdusun tersebut,  dibawa 

olehbBPDbkebdalambmusyawarahbdesa. Musywarah 

desa ini dihadiribolehbKepalabDesabbesertabperangkat 

desa, BPD (Badan PermusyawaratanbDesa), (LPMD) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur 

masyarakatbdesabsepertibKepalabDusun, dan Karang 

Taruna. Tujuanbmusyawarahbdesa yaitu untuk 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes), dimana RPJMDes memuatbvisi-

misibKepalabDesa, arahbkebijakanbpembangunan desa, 

sertabrencanabkegiatanbyang meliputi bidang 
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penyelenggaraan pemerintahBdesa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, 

danbpemberdayaanbmasyarakat.  

Selanjutnya dari RencanabPembangunanbJangka 

Menengah Desa (RPJMDes) bitu, Pemerintah Desa Waru 

Barat menjabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes) buntuk jangka waktu 1 tahunbmelalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes)ByangBdihadiriBolehBsemuaBperangk

atBdesa, BPD, KepalaBDusun, dan unsur masyarakat 

desa sepertibKarang Taruna, dan (LPMD). 

DimanabRencanabKerjabPemerintahbDesa (RKPDes) 

disusun oleh PemerintahbDesabWarubBarat berdasarkan 

dengan informasi dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Rencana KerjabPemerintahbDesa 

(RKPDes) inibmerupakan dasar dari penetapan APBDes. 

Selanjutnya, SekretarisbDesabmenyusunbRAPBDes 

(Rancangan AnggaranbPendapatanbdanbBelanjabDesa) 

berdasarkanbRKPDes tahun berkenaan dan 

menyampaikanbRAPBDesbtersebut kepada Kepala Desa 

WarubBarat. Dan yangbterakhir, KepalabDesa 

menyampaikan RAPBDesbtersebutbkepadabBPD untuk 

disidangkan oleh BPD. Apabila BPDbtelah 
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menyetujuibRAPBDesbtersebut, maka RAPBDes 

akanbdikirimkanbkebCamatbdanbdisahkanboleh Bupati. 

Setelah itu, Sekretaris Desa akan menjabarkan kedalam 

APBDes dan disahkan olehbKepalabDesabWarubBarat. 

2) Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Waru 

Barat 

Dalambprosesbpelaksanaanbinibmelibatkan pihak-

pihak khusus yang dibentuk untuk bertanggungjawab 

dibsetiap program-program kegiatan berdasarkan 

APBDes. Danbpihak-pihak khusus tersebut disebut 

dengan TimbPelaksanabKegiatan (TPK). 

Dalambmengajukanbpendanaan, Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK) akan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) bdan Rincian Anggaran Belanja 

(RAB) kepada Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris 

Desa meneliti atau memverifikasi SPP dan 

RABbtersebut dan mengajukan ke Kepala Desauntukbdi 

sah kan. Apabila telah mendapat persetujuan 

daribKepalabDesa Waru Barat, setelah itu Bendahara 

Desa Waru Barat dapat melakukan pencairan dana dan 

melakukan pencatatan pengeluaran. 

Dalam setiap penerimaan danbpengeluaranbdibDesa 

Waru Barat inibdilakukanbmelaluibrekeningbkasbdesa. 
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Danbdibsetiap melakukan transaksi penerimaan dan 

pengeluaranbdi Desa Waru Barat, harus 

didukungbdenganbadanyabbuktibyangblengkapbdantsah. 

Bukti tersebut dapat berupa kwitansi belanja atau nota, 

nota catering apabila mengadakan rapat jika ada 

konsumsinya, daftar hadir saat mengadakan rapat, dan 

lain sebagainya. 

3) Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa 

Waru Barat 

Proses penatausahaan keuangan di Desa Waru Barat 

dilakukan oleh Bendahara Desa yangBdibantu oleh 

pembantu bendahara, operatorbSistembKeuanganbDesa 

(Siskeudes), danbperangkat lainnya sepertibSekretaris 

Desa. Akan tetapi di Desa Waru Barat ini, Bendahara 

Desabinibjugabmerangkap menjadi operator Siskeudes. 

Dan Bendahara Desabinibharusbmenyampaikanblaporan 

pertanggungjawaban, baik untuk laporan penerimaan 

danblaporan pengeluaran desa kepada Kepala Desa 

setiapbsatubbulanbsekali, yaitubmaksimalbpada tanggal 

10 bulan berikutnya yang disertai dengan Buku Kas 

Umum (BKU) danbBukubKasbHarian (BKH). 

Dalam melakukan penatausahaanbkeuanganbdesa, 

dokumen yang digunakanbolehbBendaharabDesabWaru 
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Barat yaitubBuku Kas Umum (BKU), Buku Kas 

Harianb(BKH), BukubPembantubPajak, dan Buku 

PembantubRekeningbKas. 

4) Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Waru 

Barat 

Dalam prosesbpelaporanbyangbadabdibDesa Waru 

Barat ini dimulaibdaribsetiapbTimbPelaksanabKegiatan 

(TPK) dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

dari masing-masingbkegiatan terhadap pelaksanaan 

APBDes. Selanjutnya, laporan tersebut disetorkan ke 

BendaharabDesabdanboperatorbSiskeudesbagarbdapattdi

input ke dalam SistemtKeuangantDesa (Siskeudes) 

yangtkemudiantakan disidangkan terlebih dahulu oleh 

BPD, dantakan disampaikan kepada Bupati melalui 

Camat.  

5) Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di 

Desa Waru Barat 

Proses pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes di Desa Waru Barat dilakukan oleh Kepala 

DesatWarutBarattdan disampaikan kepada Bupati 

melalui Camat. Adapauntlaporan pertanggungjawaban 

initterdiritdaritpendapatan, belanja, dantpembiayaan. 
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4.2.1 Analisis Data 

PadabbagianbiniBpenelitiBakan membandingkanBpenerapan 

pengelolaan keuangan desa yangbterdapatbdi Desa Waru Barat 

dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

TahunT2018TdanTakan membahas rumusan masalahTyaitu : 

1. Bagaimana penerapanTpengelolaanTkeuangan di Desa Waru 

Barat jika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018? 

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan 

MenteriTDalamTgNegeriTNomor 20 TahunT2018 yaitu 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desaTyang dikelola dalam 

masaT1 (satu) tahunTanggaran, yang dimulai tanggal 1 

Januari sampai denganTtanggalT31TDesember. BerikutTini 

merupakan pengelolaan keuangan desa yang terdapat 

ditDesatWarutBarat :  

a. Proses Perencanan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat 

Berdasarkan hasil temuan lapanganbdibDesa 

Waru Barat, Sekretaris Desa mengoordinasikan 

penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP 

Desa tahun berkenaan yang diawali dengan proses 
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musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa WarubBarat. Dimana Kepala Dusun 

disetiapbdusunbdi Desa Waru Barat mengadakan 

Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Kepala Dusun, 

BPDb Badan Permusyawaratan Desa), (LPMD) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

masyarakat dusun dengan tujuan untuk menentukan 

danbmembahasbmengenai kegiatan apa saja yang akan 

di masukkan ke dalam programbdesa. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

Tahun 2018 pasal 31bayatb2. (teori hal 35). 

Pernyataantini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagaitberikut : 

ñPertama itu biasanya kan ada musyawarah 

dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah 

desaé..ò (Perencanaan_Kepala Dusun Plalang, PRN 

11_Rabu_14 April 2021_15:30 Wib_Di Rumah Bapak 

Wahyudi)  

Selanjutnya hasil dari musyawarah dusun 

tersebut, dibawa olehbBPDbkebdalamBmusyawarah 

desa. Dimana tujuan dari MusyawarahbDesa (Musdes) 

yaitu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

MenengahbDesa (RPJMDes) dalam jangka waktu 6 

tahun. Didalam  RPJMDesbmemuatbvisi-misi Kepala 

Desa, arah kebijakan pembangunanbdesa, serta rencana 

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 
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pemerintah desa, pelaksanaan pembangunanBdesa, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Musyawarah Desa tersebutByangBdihadiri 

oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, Kepala 

Dusun, dan unsur masyarakat desa seperti Karang 

Taruna, dan  (LPMD). Pernyataan ini didukung dengan 

beberapa kutipan wawancara sebagaitberikut : 

ñé..nanti kita ada Musdes, Musrenbangdes, nah 

disitu kita melibatkan Kepala Dusun, Karang Taruna, 

BPD, dan perwakilan dari masyarakat é..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 11_Selasa_06 

April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Berikut ini data dari daftar hadir Musdes 

RKPDes : 
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Gambar 4.2 

                                             Daftar Hadir Musdes RKPDes 
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Selanjutnya PemerintahBDesaBWaruBBarat 

menjabarkan RPJMDes menjadi Rencana Kerja 

PemerintahBDesa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 

tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes) yang dihadiriBoleh semua 

perangkatBdesa, BPD, KepalaBDusun, dan unsur 

masyarakat desa sepertiBKarangBTaruna, dan 

(LPMD). DimanaBRencana Kerja PemerintahBDesa 

(RKPDes) disusunBolehBPemerintahBDesa Waru 

BaratBberdasarkanBdenganBinformasi dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes) ini merupakan dasar dari penetapan 

APBDes. Pernyataan ini didukung dengan 

beberapatkutipantwawancaratsebagaitberikut : 

ñé..Pokoknya untuk APBDes itu dirancang 

sesuai RKPDes, dan RKPDes itu kita susun bareng 

Lembaga desa dan unsur masyarakat é..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 1_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

ñé..kalau prosesnya itu ada musyawarah desa 

ya mbaké..ò(Perencanaan_Sekretaris BPD, PRN 

11_Senin_12 April 2021_10:00 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Setelah Sekretaris Desa WarubBarat 

menyusun RAPBDes (Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan RKPDes 

tahun berkenaan danbmenyampaikan RAPBDes 

tersebut kepada KepalabDesabWarubBarat. Hal ini 
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sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomorb20bTahunb2018 pasal 32 ayat 1. (teori hal 35). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancaraTsebagaiTberikut :  

ñé..untuk itu Pak Hasan selaku Sekretaris Desa 

dalam menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa 

tahun berkenaan é..ò (Perencanaan_Kepala Desa, 

PRN 1_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

ñé..saya sebagai sekretaris menyusun dari 

RPJM yang kita ambil, dan dari RPJM itu kita 

jabarkan buat jadi RKPDesé..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 1_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

ñé..itu pasti sekretaris menyusun berdasarkan 

RKPDes tahun berkenaané..ò(Perencanaan_Kaur 

Keuangan, PRN 1_Kamis_08 April 2021_11:30 

Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Selanjutnya, Kepala Desa WaruTBarat 

menyampaikan RAPBDes tersebut kepada BPD untuk 

disidangkan dan disepakati bersamaTdenganTBPD. 

DanTketikaTtelahTadaTkesepakatan antara Pemerintah 

DesaTWaruTBaratTdenganTBPD, maka BPD akan 

mengeluarkanbSuratbKeputusanbBPD (SK BPD). 

Halbini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 32 ayat 2. (teori hal 36). 

Pernyataanbinibdidukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagaitberikut : 

ñé..itu selalu konfirmasi dengan BPD, minimal 

dengan ketua BPD mbaké..ò (Perencanaan_Kepala 

Desa, PRN 3_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 
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ñé..disitu kita serahkan ke BPD. Dan dari BPD 

kita nanti disidangé..ò(Perencanaan_Sekretaris Desa, 

PRN 3_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

ñé..nanti dibawa ke BPD untuk disidangkan 

oleh BPD mbaké..ò (Perencanaan_Kaur Keuangan, 

PRN 3_Kamis_08 April 2021_11:30 Wib_Di Kantor 

Kecamatan Waru) 

BerdasarkanthasilttemuanblapanganbdibDesa

Waru Barat, RAPBDes disepakati Bersama dengan 

BPD mengalami keterlambatan, yaitu pada Bulan 

Desember. Halbinibtidak sesuai dengan acuan 

Peraturan Menteri DalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 32 ayat 3. Pernyataanbinibdidukung dengan 

beberapaTkutipanTwawancaraTsebagaiTberikut :  

ñé..baru selesai bikin RAPBDes yang disahkan 

BPD dan dapat SK BPD itu bulan Desember mbaké..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 3_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Selanjutnya RAPBDes yang sudah disepakati 

oleh BPD, disampaikan oleh Kepala Desa Waru Barat 

kepada Bupati melalui CamatTselang 1 (satu) hari 

setelah disepakati bersama dengan BPD. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018TpasalT34Tayat 1. (teori hal 36). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagaitberikut :  

ñé..iya melalui Camat, jadi waktunya itu 

kemarin cuma selang 1 hari saja mbak. Jadi langsung 

kita sampaikané..ò (Perencanaan_Sekretaris Desa, 
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PRN 5_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

Berikut ini Berita Acara Musdes APBDes 

Perubahan Desa Waru Barat : 

       Gambar 4.3 

                                        Berita Acara Musdes APBDes Perubahan 
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SelanjutnyaBBupatiBakanBmenetapkan hasil 

evaluasi RAPBDesBpalingBlambat 14 (empatBbelas) 

hari sejak diterimanya RAPBDes dari Kepala Desa 

Waru Barat. Halbinibsesuai dengan Peraturan Menteri 

DalambNegeribNomorb20 Tahun 2018 pasal 35 ayat 2. 

(teori hal 36). Pernyataan ini didukungbdengan 

beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :  

ñBiasanya 14 hari mbak. 14 hari dari kita 

menyerahkan, seperti ituò (Perencanaan_Sekretaris 

Desa, PRN 7_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

Kemudian apabila Bupati tidak memberikan 

hasil evaluasi dalam batas waktunya, maka peraturan 

desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 35 ayat 3 . (teori hal 37). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :  

ñé..kalau semisal Bupati tidak memberikan hasil 

evaluasi, ya berarti peraturan itu berlaku dengan 

sendiriya mbak, sudah tidak ada yang perlu di evaluasi 

lagié..ò (Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 

6_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Kemudian jika Bupati menyatakan hasil 

evaluasi RAPBDes tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi RKP Desa, dan 

kepentingan umum, maka Kepala Desa akan 
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melakukan penyempurnaan kembali atau rapat kembali 

dengan perangkat desa lainnya biasanya dalam jangka 

waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 35 ayat 5. Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :   

ñé..biasanya ndak sampek 10 hari kok mbak, 

kita ngadain rapat kembaliò (Perencanaan_Kepala 

Desa, PRN 8_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

Selanjutnya jika hasil evaluasi tidak 

ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Waru Barat, tetapi 

Kepala Desa Waru Barat tetap menetapkan RAPBDes 

menjadi peraturan desa, maka Bupati membatalkan 

peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 36 ayat 1 . (teori hal 37). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :   

 ñé..Semisal Kepala Desa berhalangan ya untuk 

menindaklanjuti hasil evaluasi tapi tetap menetapkan 

Perdes itu, maka ya peraturan itu nanti batal ya mbak, 

kita mengikuti peraturan yang sudah adaò 

(Perencanaan_Kepala Desa, PRN 9_Senin_05 April 

2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Selanjutnya, apabila peraturan Desa Waru 

Barat batal, maka Pemerintah Desa Waru Barat hanya 

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
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penyelenggaraan Pemerintah Desa.. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 36 ayat 3 . (teori hal 38). Pernyataan 

ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara 

sebagai berikut :    

ñé..trus untuk pengeluarannya, ya hanya untuk 

operasional pemerintah desa saja mbak, seperti 

itué..ò (Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 

10_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Kemudian Kepala Desa Waru Barat 

memberhentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut 

dan bersama dengan BPD mencabut peraturan desa. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 36 ayat 2 . (teori hal 37). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :    

ñé..pembatalan itu, nanti peraturan desa itu ya 

akan dicabut mbak sama Kepala Desa, tetapi itu juga 

bersama dengan BPD ya mbaké..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 10_Selasa_06 

April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Waru 

Barat, Bupati memberikan delegasi kepada Camat 

untuk melakukan evaluasi terhadap RAPBDes. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 37 . (teori hal 38). Pernyataan ini 
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didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut :     

ñé..sekarang itu yang mengevaluasi malah 

Camat mbak, bukan Bupatié..ò 

(Perencanaan_Sekretaris Desa, PRN 6_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

ñé..jadi ya Pak Camat selaku Kepala Wilayah 

Kecamatan itu akan mengevaluasi semua RAPBDes 

yang dibuat oleh Pemerintah Desaé..ò 

(Perencanaan_Kepala Desa, PRN 6_Senin_05 April 

2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Tabel 4.1 menggambarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian penerapan dari proses perencanaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel 

perbandingan proses perencanaan pengelolaan 

keuangan desa : 

               Tabel 4.1 

Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 

No 

PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 

2018 

Desa Waru Barat 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Keterangan 

1 Pasal 31 ayat 2 

Sekretaris Desa 

mengoordinasikan 

penyusunan 

rancangan APB 

Desa berdasarkan 

RKP Desa tahun 

berkenaan. 

Di Desa Waru 

Barat penyusunan 

RAPBDes dimulai 

dengan 

musyawarah dusun, 

yang kemudian 

dilanjutkan dengan 

musyawarah desa 

dan 

musrenbangdes. 

Setelah itu, 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, 

penyusunan 

RAPBDes 

dimulai dengan 

musyawarah 

terlebih dahulu, 

setelah itu 

barulah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes sesuai 
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Sekretaris Desa 

telah menyusun 

RAPBDes sesuai 

dengan RKPDes 

tahun berkenaan. 

dengan RKPDes 

tahun berkenaan.  

2 Pasal 32 ayat 1 

Sekretaris Desa 

menyampaikan 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

kepada Kepala Desa. 

Di Desa Waru 

Barat, Sekretaris 

Desa 

menyampaikan 

RAPBDes yang 

telah disusun 

kepada Kepala 

Desa.  

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, Sekretaris 

Desa 

menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa. 

3 Pasal 32 ayat 2 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

disampaikan Kepala 

Desa kepada BPD 

untuk dibahas dan 

disepakati bersama 

dalam musyawarah 

BPD. 

Di Desa Waru 

Barat, Kepala Desa 

menyampaikan 

RAPBDes kepada 

BPD untuk 

disidangkan 

bersama dengan 

tujuan untuk 

mendapatkan Surat 

Keputusan BPD. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, Kepala 

Desa sudah 

menyampaikan 

RAPBDes kepada 

BPD untuk 

disidangkan 

bersama dengan 

BPD. 

4 Pasal 32 ayat 3 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2) disepakati 

bersama paling 

lambat bulan 

Oktober tahun 

berjalan. 

Di Desa Waru 

Barat RAPBDes 

disepakati bersama 

dengan BPD pada 

bulan Desember. 

Tidak 

Sesuai 

Pemerintah Desa 

Waru Barat 

sangat kewalahan 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan, 

sehingga 

terlambat dalam 

menyusun 

RAPBDes. 

5 Pasal 34 ayat 1 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

disampaikan Kepala 

Desa kepada 

Bupati/Wali Kota 

melalui camat atau 

sebutan lain paling 

lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati 

untuk dievaluasi. 

Di Desa Waru 

Barat, Kepala Desa 

menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Bupati melalui 

Camat selang 1 hari 

setelah RAPBDes 

disepakati dengan 

BPD. 

Sesuai Desa Waru Barat 

sudah 

menyampaikan 

RAPBDes yang 

telah disepakati 

dengan BPD 

kepada Bupati 

melalui Camat 

selang waktu 1 

hari setelah 

RAPBDes 

disepakati dengan 
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BPD. 

6 Pasal 35 ayat 2 Hasil 

evaluasi dituangkan 

dalam Keputusan 

Bupati/Wali Kota 

dan disampaikan 

kepada Kepala Desa 

paling lama 20 (dua 

puluh) hari kerja 

terhitung sejak 

diterimanya 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APBDes. 

Di Desa Waru 

Barat, Bupati 

menetapkan hasil 

evaluasi dalam 

jangka waktu 14 

hari kerja setelah 

diterimanya 

RAPBDes. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, Bupati 

menetapkan hasil 

evaluasi dalam 

jangka waktu 14 

hari kerja setelah 

diterimanya 

RAPBDes. 

7 Pasal 35 ayat 3 

Dalam hal 

Bupati/Wali Kota 

tidak memberikan 

hasil evaluasi dalam 

batas waktu, maka 

rancangan peraturan 

Desa yang dimaksud 

akan berlaku dengan 

sendirinya. 

Di Desa Waru 

Barat, jika Bupati 

tidak memberikan 

hasil evaluasi, 

maka peraturan 

desa itu akan 

berlaku dengan 

sendirinya. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, jika Bupati 

tidak memberikan 

hasil evaluasi, 

maka peraturan 

desa itu akan 

berlaku dengan 

sendirinya. 

8 Pasal 35 ayat 5 

Dalam hal hasil 

evaluasi Rancangan 

tentang APBDes 

tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, 

dan RKP Desa, 

kepala Desa bersama 

BPD melakukan 

penyempurnaan 

paling lama 20 (dua 

puluh) hari kerja 

terhitung sejak 

diterimanya hasil 

evaluasi. 

Di Desa Waru 

Barat, Kepala Desa 

melakukan 

penyempurnaan 

kembali dari hasil 

evaluasi RAPBDes 

tidak melebihi 

jangka waktu 20 

hari. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali dari hasil 

evaluasi 

RAPBDes tidak 

melebihi jangka 

waktu 20 hari. 

9 Pasal 36 ayat 1 

Apabila hasil 

evaluasi tidak 

ditindaklanjuti oleh 

Di Desa Waru 

Barat, jika hasil 

evaluasi tidak 

ditindaklanjuti oleh 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, jika hasil 

evaluasi tidak 

ditindaklanjuti 
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Kepala Desa dan 

Kepala Desa tetap 

menetapkan 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

menjadi Peraturan 

Desa dan Rancangan 

Peraturan Kepala 

Desa tentang 

Penjabaran APB 

Desa menjadi 

Peraturan Kepala 

Desa, Bupati/Wali 

Kota membatalkan 

peraturan dimaksud 

dengan Keputusan 

Bupati/Wali Kota. 

Kepala Desa tetapi 

tetap menetapkan 

RAPBDes menjadi 

peraturan desa, 

maka Bupati akan 

membatalkan 

peraturan desa 

tersebut dengan 

keputusan Bupati. 

oleh Kepala Desa 

tetapi tetap 

menetapkan 

RAPBDes 

menjadi peraturan 

desa, maka 

Bupati akan 

membatalkan 

peraturan desa 

tersebut dengan 

keputusan Bupati.  

10 Pasal 36 ayat 3 

Dalam hal 

pembatalan Kepala 

Desa hanya dapat 

melakukan 

pengeluaran 

terhadap operasional 

penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 

dengan 

menggunakan pagu 

tahun sebelumnya 

sampai 

penyempurnaan 

Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

disampaikan dan 

mendapat 

persetujuan 

Bupati/Wali Kota. 

Di Desa Waru 

Barat, dalam hal 

pembatalan 

peraturan desa, 

maka Kepala Desa 

hanya dapat 

melakukan 

pengeluaran 

terhadap 

operasional 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

Waru Barat. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, dalam hal 

pembatalan 

peraturan desa, 

maka Kepala 

Desa hanya dapat 

melakukan 

pengeluaran 

terhadap 

operasional 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

Waru Barat. 

11 Pasal 36 ayat 2 

Kepala Desa 

memberhentikan 

pelaksanaan 

Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala 

Desa paling lama 7 

Apabila terjadi 

pembatalan, maka 

Kepala Desa akan 

memberhentikan 

pelaksanaan 

peraturan desa dan 

mencabut peraturan 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat Kepala 

Desa akan 

memberhentikan 

pelaksanaan 

peraturan desa 

dan mencabut 
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(tujuh) hari kerja 

setelah pembatalan 

dan selanjutnya 

Kepala Desa 

bersama BPD 

mencabut Peraturan 

Desa dan Peraturan 

Kepala Desa yang 

dimaksud 

desa tersebut 

bersama dengan 

BPD. 

peraturan desa 

tersebut bersama 

dengan BPD. 

12 Pasal 37 Bupati/Wali 

Kota dapat 

mendelegasikan 

evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa 

kepada camat atau 

sebutan lain. 

Di Desa Waru 

Barat, Camat diberi 

delegasi oleh 

Bupati untuk 

mengevaluasi 

RAPBDes. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat, Camat 

diberi delegasi 

oleh Bupati untuk 

mengevaluasi 

RAPBDes. 

Sumber : Data diolah (2021) 

Dari hasil tabel perbandingan diatas 

menunjukkan bahwa penerapan proses perencanaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat tidak 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018. Dimana RAPBDes disepakati bersama 

dengan BPD mengalami keterlambatan yaitu pada 

bulan Desember. Hal ini disebabkan karena Pemerintah 

Desa Waru Barat sangat kewalahan dalam 

melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam 

menyusun RAPBDes. Dan hal itu juga berdampak pada 

terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD. 
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b. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Waru Barat  

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa di Desa Waru Barat terkait semua penerimaan dan 

pengeluarannya yaitu  dilaksanakan melalui rekening 

kas desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

DalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 43 ayat 

1. (teori hal 43). Pernyataan ini didukung dengan 

beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :     

ñé..itu semua dari rekening kas desa mbaké..ò 

(Pelaksanaan_Kaur Keuangan, PLK 2_Kamis_08 April 

2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Kemudian di Desa Waru Barat telah 

memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 43 ayat 3. (teori hal 44). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :     

ñIya mbak, kan kita sudah ada pelayanan 

perbankan seperti ATM dan bank itu lohé..ò 

(Pelaksanaan_Kepala Dusun Plalang, PLK 2_Rabu_14 

April 2021_15:30 Wib_Di Rumah Bapak Wahyudi) 

Selanjutnya, semua transaksi di Desa Waru 

Barat terkait penerimaan atau pendapatan desa harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 50 ayat 2. (teori hal 46). 
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Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :      

ñé..jadi ya setiap ada penerimaan atau 

pendapatan di desa, harus disertai dengan bukti yang 

lengkap dan sahé..ò (Pelaksanaan_Kepala Desa, PLK 

3_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Kemudian, semua transaksi di Desa Waru 

Barat terkait pengeluaran desa harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 51 ayat 2. (teori hal 47). Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut :      

ñé..jadi ya setiap ada penerimaan atau 

pendapatan di desa, harus disertai dengan bukti yang 

lengkap dan sahé..ò (Pelaksanaan_Kepala Desa, PLK 

3_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai 

Desa)  

ñé..harus ada bukti yang lengkap dan sah, kayak 

kwitansi, daftar hadir rapat,, nota konsumsi, dan 

lainnyaé..ò (Pelaksanaan_Kaur Keuangan, PLK 

3_Kamis_08 April 2021_11:30 Wib_Di Kantor 

Kecamatan Waru)  

ñé..iya tetap harus ada bukti yang lengkap dan 

sah mbak ketika ada penerimaan dan pengeluaran 

desaé..ò (Pelaksanaan_Sekretaris BPD, PLK 

3_Senin_12 April 2021_10:00 Wib_Di Kantor Balai 

Desa)  

Selanjutnya di Desa Waru Barat, Kaur 

Keuangan boleh menyimpan uang dalam kas desa pada 

jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional 

Pemerintah Desa Waru Barat, dan untuk jumlahnya 
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yaitu tidak melebihi 20 juta. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 44 ayat 4. (teori hal 46). Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut :      

ñé..kalau kaur keuangan menyimpan uang untuk 

kebutuhan operasional itu tentu boleh sekali mbak, asal 

jumlahnya tidak melebihi 20 jutaé..ò 

(Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 9_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa)  

Kemudian pengaturan jumlah uang yang 

disimpan oleh Kaur Keuangan Desa Waru Barat 

ditetapkan dalam peraturan Bupati. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 44 ayat 5. Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :      

ñé..trus ya itu kan dari peraturannya sana tidak 

boleh melebihi 20 juta mbak, tapi saya lupa mbak 

nomor berapa nya, soalnya kami hanya mengikuti 

saran dari Kabupaten sama Inspektoraté..ò 

(Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 9_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Di Desa Waru Barat dalam hal biaya tak 

terduga, Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran tidak perlu menyusun RAB pelaksanaan dari 

anggaran belanja tak terduga karena akan dilakukan 

perubahan pada saat menyusun perubahan APBDes 

pada Bulan Juli. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 



120 
 

 
 

57 ayat 1. Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara sebagai berikut :     

   ñé..Ketika ada, nanti kita mungkin pakai dulu 

dengan biaya yang lainnya, habis itu nanti di 

perubahan APBDes Bulan Juli kita ubah sesuai dengan 

pengeluaran yang aslié..ò (Pelaksanaan_Sekretaris 

Desa, PLK 10_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

Kemudian RAB yang diusulkan oleh Tim 

Pelaksana Kegiatan di Desa Waru Barat akan 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 57 ayat 2. Pernyataan ini didukung dengan 

beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :     

ñé.Jadi saya yang ada di Tim Pelaksana 

Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayak tadi, SPP 

diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala 

Desa,é..ò (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 

5_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Selanjutnya RAB yang telah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa, lalu Kepala Desa melalui surat 

keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan 

kegiatan anggaran belanja tak terduga. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 57 ayat 3. Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :     

ñé.Jadi saya yang ada di Tim Pelaksana 

Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayak tadi, SPP 

diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala 
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Desa,é..ò (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 

5_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Di Desa Waru Barat tim pelaksana kegiatan 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran 

mengajukan SPP sesuai dengan periode dan nominal  

yang tercantum dalam DPA. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 53 ayat 1. Pernyataan ini didukung dengan 

beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :     

ñé..jadi ya setiap pelaksanaan kegiatan 

anggaran, dari tim pelaksana kegiatan mengajukan 

SPP yang sama dengan yang ada di dalam DPAé..ò 

(Pelaksanaan_Kaur Keuangan, PLK 5_Kamis_08 April 

2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru)  

Di Desa Waru Barat memiliki 2 jenis SPP 

yang bisa digunakan keduanya, yaitu SPP Panjar yang 

dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, dan 

SPP Definitif yang dapat dilakukan setelah barang dan 

jasa diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 55 ayat 1. 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut :     

ñkalau kita ada 2 tipe SPP mbak, SPP Panjar 

dan SPP Definitifé..ò (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, 

PLK 6_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

ñKita itu ada 2 jenis SPP mbak, dan bisa dipakai 

keduanya. Ada SPP Panjar dan SPP Definitifé..ò 
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(Pelaksanaan_Kaur Keuangan, PLK 6_Kamis_08 April 

2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Selanjutnya, dalam proses pengajuan SPP di 

Desa Waru Barat terdiri atas SPP (Surat Permintaan 

Pembayaran), bukti penerimaan barang/jasa di tempat, 

dan pernyataan tanggung jawab belanja. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 55 ayat 2. Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :   

ñé..Surat Permintaan Pembayaran itu harus ada 

bukti transaksinya mbak é..ò (Pelaksanaan_Sekretaris 

Desa, PLK 7_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

ñé. itu ada bukti penerimaan barang/jasa di 

tempat, terus ada pernyataan tanggung jawab belanja, 

sama SPP itu mbaké..ò (Pelaksanaan_Kaur Keuangan, 

PLK 7_Kamis_08 April 2021_11:30 Wib_Di Kantor 

Kecamatan Waru) 

Dalam hal pengajuan SPP di Desa Waru 

Barat, Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, yaitu 

memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran, 

mengecek dana yang ada apakah cukup atau tidak, 

menolak permintaan pembayaran jika tidak dapat 

memenuhi persyaratan, dan menghitung kembali 

tagihan belanja. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 

55 ayat 3. Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara sebagai berikut :   
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ñé..sekretaris desa yang akan memverifikasi 

dari SPP itu mbaké..ò (Pelaksanaan_Kaur Keuangan, 

PLK 8_Kamis_08 April 2021_11:30 Wib_Di Kantor 

Kecamatan Waru) 

ñé..Kalau verifikasi itu ngelihat, kira-kira 

barangnya yang mau dibeli itu kayak apa, terus dilihat 

RAB nya, pokoknya kelengkapan itu dilihat é..ò 

(Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 8_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Di Desa Waru Barat, jika Sekreatris Desa 

telah memverifikasi SPP tersebut, maka Kepala Desa 

menyetujui permintaan pembayaran, setelah itu baru 

Kaur Keuangan yang melakukan pencairan anggaran. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 55 ayat 4. Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut :   

ñé..iya kalau sudah ada persetujuan dari Kepala 

Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa 

mbaké..ò (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, PLK 

9_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

ñé..kemudian oleh sekretaris desa diverifikasi, 

lalu di sahkan oleh Kepala Desa, nah barulah ke kaur 

keuangané..ò (Pelaksanaan_Kepala Desa, PLK 

9_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Selanjutnya, setelah mendapatkan 

persetujuan  dari Kepala Desa ini, maka Kaur 

Keuangan yang akan melakukan pencairan anggaran 

sesuai dengan jumlah nominal besaran yang tertera 

dalam SPP. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 
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55 ayat 5. Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara sebagai berikut : 

ñé..Nah baru nanti Kaur Keuangan membuat 

pencatatan pengeluaran uang itu mbak é..ò 

(Pelaksanaan_Kaur Keuangan, PLK 9_Kamis_08 April 

2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Kemudian, Kaur Keuangan Desa Waru Barat  

menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 

ke rekening kas negara dengan melalui KPP Pratama. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 58 ayat 4. Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut : 

ñé..kaur keuangan menyetorkan pajak lewat 

KPP Pratama mbak.....ò (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, 

PLK 9_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

Di Desa Waru Barat, dalam hal pengadaan 

barang dan atau jasa telah diatur dengan Peraturan 

Bupati. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

DalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 52 ayat 

6. Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut : 

ñé.Nah kalau untuk barangnya itu sudah diatur 

ya mbak, ada banyak sekali itu. é..ò 

(Pelaksanaan_Kepala Desa, PLK 6_Senin_05 April 

2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Tabel 4.2 menggambarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian penerapan dari proses pelaksanaan 
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pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel 

perbandingan dari proses pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa : 

                 Tabel 4.2  

Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 

No 

PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 

2018 

Desa Waru 

Barat 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Keterangan 

1 Pasal 43 ayat 1 

Pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan Desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran Desa 

yang dilaksanakan 

melalui rekening 

kas Desa pada bank 

yang ditunjuk 

Bupati/ Wali Kota. 

Proses 

pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan desa di 

Desa Waru Barat 

terkait semua 

penerimaan dan 

pengeluarannya 

yaitu  

dilaksanakan 

melalui rekening 

kas desa.  

Sesuai Proses pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan desa di 

Desa Waru Barat 

terkait semua 

penerimaan dan 

pengeluarannya yaitu  

dilaksanakan melalui 

rekening kas desa 

yang telah 

diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa, 

mendapatkan 

persetujuan dari 

Kepala Desa, setelah 

itu baru Kaur 

Keuangan yang 

melakukan pencairan 

anggaran. 

2 Pasal 43 ayat 3 

Desa yang belum 

memiliki pelayanan 

perbankan di 

wilayahnya, 

rekening kas Desa 

dibuka di wilayah 

terdekat 

yang dibuat oleh 

di Desa Waru 

Barat telah 

memiliki 

pelayanan 

perbankan di 

wilayahnya. 

Sesuai di Desa Waru Barat 

telah memiliki 

pelayanan perbankan 

di wilayahnya.  
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Pemerintah Desa 

dengan spesimen 

tanda 

tangan kepala Desa 

dan Kaur Keuangan. 

3 Pasal 50 ayat 2 

Setiap pendapatan 

didukung oleh bukti 

yang lengkap dan 

sah. 

Semua transaksi 

di Desa Waru 

Barat terkait 

penerimaan atau 

pendapatan desa 

harus didukung 

dengan bukti 

yang lengkap dan 

sah. 

Sesuai Bukti yang lengkap 

dan sah tersebut 

dapat berupa 

kwitansi, daftar hadir 

rapat, nota konsumsi, 

hasil notulen rapat, 

dan lain sebagainya. 

4 Pasal 51 ayat 2 

Setiap pengeluaran 

didukung dengan 

bukti yang lengkap 

dan sah. 

semua transaksi 

di Desa Waru 

Barat terkait 

pengeluaran desa 

harus didukung 

dengan bukti 

yang lengkap dan 

sah. 

Sesuai Bukti yang lengkap 

dan sah tersebut 

dapat berupa 

kwitansi, daftar hadir 

rapat, nota konsumsi, 

hasil notulen rapat, 

dan lain sebagainya. 

5 Pasal 44 ayat 4 

Kaur Keuangan 

dapat menyimpan 

uang tunai pada 

jumlah 

tertentu untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

operasional 

pemerintah Desa. 

Di Desa Waru 

Barat, Kaur 

Keuangan boleh 

menyimpan uang 

dalam kas desa 

pada jumlah 

tertentu. 

Sesuai Di Desa Waru Barat, 

Kaur Keuangan 

boleh menyimpan 

uang dalam kas desa 

pada jumlah tertentu 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

operasional 

Pemerintah Desa 

Waru Barat, dan 

untuk jumlahnya 

yaitu tidak melebihi 

20 juta 

6 Pasal 44 ayat 5 

Pengaturan jumlah 

uang tunai 

ditetapkan dalam 

Peraturan 

Bupati/Wali 

Kota mengenai 

pengelolaan 

Keuangan Desa. 

Pengaturan 

jumlah uang yang 

disimpan oleh 

Kaur Keuangan 

dalam kas Desa 

Waru Barat 

ditetapkan dalam 

peraturan Bupati. 

Sesuai Jumlah uang yang 

disimpan oleh Kaur 

Keuangan Desa 

Waru Barat 

ditetapkan 

berdasarkan 

peraturan Bupati. 

7 Pasal 57 ayat 1 

Kaur dan/atau Kasi 

Di Desa Waru 

Barat, 

Tidak 

Sesuai 

Jika ada biaya tak 

terduga, maka 
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pelaksana kegiatan 

anggaran 

menyusun RAB 

pelaksanaan dari 

anggaran belanja 

tak 

terduga yang 

diusulkan kepada 

kepala Desa melalui 

sekretaris Desa. 

penggunaan biaya 

tak terduga tidak 

perlu dibuatkan 

RAB terlebih 

dahulu karena 

tidak 

direncanakan 

secara rinci. 

Pemerintah Desa 

akan menggunakan 

biaya tak terduga  

tersebut dengan 

menggunakan biaya 

lainnya, setelah itu 

akan dirubah pada 

saat perubahan 

APBDes  dengan 

menyesuaikan 

dengan pengeluaran 

yang sebenarnya. 

8 Pasal 57 ayat 2 

Sekretaris Desa 

melakukan 

verifikasi terhadap 

RAB yang 

Diusulkan. 

RAB yang 

diusulkan oleh 

Tim Pelaksana 

Kegiatan di Desa 

Waru Barat akan 

diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa. 

Sesuai Di Desa Waru Barat, 

Sekretaris Desa yang 

akan memverifikasi 

dari RAB. 

9 Pasal 57 ayat 3 

Kepala Desa 

melalui surat 

keputusan kepala 

Desa 

menyetujui RAB 

pelaksanaan 

kegiatan anggaran 

belanja 

tak terduga sesuai 

dengan verifikasi 

yang dilakukan oleh 

sekretaris Desa. 

Di Desa Waru 

Barat RAB yang 

telah diverifikasi 

oleh Sekretaris 

Desa, kemudian 

Kepala Desa 

melalui surat 

keputusan kepala 

Desa menyetujui 

RAB dari 

pelaksanaan 

kegiatan anggaran 

belanja tak 

terduga. 

Sesuai Setelah diverifikasi 

oleh Sekretaris Desa, 

maka Kepala Desa 

melalui surat 

keputusan kepala 

Desa menyetujui 

RAB dari 

pelaksanaan kegiatan 

anggaran belanja tak 

terduga. 

10 Pasal 53 ayat 1 

Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan 

anggaran 

mengajukan 

SPP dalam setiap 

pelaksanaan 

kegiatan anggaran 

sesuai 

dengan periode 

yang tercantum 

dalam DPA dengan 

nominal sama besar 

Di Desa Waru 

Barat tim 

pelaksana 

kegiatan dalam 

setiap 

pelaksanaan 

kegiatan anggaran 

mengajukan SPP 

sesuai dengan 

periode dan 

nominal  yang 

tercantum dalam 

DPA. 

Sesuai Tim pelaksana 

kegiatan dalam 

setiap pelaksanaan 

kegiatan anggaran 

akan mengajukan 

SPP sesuai dengan 

periode dan nominal  

yang tercantum 

dalam DPA. 
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atau kurang dari 

yang tertera dalam 

DPA. 

11 Pasal 55 ayat 1 

Pengajuan SPP 

untuk kegiatan yang 

seluruhnya 

dilaksanakan 

melalui penyedia 

barang/jasa 

dilakukan 

setelah barang/jasa 

diterima. 

Terdapat dua 

jenis SPP di Desa 

Waru Barat, yaitu 

SPP definitif dan 

SPP panjar. 

Sesuai Di Desa Waru Barat 

dalam pengajuan 

SPP bisa dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu 

dengan 

menggunakan SPP 

panjar dan SPP 

definitif. Dimana 

SPP panjar itu dana 

turun terlebih 

dahulu, kemudian 

barang atau jasa 

boleh dibuat SPP 

nya dan surat 

pertanggungjawaban, 

sedangkan SPP 

definitif yaitu barang 

atau jasa diterima, 

setelah itu baru bisa 

membuat SPP nya 

dan surat 

pertanggungjawaban. 

12 Pasal 55 ayat 2 

Pengajuan SPP 

dilampiri dengan: 

a. pernyataan 

tanggung jawab 

belanja; dan 

b. bukti penerimaan 

barang/jasa di 

tempat. 

Dalam proses 

pengajuan SPP di 

Desa Waru Barat 

terdiri atas SPP 

(Surat Permintaan 

Pembayaran), 

bukti penerimaan 

barang/jasa di 

tempat, dan 

pernyataan 

tanggung jawab 

belanja. 

Sesuai Dalam proses 

pengajuan SPP di 

Desa Waru Barat 

terdiri atas SPP 

(Surat Permintaan 

Pembayaran), bukti 

penerimaan 

barang/jasa di 

tempat, dan 

pernyataan tanggung 

jawab belanja. 

13 Pasal 55 ayat 3 

Dalam setiap 

pengajuan SPP, 

sekretaris Desa 

berkewajiban untuk: 

a. meneliti 

kelengkapan 

permintaan 

pembayaran yang 

Di Desa Waru 

Barat dalam hal 

pengajuan SPP di 

Desa Waru Barat, 

Sekretaris Desa 

akan melakukan 

verifikasi, yaitu 

memeriksa 

kelengkapan 

Sesuai Sekretaris Desa 

Waru Barat telah 

melakukan 

kewajibannya dalam 

memverifikasi 

pengajuan 

pelaksanaan 

pembayaran yang 

diajukan oleh tim 
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diajukan oleh Kaur 

dan Kasi pelaksana 

kegiatan 

anggaran; 

b. menguji 

kebenaran 

perhitungan tagihan 

atas beban 

APB Desa yang 

tercantum dalam 

permintaan 

pembayaran; 

c. menguji 

ketersedian dana 

untuk kegiatan 

dimaksud; 

dan 

d. menolak 

pengajuan 

permintaan 

pembayaran oleh 

Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan 

anggaran apabila 

tidak memenuhi 

persyaratan yang 

ditetapkan. 

permintaan 

pembayaran, 

mengecek dana 

yang ada apakah 

cukup atau tidak, 

menolak 

permintaan 

pembayaran jika 

tidak dapat 

memenuhi 

persyaratan, dan 

menghitung 

kembali tagihan 

belanja. 

pelaksana pegiatan. 

14 Pasal 55 ayat 4 

Kepala Desa 

menyetujui 

permintaan 

pembayaran sesuai 

dengan hasil 

verifikasi yang 

dilakukan oleh 

sekretaris 

Desa. 

Di Desa Waru 

Barat, jika 

Sekreatris Desa 

telah 

memverifikasi 

SPP tersebut, 

maka Kepala 

Desa menyetujui 

permintaan 

pembayaran, 

setelah itu baru 

Kaur Keuangan 

yang melakukan 

pencairan 

anggaran. 

Sesuai Di Desa Waru Barat, 

Sekretaris Desa 

berkewajiban untuk 

memverifikasi RAB 

dan SPP yang 

diajukan oleh tim 

pelaksana pegiatan 

yang kemudian akan 

disetujui ole Kepala 

Desa, setelah itu 

baru Kaur Keuangan 

yang melakukan 

pencairan anggaran. 

15 Pasal 55 ayat 5 

Kaur Keuangan 

melakukan 

pencairan anggaran 

Setelah 

mendapatkan 

persetujuan dari 

Kepala Desa ini, 

Sesuai Kaur Keuangan akan 

melakukan pencairan 

anggaran sesuai 

dengan jumlah 
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sesuai 

dengan besaran 

yang tertera dalam 

SPP setelah 

mendapatkan 

persetujuan dari 

kepala Desa. 

maka Kaur 

Keuangan yang 

akan melakukan 

pencairan 

anggaran sesuai 

dengan jumlah 

nominal besaran 

yang tertera 

dalam SPP. 

nominal besaran 

yang tercantum 

dalam SPP. 

16 Pasal 58 ayat 4 

Kaur Keuangan 

wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan 

pajak yang dipungut 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-

undangan. 

Di Desa Waru 

Barat, Kaur 

Keuangan  

menyetorkan 

seluruh 

penerimaan pajak 

yang dipungut ke 

rekening kas 

negara dengan 

melalui KPP 

Pratama. 

Sesuai Di Desa Waru Barat, 

Kaur Keuangan  

menyetorkan seluruh 

penerimaan pajak 

yang dipungut ke 

rekening kas negara 

dengan melalui KPP 

Pratama. 

17 Pasal 52 ayat 6 

Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata 

cara pelaksanaan 

kegiatan pengadaan 

barang/jasa di Desa 

diatur dengan 

peraturan 

Bupati/Wali Kota 

berpedoman pada 

peraturan 

perundang-

undangan mengenai 

pengadaan 

barang/jasa 

di Desa. 

Di Desa Waru 

Barat, dalam hal 

pengadaan barang 

dan atau jasa 

telah diatur 

dengan Peraturan 

Bupati. 

Sesuai Di Desa Waru Barat, 

dalam hal pengadaan 

barang dan atau jasa 

telah diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Sumber : Data diolah (2021) 

Dari hasil tabel perbandingan diatas 

menunjukkan bahwa penerapan proses pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat tidak 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018. Dimana Di Desa Waru Barat, dalam 
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penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan 

RAB (Rincian Anggaran Biaya) terlebih dahulu karena 

tidak direncanakan secara rinci. Jika ada biaya tak 

terduga, maka Pemerintah Desa akan menggunakan 

biaya tak terduga  tersebut dengan menggunakan biaya 

lainnya, setelah itu akan dirubah pada saat perubahan 

APBDes  dengan menyesuaikan dengan pengeluaran 

yang sebenarnya. 

c. Proses Penatausahaan Pengeloaan Keuangan Desa di 

Desa Waru Barat  

Proses penatausahaan di Desa Waru Barat 

tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi 

juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti 

pembantu kaur keuangan dan Sekretaris Desa. Hal ini 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 63 ayat 1. (teori 

hal 49). Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara sebagai berikut : 

ñé..Iya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam 

penatausahaan dalam APBDes itu ada semua Kasi, 

Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan termasuk Kaur 

Keuangan é..ò (Penatausahaan_Kepala Desa, PNT 

1_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

ñKalau pihak-pihak yang terlibat itu ya yang 

pasti Kaur Keuangan mbak é..ò (Penatausahaan_Kaur 
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Keuangan, PNT 1_Kamis_08 April 2021_11:30 

Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Kemudian, Kaur Keuangan Desa Waru Barat 

melakukan pencatatan di setiap penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam buku kas umum. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 63 ayat 2. (teori hal 49). Pernyataan 

ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara 

sebagai berikut : 

ñé..Kaur Keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa 

itu diadakan setiap akhir bulan paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa mengenai 

pencatatannya mbak é..ò (Penatausahaan_Kepala 

Desa, PNT 2_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

Selanjutnya, dari pencatatan di setiap 

penerimaan dan pengeluaran tersebut, Kaur Keuangan 

melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 63 ayat 3. (teori hal 49). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut : 

ñé..kalau kaur keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban itu kepada Sekretaris Desa tiap 

satu bulan sekali mbak, jadi maksimal tanggal 10 bulan 

berikutnya, setelah itu disampaikan kepada Kepala 

Desa untuk mendapatkan persetujuané..ò 

(Penatausahaan_Kaur Keuangan, PNT 2_Kamis_08 

April 2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 
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Kaur Keuangan Desa Waru Barat 

menggunakan buku pembantu bank, buku pembantu 

pajak, dan buku pembantu panjar dalam melakukan 

penatausahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 

64 ayat 1. (teori hal 49). Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut : 

ñé..itu menggunakan buku BKU atau Buku Kas 

umum, kemudian Buku Pembantu, kemudian Buku 

Pembantu Pajaké..ò (Penatausahaan_Kepala Desa, 

PNT 3_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

ñiya itu mbak, buku pembantu bank, buku 

pembantu panjar, dan buku pembantu pajaké..ò 

(Penatausahaan_Kaur Keuangan, PNT 3_Kamis_08 

April 2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

Di Desa Waru Barat, Kaur Keuangan 

membuat laporan pertanggungjawaban untuk 

dilaporkan kepada Sekretaris Desa di setiap akhir 

bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, 

setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan kepada 

Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriTNomor 

20 TahunT2018 pasal 67 ayat 1. Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut : 

ñé..kalau kaur keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban itu kepada Sekretaris Desa tiap 

satu bulan sekali mbak, jadi maksimal tanggal 10 bulan 
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berikutnya, setelah itu disampaikan kepada Kepala 

Desa untuk mendapatkan persetujuané..ò 

(Penatausahaan_Kaur Keuangan, PNT 2_Kamis_08 

April 2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

ñé..Kaur Keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa 

itu diadakan setiap akhir bulan paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa mengenai 

pencatatannya mbak é..ò (Penatausahaan_Kepala 

Desa, PNT 2_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di 

Kantor Balai Desa) 

Tabel 4.3 menggambarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian penerapan dari proses penatausahaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel 

perbandingan dari proses penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa : 

               Tabel 4.3  

Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 

No 
PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 2018 
Desa Waru Barat 

Sesuai / 

Tidak Sesuai 
Keterangan 

1 Pasal 63 ayat 1 

Penatausahaan 

keuangan dilakukan 

oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan. 

Pihak-pihak yang 

melakukan proses 

penatausahaan di Desa 

Waru Barat yaitu tidak 

hanya dilakukan oleh 

Kaur Keuangan. 

Tidak Sesuai Proses 

penatausahaan di 

Desa Waru Barat 

tidak hanya 

dilakukan oleh 

Kaur Keuangan, 

akan tetapi juga 

dilakukan oleh 

beberapa perangkat 

desa, seperti 

pembantu kaur 

keuangan dan 

Sekretaris Desa. 

2 Pasal 63 ayat 2 Kaur Keuangan Desa Sesuai Di Desa Waru 



135 
 

 
 

Penatausahaan 

dilakukan dengan 

mencatat setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran dalam 

buku kas umum. 

Waru Barat melakukan 

pencatatan di setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam 

buku kas umum. 

Barat Kaur 

Keuangan yang 

melakukan 

pencatatan di setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran desa 

dalam buku kas 

umum. 

3 Pasal 63 ayat 3 

Pencataan pada buku 

kas umum ditutup 

setiap akhir bulan. 

Di Desa Waru Barat, 

Kaur Keuangan 

melakukan pencatatan 

untuk setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran, dan 

melakukan tutup buku 

di setiap akhir bulan. 

Sesuai Kaur Keuangan 

Desa Waru Barat 

melakukan 

pencatatan untuk 

setiap penerimaan 

dan pengeluaran, 

dan melakukan 

tutup buku di setiap 

akhir bulan. 

4 Pasal 64 ayat 1 Kaur 

Keuangan wajib 

membuat buku 

pembantu kas umum 

yang terdiri atas: a. 

buku pembantu bank; b. 

buku pembantu pajak; 

dan c. buku pembantu 

panjar. 

Kaur Keuangan Desa 

Waru Barat 

menggunakan buku 

pembantu bank, buku 

pembantu pajak, dan 

buku pembantu panjar 

dalam melakukan 

penatausahaan. 

Sesuai Kaur Keuangan 

Desa Waru Barat 

menggunakan buku 

pembantu bank, 

buku pembantu 

pajak, dan buku 

pembantu panjar 

dalam melakukan 

penatausahaan. 

5 Pasal 67 ayat 1 Buku 

kas umum yang ditutup 

setiap akhir bulan 

dilaporkan oleh Kaur 

Keuangan kepada 

Sekretaris Desa paling 

lambat tanggal 10 

(sepuluh) bulan 

berikutnya. 

Di Desa Waru Barat, 

Kaur Keuangan 

membuat laporan 

pertanggungjawaban 

untuk dilaporkan 

kepada Sekretaris Desa 

di setiap akhir bulan, 

paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya, 

setelah itu Sekretaris 

Desa menyampaikan 

kepada Kepala Desa 

untuk mendapatkan 

persetujuan. 

Sesuai Kaur Keuangan 

membuat laporan 

pertanggungjawaba

n untuk dilaporkan 

kepada Sekretaris 

Desa di setiap akhir 

bulan, paling 

lambat tanggal 10 

bulan berikutnya, 

setelah itu 

Sekretaris Desa 

menyampaikan 

kepada Kepala 

Desa untuk 

mendapatkan 

persetujuan. 
Sumber : Data diolah (2021) 

Dari hasil tabel perbandingan diatas 

menunjukkan bahwa penerapan proses penatausahaan 
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pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat tidak 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018. Dimana pihak yang melakukan 

penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh Kaur 

Keuangan saja, tetapi juga dibantu oleh beberapa 

perangkat desa, seperti pembantu kaur keuangan dan 

Sekretaris Desa. Hal itu dilakukan guna meringankan 

tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas 

menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya 

keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa. 

d. Proses Pelaporan Pengeloaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat  

Pelaporan di Desa Waru Barat yaitu berupa 

laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 68 ayat 1. (teori 

hal 51). Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara, sebagai berikut : 

ñLaporan pelaksanaan APBDes semester 

pertama dan laporan semester akhir tahun mbak.ò 

(Pelaporan_Kaur Keuangan, PLP 3_Kamis_08 April 

2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru) 

ñitu berupa laporan realisasi kegiatan dan 

laporan pelaksanaan APBDes mbak é..ò 
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(Pelaporan_Sekretaris Desa, PLP 3_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Di Desa Waru Barat laporan pelaksanaan 

APB Desa semester pertama berupa laporan 

pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 68 ayat 2. (teori 

hal 51). Pernyataan ini didukung dengan beberapa 

kutipan wawancara sebagai berikut :, 

ñé..Kalau yang laporan semester pertama itu 

berupa laporan realisasi kegiatan dan lap,oran 

pelaksanaan APBDes mbak, gitu mbaké..ò 

(Pelaporan_Sekret,aris Desa, PLP 3_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Pemerintah Desa  Waru Barat menyampaikan 

Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama pada 

Bulan Juli tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 68 ayat 3. (teori hal 52). Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut : 

ñé..Kalau laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kami sampaikan pada Bulan Juli 

tahun berjalan mbaké..ò (Pelaporan_Sekretaris Desa, 

PLP 3_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

Tabel 4.4 menggambarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian penerapan dari proses pelaporan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 
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berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel 

perbandingan dari proses pelaporan pengelolaan 

keuangan desa : 

              Tabel 4.4  

Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru 

Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 

No 

PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 

2018 

Desa Waru Barat 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Keterangan 

1 Pasal 68 ayat 1 

Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan pelaksanaan 

APB Desa semester 

pertama kepada 

Bupati/Wali Kota 

melalui camat. 

Di Desa Waru 

Barat Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan 

pelaksanaan APB 

Desa semester 

pertama kepada 

Bupati melalui 

Camat. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat Kepala 

Desa 

menyampaikan 

laporan 

pelaksanaan 

APB Desa 

semester pertama 

kepada Bupati 

melalui Camat. 

2 Pasal 68 ayat 2 

Laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari: a. 

laporan pelaksanaan 

APB Desa; dan b. 

laporan realisasi 

kegiatan. 

Di Desa Waru 

Barat laporan 

pelaksanaan APB 

Desa semester 

pertama berupa 

laporan 

pelaksanaan 

APBDes dan 

laporan realisasi 

kegiatan. 

Sesuai Di Desa Waru 

Barat laporan 

pelaksanaan 

APB Desa 

semester pertama 

berupa laporan 

pelaksanaan 

APBDes dan 

laporan realisasi 

kegiatan. 

3 Pasal 68 ayat 3 

Kepala Desa 

menyusun laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2) dengan cara 

menggabungkan 

seluruh paling lambat 

minggu kedua bulan 

Juli tahun berjalan. 

Laporan 

pelaksanaan APB 

Desa semester 

pertama 

disampaikan pada 

Bulan Juli tahun 

berjalan. 

Sesuai Laporan 

pelaksanaan 

APB Desa 

semester pertama 

di Desa Waru 

Barat 

disampaikan 

pada Bulan Juli 

tahun berjalan. 
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Sumber : Data diolah (2021) 

Dari hasil tabel perbandingan diatas 

menunjukkan bahwa penerapan proses pelaporan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018. 

e. Proses Pertanggungjawaban Pengeloaan Keuangan 

Desa di Desa Waru Barat 

Proses pertanggungjawaban di Desa Waru 

Barat, Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir 

tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 

70 ayat 1. (teori hal 54). Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut : 

ñé..trus untuk laporan yang laporan semester 

akhir tahun itu kami sampaikan pada Bulan Desember 

di akhir tahun ya mbak. Seperti itu mbakò 

(Pelaporan_Sekretaris Desa, PLP 3_Selasa_06 April 

2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB 

Desa Di Desa Waru Barat terdiri dari laporan 

keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar 

program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
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MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 

70 ayat 3. (teori hal 55). Pernyataan ini didukung 

dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut : 

ñé..kemudian untuk laporan 

pertanggungjawaban itu dilampiri dengan laporan 

keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa 

dan itu mbak catatan atas laporan keuangan. Trus 

laporan realisasi kegiatan, dan itu lagi daftar program 

sektoral, dan daerah dan program lainnya yang 

pokoknya masuk ke Desa.ò 

(Pertanggungjawaban_Kepala Desa, PTJ 2_Senin_05 

April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa) 

Laporan pertanggungjawaban di Desa Waru 

Barat merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai 

dengan Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 

TahunT2018 pasal 71 ayat 1. (teori hal 55). Pernyataan 

ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara 

sebagai berikut : 

ñé..kemudian untuk laporan 

pertanggungjawaban itu dilampiri dengan laporan 

keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa 

dan itu mbak catatan atas laporan keuangan. Trus 

laporan realisasi kegiatan, dan itu lagi daftar program 

sektoral, dan daerah dan program lainnya yang 

pokoknya masuk ke Desa.ò 

(Pertanggungjawaban_Kepala Desa, PTJ 2_Senin_05 

April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa)  

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa 

Waru Barat telah diinformasikan kepada masyarakat 

desa, akan tetapi penyampaian tidak dilakukan  melalui 
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media informasi, tetapi penyampaian dilakukan di 

dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi 

anggaran yang biasanya dihadiri oleh perangkat desa, 

kepala dusun, BPD, Karang Taruna, dan perwakilan 

dari masyarakat desa. Hal ini tidak sesuai dengan 

Peraturan MenteriTDalamTNegeriTNomor 20 Tahun 

2018 pasal 72 ayat 1. (teori hal 55). Pernyataan ini 

didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai 

berikut : 

ñé..penyampaian itu dilakukan di itu mbak 

namanya forum rapat laporan pertanggungjawaban 

realisasi anggaran yang dihadiri oleh perangkat desa, 

kepala dusun, BPD, Karang Taruna, sama itu 

perwakilan dari masyarakat desaò. 

(Pertanggungjawaban_Sekretatris Desa, PTJ 

3_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa) 

Informasi yang disampaikan di dalam forum 

laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran di Desa 

Waru Barat memuat laporan realisasi APBDesa, 

laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai 

dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran. Hal ini 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 TahunT2018 pasal 72 ayat 2. (teori hal 55). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut : 

ñé..Untuk Informasinya yang disampaikan di 

forum itu ya itu mbak memuat laporan realisasi 
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kegiatan, laporan realisasi APBDesa, sisa anggaran, 

dan itu lagi kegiatan yang belum terlaksana mbakò 

(Pertanggungjawaban_Sekretatris Desa, PTJ 

3_Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai 

Desa)  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan 

keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Bupati. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriTNomor 20 TahunT2018 pasal 73. (teori hal 56). 

Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan 

wawancara sebagai berikut : 

ñé..iya semuanya itu telah diatur oleh peraturan 

Bupati mbaké..ò (Pertanggungjawaban_Kepala Desa, 

PTJ 2_Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor 

Balai Desa) 

Tabel 4.5 menggambarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian penerapan dari proses 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di 

Desa Waru Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini 

merupakan tabel perbandingan dari proses 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa : 

             Tabel 4.5  

Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 

N

o 

PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 

2018 

Desa Waru Barat 

Sesua

i / 

Tidak 

Sesua

i 

Keterangan 

1 Pasal 70 ayat 1 Laporan Sesuai Laporan 
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Kepala Desa 

menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa 

kepada Bupati / 

Walikota melalui 

Camat setiap akhir 

tahun anggaran. 

pertanggungjawaban 

realisasi 

pelaksanaan APB 

Desa disampaikan 

oleh Kepala Desa 

kepada Bupati/Wali 

Kota melalui camat 

setiap akhir tahun 

anggaran. 

pertanggungjawaban 

realisasi 

pelaksanaan APB 

Desa disampaikan 

oleh Kepala Desa 

kepada Bupati/Wali 

Kota melalui camat 

setiap akhir tahun 

anggaran. 

2 Pasal 70 ayat 3 

Peraturan Desa 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2) disertai dengan: 

a. laporan keuangan, 

terdiri atas: 1. 

laporan realisasi 

APB Desa; dan 2. 

catatan atas laporan 

keuangan. b. laporan 

realisasi kegiatan; 

dan c. daftar 

program sektoral, 

program daerah dan 

program lainnya 

yang masuk ke 

Desa. 

Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa 

Di Desa Waru Barat 

sudah sama dengan 

Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018. 

Sesuai Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa 

Di Desa Waru Barat 

terdiri dari laporan 

keuangan, laporan 

realisasi kegiatan, 

dan daftar program 

sektoral, program 

daerah dan program 

lainnya yang masuk 

ke Desa. 

3 Pasal 71 ayat 1 

Laporan 

Pertanggungjawaba

n merupakan bagian 

dari laporan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

akhir tahun 

anggaran. 

Laporan 

pertanggungjawaban 

merupakan bagian 

dari laporan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

akhir tahun 

anggaran. 

Sesuai  Laporan 

pertanggungjawaban 

di Desa Waru Barat 

merupakan bagian 

dari laporan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

akhir tahun 

anggaran. 

4 Pasal 72 ayat 1 

Laporan 

sebagaimana 

dimaksud 

diinformasikan 

kepada masyarakat 

melalui media 

informasi. 

Laporan realisasi 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan 

APBDes di Desa 

Waru Barat telah 

diinformasikan 

kepada masyarakat 

desa, akan tetapi 

penyampaian tidak 

Tidak 

Sesuai 

Laporan realisasi 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan 

APBDes di Desa 

Waru Barat telah 

diinformasikan 

kepada masyarakat 

desa, akan tetapi 

penyampaian tidak 
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dilakukan  melalui 

media informasi, 

tetapi penyampaian 

dilakukan di dalam 

forum laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi anggaran 

yang biasanya 

dihadiri oleh 

perangkat desa, 

kepala dusun, BPD, 

Karang Taruna, dan 

perwakilan dari 

masyarakat desa. 

dilakukan  melalui 

media informasi, 

tetapi penyampaian 

dilakukan di dalam 

forum laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi anggaran 

yang biasanya 

dihadiri oleh 

perangkat desa, 

kepala dusun, BPD, 

Karang Taruna, dan 

perwakilan dari 

masyarakat desa. 

5 Pasal 72 ayat 2 

Informasi 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit 

memuat : a. laporan 

realisasi APBDesa; 

b. laporan realisasi 

kegiatan; c. kegiatan 

yang belum selesai 

dan/atau tidak 

terlaksana; d. sisa 

anggaran; e. alamat 

pengaduan. 

Informasi yang 

disampaikan di 

dalam forum 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi anggaran di 

Desa Waru Barat 

memuat laporan 

realisasi APBDesa, 

laporan realisasi 

kegiatan, kegiatan 

yang belum selesai 

dan/atau tidak 

terlaksana, dan sisa 

anggaran. 

Sesuai Informasi yang 

disampaikan di 

dalam forum 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi anggaran di 

Desa Waru Barat 

memuat laporan 

realisasi APBDesa, 

laporan realisasi 

kegiatan, kegiatan 

yang belum selesai 

dan/atau tidak 

terlaksana, dan sisa 

anggaran. 

6 Pasal 73 Format 

Kode Rekening, 

Materi Muatan 

Penyusunan 

Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

tentang Penyusunan 

APB Desa, 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa, 

Peraturan Kepala 

Desa tentang 

Penjabaran APB 

Desa, Panduan 

Evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa 

tentang APB Desa, 

Format Kode 

Rekening,  DPA, 

DPPA, RAK Desa, 

Buku Pembantu 

Kegiatan, Laporan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, SPP, 

Laporan Akhir 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, DPAL, 

Buku Kas Umum, 

Buku Pembantu Kas 

Umum, Kuitansi, 

Sesuai Format Kode 

Rekening,  DPA, 

DPPA, RAK Desa, 

Buku Pembantu 

Kegiatan, Laporan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, SPP, 

Laporan Akhir 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, DPAL, 

Buku Kas Umum, 

Buku Pembantu Kas 

Umum, Kuitansi, 



145 
 

 
 

Peraturan Desa 

tentang Perubahan 

APB Desa, 

Peraturan Kepala 

Desa tentang 

Penjabaran 

Perubahan APB 

Desa, DPA, DPPA, 

RAK Desa, Buku 

Pembantu Kegiatan, 

Laporan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, SPP, 

Laporan Akhir 

Realisasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan dan 

Anggaran, DPAL, 

Peraturan Desa 

tentang Perubahan 

APB Desa, 

Peraturan Kepala 

Desa tentang 

Perubahan 

Penjabaran APB 

Desa, Buku Kas 

Umum, Buku 

Pembantu Kas 

Umum, Kuitansi, 

Laporan 

Pelaksanaan APB 

Desa Semester 

Pertama, dan 

Laporan 

Pertanggungjawaba

n tercantum dalam 

Lampiran yang 

merupakan bagian 

tidak terpisahkan 

dari Peraturan 

Menteri ini. 

Laporan 

Pelaksanaan APB 

Desa Semester 

Pertama, dan 

Laporan 

Pertanggungjawaba

n sudah sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku. 

Laporan 

Pelaksanaan APB 

Desa Semester 

Pertama, dan 

Laporan 

Pertanggungjawaba

n sudah sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku. 

Sumber : Data diolah (2021) 
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Dari hasil tabel perbandingan diatas 

menunjukkan bahwa penerapan proses 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di 

Desa Waru Barat tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Dimana 

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes di Desa Waru Barat belum 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi. Pernyataan ini juga didukung dengan 

beberapa kutipan wawancara dengan perwakilan 

masyarakat desa sebagai berikut : 

ñBelum mbak, masih belum pernah. Hanya itu 

mbak biasanya mengenai laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes itu disampaikan di dalam forum 

laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan 

itu biasanya dihadiri oleh perangkat desa, Kepala 

Dusun, BPD, dan lain-lain mbak. Jadi masih banyak 

loh dari sebagian masyarakat desa yang belum 

mengetahui dari laporan itu mbak. Kan seharusnya 

laporan itu setidaknya di umumkan di papan 

pengumuman mbak.ò (Sani Wijaya_Kepala Dusun 

Tlangi I_Rabu_23 September 2020_15:30 Wib_Di 

Rumah Bapak Sani Wijaya) 

ñBelum ada mbakò (Moh Wahyudi_Kepala 

Dusun Plalang_Rabu_14 April 2021_15:30 Wib_Di 

Rumah Bapak Wahyudi) 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa 

Waru Barat telah diinformasikan kepada masyarakat 

desa, akan tetapi penyampaian tidak dilakukan  melalui 
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media informasi, tetapi penyampaian dilakukan di 

dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi 

anggaran yang biasanya dihadiri oleh perangkat desa, 

kepala dusun, BPD, Karang Taruna, dan perwakilan 

dari masyarakat desa, sehingga masih banyak dari 

sebagian masyarakat desa yang belum mengetahui 

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes. 

Berdasarkan hasil perbandingan pengelolaan 

keuangan desa antara Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 tahun 2018 dengan temuan di Desa Waru 

Barat, maka penerapan pengelolaan keuangan desa di 

Desa Waru Barat untuk perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan 

keuangan desa di Desa Waru Barat telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018. 

4.2.2 Pembahasan 

Dari hasil analisis tabel perbandingan data diatas, maka 

peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru 

Barat 

Pemerintah Desa Waru Barat dalam proses 

perencanaan pengelolaan keuangan desa mengalami keterlambatan 

dalam menyampaikan RAPBDes kepada BPD, yaitu di akhir tahun 

di Bulan Desember tahun berjalan. Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 32 

ayat 3, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati 

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hal ini 

disebabkan karena Pemerintah Desa Waru Barat sangat kewalahan 

dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam menyusun 

RAPBDes. Dan hal itu juga berdampak pada terlambatnya 

penyampaian RAPBDes kepada BPD. 

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru 

Barat 

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa di Desa Waru Barat, untuk penggunaan biaya tak terduga 

tidak perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu karena tidak 

direncanakan secara rinci.  Jika ada biaya tak terduga, maka 

Pemerintah Desa akan menggunakan biaya tak terduga  tersebut 

dengan menggunakan biaya lainnya, setelah itu akan dirubah pada 
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saat perubahan APBDes  dengan menyesuaikan dengan 

pengeluaran yang sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 57 

ayat 1, Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun 

RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan 

kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. 

3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Waru Barat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 tahun 2018 Pasal 63 ayat 1, Penatausahaan keuangan 

dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan. Sedangkan di Desa Waru Barat untuk proses 

penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, 

akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti 

pembantu kaur keuangan dan Sekretaris Desa. Hal itu dilakukan 

guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap 

tugas menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya keterbukaan 

dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Jadi hal 

ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

tahun 2018. 

4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru 

Barat 
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Pada proses pelaporan dalam melaksanakan 

kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan 

keuangan desa di Desa Waru Barat, Kepala Desa menyampaikan 

laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati / 

Wali Kota melalui Camat.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 68 ayat 1. 

Secara teknis proses pelaporan keuangan desa telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018 pasal 68 ayat 2, Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa 

terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi 

kegiatan. Dimana Kepala Desa Waru Barat menyusun laporan 

dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada Bulan Juli tahun 

berjalan. Jadi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018.  

5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Waru Barat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 tahun 2018 pada proses pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa pasal 72 ayat 1, laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan 

kepada masyarakat melalui media informasi, baik secara tertulis 

ataupun melalui media informasi, misalnya di radio komunitas, 

papan pengumuman, dan lain sebagainya. Sedangkan di Desa Waru 
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Barat Pemerintah Desa tidak menyampaikan Laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada 

masyarakat desa melalui media informasi, akan tetapi penyampaian 

dilakukan di dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi 

anggaran yang biasanya dihadiri oleh perangkat desa, kepala dusun, 

BPD, Karang Taruna, dan perwakilan dari masyarakat desa.  

4.2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Islam 

Pentingnya dalam mengelolaBkeuanganBdesa dalam 

Al -Qurôan telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 

sebagaimana diterangkan pada bab sebelum-sebelumnya, bahwa 

dalam mengelola keuangan desa memiliki prinsip transparasi 

merupakan hal yang sangat penting. Transparasi merupakan 

keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah. Dalam hubungannya dengan islam, konsep 

transparasi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah 

SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 berikut : 

 ĊȴćȮĆȺĊøɆĆøǣ ĊǢćǪĊȮĆɆĊȱĆĀ ˀ ćȻɀćǤćøǪĊȭǠĆȥ ɂŋȶĆȆćȵ ąȰĆǱĆà ėĆƂĈâ ąȸĊɅĆǼĈǣ ĊȴćǪĊøȺĆøɅäĆǼĆǩ äĆíĈâ äɀćȺĆȵß ĆȸɅĈǾŉȱä ǠĆȾŊøɅĆà Ćˬ

 ĈȰĈȲĊȶćɆĊȱĆĀ ĊǢćǪĊȮĆɆĊȲĆøȥ ˀ ćŉʋä ćȼĆȶŉȲĆȝ ǠĆȶĆȭ ĆǢćǪĊȮĆɅ ĊþĆà ĄǢĈǩǠĆȭ ĆåĊĆи ĆɍĆĀ ˀ ĈüĊǼĆȞĊȱĈ˨ ĄǢĈǩǠĆȭ

 ŊȨĆĊƩä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĂĈǾŉȱä    ŊȨĆĊƩä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĂĈǾŉȱä ĆþǠĆȭ ĊþĈǚĆȥ ˀ ǠăǞĊøɆĆȉ ćȼĊȺĈȵ ĊȄĆǺĊǤĆøɅ ĆɍĆĀ ćȼŉǣĆî Ćŉʋä ĈȨŉǪĆøɆĊȱĆĀ

  äĀćǼĈȾĊȊĆǪĊȅäĆĀ ˀ ĈüĊǼĆȞĊȱĈ˨ ćȼŊɆĈȱĆĀ ĊȰĈȲĊȶćɆĊȲĆøȥ ĆɀćȽ ŉȰĈćƹ ĊþĆà ćȜɆĈȖĆǪĊȆĆɅ Ćɍ ĊĀĆà ǠăȦɆĈȞĆȑ ĊĀĆà ǠăȾɆĈȦĆȅ

 ĊĆƁ ĊþĈǚĆȥ ̓ ĊȴćȮĈȱǠĆǱĈî ĊȸĈȵ ĈȸĊɅĆǼɆĈȾĆȉ ĆȸĈȵ ĆþĊɀĆȑĊȀĆøǩ ĊȸŉĈư ĈþĆ˩ĆàĆȀĊȵäĆĀ ĄȰćǱĆȀĆøȥ ĈĊƙĆȲćǱĆî Ć˫ɀćȮĆɅ 
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  ǠĆȵ äĆíĈâ ćÞäĆǼĆȾŊȊȱä ĆåĊĆи ĆɍĆĀ ˀ ėāĆȀĊǹćĊɉä ǠĆćƵäĆǼĊǵĈâ ĆȀĈĉȭĆǾćǪĆøȥ ǠĆćƵäĆǼĊǵĈâ ŉȰĈȒĆǩ ĊþĆà ĈÞäĆǼĆȾŊȊȱä

 ėĆƂĈâ äăƘĈǤĆȭ ĊĀĆà äăƘĈȢĆȍ ćȻɀćǤćøǪĊȮĆǩ ĊþĆà äɀćȵĆǖĊȆĆǩ ĆɍĆĀ ˀ äɀćȝćì    Ĉŉʋä ĆǼĊȺĈȝ ćȔĆȆĊȩĆà ĊȴćȮĈȱėĆí ˀ ĈȼĈȲĆǱĆà

  ĊȴćȮĆȺĊøɆĆøǣ ǠĆĆŒĀćȀɅĈǼćǩ ăæĆȀĈȑǠĆǵ ăæĆîǠĆĈƟ ĆþɀćȮĆǩ ĊþĆà ŉɍĈâ ̓ äɀćǣĆ˩ĊȀĆøǩ ŉɍĆà ėĆƅĊìĆàĆĀ ĈæĆìǠĆȾŉȊȲĈȱ ćýĆɀĊøȩĆàĆĀ

 ĆɍĆĀ ˀ ĊȴćǪĊȞĆøɅǠĆǤĆøǩ äĆíĈâ äĀćǼĈȾĊȉĆàĆĀ ̔ ǠĆȽɀćǤćøǪĊȮĆǩ ŉɍĆà ĄêǠĆȺćǱ ĊȴćȮĊɆĆȲĆȝ ĆȄĊɆĆȲĆøȥ  ĆɍĆĀ ĄǢĈǩǠĆȭ ŉîǠĆȒćɅ 

 ąÞĊɄĆȉ ĈĉȰćȮĈǣ ćŉʋäĆĀ ̔ ćŉʋä ćȴćȮćȶĈĉȲĆȞćøɅĆĀ ̓ Ćŉʋä äɀćȪŉøǩäĆĀ ̔ ĊȴćȮĈǣ ĄúɀćȆćȥ ćȼŉȹĈǚĆȥ äɀćȲĆȞĊȦĆøǩ ĊþĈâĆĀ ˀ ĄǼɆĈȾĆȉ  

 ĄȴɆĈȲĆȝ 

  Artinya : ñHaiBorang-orangByangBberiman, 

apabilaBkamu bermu'amalah tidak secaraBtunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklahBkamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, 

dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apaByang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepadaBAllahBTuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpunBdaripadaBhutangnya. Jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. BDan persaksikanlah dengan dua 

orang saksiBdariBorang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi ituBenggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulisBhutangBitu, baik 

kecil maupun besarBsampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikianBitu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 

itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamuBtidakBmenulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjualBbeli, dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal ituBadalahBsuatuBkefasikan 

pada dirimu. Dan bertakwalah kepadaBAllah, Allah mengajarmu, 

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatuò (Gunawan, 2014). 
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Dari ayat diatas diperoleh bahwa transparasi dalam ranah 

pemerintah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan di 

pantau oleh masyarakat. TransparasiBakan menciptakan 

pemerintahan yangBbersih, akuntabel, efektif, efisien, dan 

responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, 

karenaBtransparasiBsangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepercayaan kinerja pemerintah terhadap masyarakat. 

SelainBitu, nilai transparasi sangat menuntut nilai-

nilaiBkejujuran atas setiap informasi. Berkaitandengan kejujuran, 

dalam Al-Qurôan Surat Al-Israô Ayat 35 dinyatakan : 

  äɀćȹĈïĆĀ ĊȴćǪĊȲĈȭ äĆíĈâ ĆȰĊɆĆȮĊȱä äɀćȥĊĀĆàĆĀ  ĄĊƘĆǹ ĆȬĈȱėĆí ˀ ĈȴɆĈȪĆǪĊȆćȶĊȱä ĈðǠĆȖĊȆĈȪĊȱĈ˨

 ăɎɅĈĀĊĆе ćȸĆȆĊǵĆàĆĀ 

Artinya : ñDanBsempurnakanlahBtakaranBapabila 

kamu menakar, dan timbanglah denganBneracaByangBbenar. 

ItulahByangBlebihButama (bagimu) danBlebih baik akibatnyaò 

(Gunawan, 2014). 

Dari ayat diatas Allah berfirman hendaklah kamu 

sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan 

janganlahBkamuBberlaku curang dalam takaranmu untuk 

menambah keuntunganBdanBkerugianBorangBlain, demikian 

pula kamuBharusBberlaku jujur dan adil jika menimbang dengan 

menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian 

itu adalah lebihBbaikBbagiBkamu di dunia maupun di akhirat. 
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Nilai kejujuran, transparasi (keterbukaan) kepada public dapatBdi 

buktikanBatauBdi nilaiBdari kecakapan dalam berkomunikasi 

agarBpihak pihak yang membutuhkan informasi merasa mudah 

untuk membaca dan memahami maksud dari isi 

pemberiBinformasi. Karena dengan adanya kontribusi antara 

kecakapan dan kejujuran berkomunikasi maka informasi yang 

disajikan akan cepat dan tepat untuk dimengerti oleh 

penggunanya.  

Dapat disimpulkan dari dua ayat diatas, bahwa 

dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan suatu sikap 

berupa jujur, adil, dan transaparansi. Artinya Pemerintah Desa 

harus dapat mempertanggungjawabkan atas setiap kinerja atau 

tindakan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk diminta 

keterangan akan pertanggungjawaban dan dapat terbuka dalam 

semua informasi di kegiatan-kegiatan mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Dimana sifat jujur dan adil itu merupakan suatu 

kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW yaitu Shiddiq, Amanah, 

Tabligh, dan Fathanah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pengelolaan keuangan desabmerupakan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,bpenatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh sebab itu, di setiap tahapan proses 

pengelolaan keuangan desa mempunyai berbagai aturan yang harus dipahami 

dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudahBditentukan. 

Sehingga Pemerintah Desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan 

keuangan, uraian tugas, bagan alur, serta kriteria yang menjadi acuan dalam 

kegiatanBpengelolaanBkeuanganBdesa. Selain untuk dapat melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa denganbbaik,tmakatjugatperlu didukung oleh 

SDM yang komponen danBberkualitas,BsertaBsistemBdan prosedur 

keuangan yang memadai. 

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan mengenai penerapan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 serta analisis yang telah 

diuraikan pada bab IV, penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018, dimana rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati 

bersama dengan BPD pada bulan Desember. Sedangkan pada Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018  dijelaskan bahwa 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling 

lambat bulan Oktober tahun berjalan.  

2. Pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018, dimana di Desa Waru Barat untuk penggunaan biaya tak terduga 

tidak perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu karena tidak direncanakan 

secara rinci. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018 tahap pelaksanaan di Desa Waru Barat dikatakan tidak 

sesuai. 

3. Pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru 

Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

tahun 2018, hal ini dikarenakan untuk proses penatausahaannya di Desa 

Waru Barat tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi juga 

dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti pembantu kaur keuangan 

dan Sekretaris Desa. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan 

dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 

tahap penatausahaan di Desa Waru Barat dikatakan tidak sesuai. 

4. Pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat 

telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2018. Dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan 
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APBDes semester pertama kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat. 

Dimana Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama di Desa Waru 

Barat disampaikan pada Bulan Juli tahun berjalan. Maka berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tahap pelaporan di 

Desa Waru Barat sudah dapat dikatakan sesuai. 

5. Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa 

Waru Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 tahun 2018, dimana Pemerintah Desa Waru Barat tidak menyampaikan 

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

kepada masyarakat desa melalui media informasi. Sedangkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018  dijelaskan bahwa 

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis 

yang telah diuraikan pada bab IV, kemudian penjelasan pada bab-bab 

sebelumnya, penulis menyarankan : 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali secara detail terkait 

dengan penerapan pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 . 

2. Diharapkan dapat menggali lebih detail terkait dengan hal apa saja yang 

mengalami perubahan secara menyeluruh, bukan hanya tugas dari 

perangkat desa, tetapi juga mencakup semua aspek yang ada didalamnya, 
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seperti pengelolaan keuangannya dan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menanyakan lebih luas terkait 

masalah apa saja yang ada, bukan hanya dari proses pengelolaan 

keuangannya tetapi kesemua tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 . 
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Lampiran 1: Transkip Wawancara 

Nama Narasumber : Abdussalam Ramli 

Jabatan / Tugas : Kepala Desa 

Hari / Tanggal : Senin, 05 April 2021 

Jam   : 09:35 Wib 

Tempat  : Kantor Balai Desa 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Apakah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan ? 

 

Iya mbak benar sekali, untuk itu Pak 

Hasan selaku Sekretaris Desa dalam 

menyusun RAPBDes berdasarkan 

RKPDesa tahun berkenaan, itu juga 

sesuai dengan hmmé pengajuan dari 

Kasi dan Kaur yang sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing, dan juga 

disertai dengan RKPDesa tahun 

berikutnya mbak.  

PRN 1 

2 Apakah Sekretaris 

Desa menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa ? 

 

Hem.. iya mbak untuk Sekretaris Desa 

menyampaikan APBDes atau 

RAPBDes kepada Kepala Desa. Jadi 

masing-masing Kepala Seksi dan 

Kepala Urusan itu mengajukan 

rancangan yang sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing  kepada 

Sekretaris Desa, nah setelah itu baru 

bisa membuat RAPBDes yang 

kemudian diajukan. 

PRN 2 

3 Apakah RAPBDes 

dibahas dan 

disepakati bersama 

dengan BPD ? 

Iya, memang saya selaku Kepala Desa 

itu selalu konfirmasi dengan BPD. 

Minimal dengan Ketua BPD mbak, 

terutama masalah RAPBDes, itu setelah 

kami susun mbak, sesuai dengan RKP 

dan juga sesuai dengan tupoksinya 

masing-masing dari Kepala Seksi dan 

Kepala Urusan, itu untuk RAPBDes 

kami ajukan ke BPD, kemudian 

dimusyawarahkan oleh BPD, semua 

BPD, sendiri. Kemudian setelah 

dimusyawarahkan itu BPD minta 

PRN 3 



 
 

 
 

laporan atau minta pertanggungjawaban 

dari Pemerintah Desa untuk dirembuk 

Bersama dengan BPD.  

4 Bagaimana prosedur 

yang berlaku apabila 

RAPBDes tidak 

disetujui ? 

Hem.. selama saya jadi Kepala Desa 

belum pernah saya yang membuat 

RAPBDes yang tidak disetujui oleh 

BPD. Tetapi jika ada tidak ada 

persetujuan, itu kita musyawarah 

Bersama, ada perubahan, mungkin ada 

beberapa point dan beberapa item yang 

harus dirubah karena tidak disetujui 

oleh BPD. 

PRN 4 

5 Apakah RAPBDes 

yang sudah dibahas 

dan disepakati 

Bersama BPD, 

disampaikan kepada 

Bupati ? 

Betul mbak. Jadi RAPBDes 

sebelumnya kami sampaikan ke BPD 

semuanya, kemudian disidangkan, dan 

disitulah bertemu dengan semua BPD 

dan ketemu satu risalah. Nah setelah 

ada risalah, itu dimusyawarahkan 

dengan Pemerintah Desa, kemudian 

setelah ada kesepakatan antara 

Pemerintah Desa dan BPD, maka boleh 

dikatakan persetujuan BPD, itu baru 

kita naikkan ke Bupati lewat Bapak 

Camat. Nah untuk sekarang ini Bapak 

Camat itu selaku hem.. Bupati yang 

diberi mandat untuk mengevaluasi 

RAPBDes itu sendiri mbak. 

PRN 5 

6 Berapa lama Bupati 

memberikan hasil 

evaluasi RAPBDes ? 

Untuk evaluasi RAPBDes, Bupati 

sendiri itu cuman mengesahkan mbak. 

Jadi ya Pak Camat selaku Kepala 

Wilayah Kecamatan, itu akan 

mengevaluasi semua RAPBDes yang 

dibuat oleh Pemerintah Desa yang 

sudah mendapat persetujuan BPD, 

kemudian ituédimintakan pengesahan 

oleh Bapak Bupati.  

PRN 6 

7 Berapa lama Camat 

menetapkan hasil 

evaluasi ? 

Hemé untuk Bapak Camat 

menyampaikan hasil evaluasi, itu 

setelah ada penelitian dan konfirmasi 

dari Pemerintah Desa, setelah di iya kan 

itu baru dikirim ke Bapak Bupati. 

Hem.. biasanmya cepat kok mbak, ndak 

sampek 15 hari. 

PRN 7 

8 Apabila Camat 

menyampaikan hasil 

evaluasi RAPBDes 

Ah untuk Bapak Camat, setelah 

mengevaluasi RAPBDes ke Pemerintah 

Desa, itu ada konfirmasi dari Pak 

PRN 8 



 
 

 
 

kepada Kepala Desa, 

berapa lama Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali RAPBDes ? 

Camat pada Pemerintah Desa. 

Kemudian Kepala Desa memberikan 

konfirmasi kepada semua Kasi dan 

Kaur untuk dipelajari lagi, kemudian 

disesuaikan dengan apa yang menjadi 

tugas pokok dan fungsinya masing-

masing, sehingga ada persetujuan dari 

BPD, dan kemudian di evaluasi oleh 

Bapak Camat kembali. Dan biasanya 

ndak sampek 10 hari kok mbak, kita 

ngadain rapat kembali.  

9 Bagaimana tindak 

lanjut Camat apabila 

Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil 

evluasi RAPBDes 

sampai batas 

waktunya ? 

Eeh.. untuk Pemerintah Desa, setelah 

Bapak Camat untuk menindaklanjuti, 

segera menindaklanjuti, itu dari 

Pemerintah Desa sendiri segera 

menindaklanjuti apa yang menjadi 

saran dan pesan dari Bapak Camat, 

sehingga dievaluasi sesuai dengan 

peraturan yang ada, kemudian di sah 

kan oleh Bupati. Semisal Kepala Desa 

berhalangan ya untuk menindaklanjuti 

hasil evaluasi tapi tetap menetapkan 

Perdes itu, maka ya peraturan itu nanti 

batal ya mbak, kita mengikuti peraturan 

yang sudah ada.  

PRN 9 

10 Jika Peraturan Desa 

batal, apakah hal itu 

akan menyatakan 

berlakunya pagu 

APBDes tahun 

anggaran sebelumnya 

? 

Untuk selama saya menjadi Kepala 

Desa, itu untuk Peraturan Desa tetap 

berlaku mbak, sesuai dengan aturan dan 

peraturan yang berlaku, karena itu 

peraturan desa ada yang membuat tidak 

hanya Kepala Desa sendiri, itu kan 

mendapat persetujuan dari BPD, dan 

merupakan usulan dari masing-masing 

Kepala Urusan dan Kepala Seksi.  

PRN 10 

11 Bagaimana proses 

perencanaan 

APBDes di Desa 

Waru Barat ? 

Untuk perencanaan APBDes, hem.. 

saya selaku Kepala Desa 

mengumpulkan semua Kasi dan Kaur 

untuk mengajukan itu hem.. rencana 

pembangunan sesuai dengan tupoksinya 

masing-masing, sehingga nanti kami 

Kepala Desa tinggal koordinasi dengan 

Bapak Sekretaris Desa dan membuat 

RAPBDes. 

PRN 11 

 

 



 
 

 
 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Berasal dari mana 

saja penerimaan dan 

pengeluaran Desa 

Waru Barat ? 

 

Untuk penerimaan di Desa Waru Barat, 

itu terdiri dari yang pertama PAD, itu 

anggaran desa asli, kemudian yang 

kedua DD, itu dana desa, itu yang 

terdiri dari atau berasal dari pusat, 

kemudian ADD dari Kabupaten, 

kemudian hem.. pengembalian pajak 

dan retribusi dari Kabupaten, dan lain-

lain yang sah. Untuk pengeluaran, itu 

sesuai dengan tupoksinya dari masing-

masing Kepala Urusan dan Kepala 

Seksi, utamanya pembangunan 

kemasyarakatan dan pembangunan 

infrastruktur di Desa Waru Barat. Jadi 

ya semuanya penerimaan itu sudah 

tertera ya mbak di dalam Peraturan 

Desa. 

PLK 1 

2 Apakah semua 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

desa dilakukan 

melalui rekening kas 

desa?  

Hem.. iya mbak. Untuk penerimaan di 

desa itu semuanya itu melalui transferan 

mbak. Kecuali PAD, itu baik dari DD, 

ADD, maupun pengembalian pajak dan 

retribusi dari Kabupaten Pamekasan, itu 

melalui rekening semua. Kemudian 

untuk pengambilan itu harus disertai 

dengan SPP dan RAB. 

PLK 2 

3 Apakah bukti 

penerimaan desa dan 

pengeluaran desa 

dilengkapi dengan 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Iya mbak itu mesti. Jadi ya setiap ada 

penerimaan dan pengeluaran di desa, 

harus disertai dengan bukti yang 

lengkap dan sah mbak.  

PLK 3 

4 Berupa apa saja 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Hem.. untuk bukti yang sah sebagai 

pengeluaran dari desa, itu kalau kita 

berbelanja, itu akan mendapatkan 

kwitansi atau nota. Kemudian kalua kita 

mengumpulkan orang atau masyarakat 

dalam suatu rapat, itu kita harus 

mempunyai daftar hadir, lalu kita juga 

harus mempunyai nota catering, dan itu 

harus ada bukti dari nota catering mbak, 

karena dari masing-masing pengeluaran 

itu ada nominalnya atau pagunya mbak. 

PLK 4 

5 Bagaimana 

mekanisme 

Untuk pendanaan, itu dari masing-

masing pelaksana kegiatan, membuat 

PLK 5 



 
 

 
 

pengajuan 

pendanaan oleh 

Pelaksana Kegiatan 

? 

Rencana Anggaran Belanja atau RAB, 

dan SPP, kemudian diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa dan di sah kan oleh 

Kepala Desa. 

6 Apakah SPP boleh 

dilakukan sebelum 

barang dan jasa 

dierima ? 

Untuk SPP itu kami serahkan, 

kemudian kami mendapatkan barang 

yang sesuai dengan SPP, berapa 

harganya, berapa barangnya, itu ada 

surat penerimaan tersendiri dan ada 

kwitansinya. Nah kalau untuk 

barangnya itu sudah diatur ya mbak, ada 

banyak sekali itu.  

PLK 6 

7 Pengajuan Surat 

Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

berupa apa saja ? 

Untuk permintaan surat pembayaran itu 

berupa itu mbak RAB dan SPP mbak. 

PLK 7 

8 Apabila pelaksana 

kegiatan 

mengajukan SPP, 

apa yang dilakukan 

oleh Sekretaris Desa 

? 

Untuk Sekretaris Desa, setelah dari 

masing-masing kegiatan itu, Sekretaris 

Desa mempunyai kewajiban untuk 

verifikasi atau mencocokkan kebenaran 

dari kegiatan itu sendiri. 

PLK 8 

9 Kapan Kaur 

Keuangan 

melakukan 

pembayaran atas 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)? 

Hem.. untuk Kaur Keuangan itu bisa 

membayarkan kepada kegiatan itu 

setelah ada tanda tangan ya mbaké 

yang pertama dari masing-masing 

kegiatan, kemudian oleh Sekretaris 

Desa di verfikasi, lalu disah kan oleh 

Kepala Desa, lalu setelah itu ke Kaur 

Keuangan mbak.  

PLK 9 

10 Bagaimana prosedur 

yang berlaku, jika 

ada biaya yang tak 

terduga saat 

melakukan 

kegiatan? 

Hem.. kalau mungkin terjadi anggaran 

tak terduga, karena di Undang-Undang 

itu anggaran tak terduga hanyalah untuk 

kebencanaan, khusus. Kemudian dari 

masing-masing Kepala Seksi, 

barangkali ada perubahan itu akan 

dirubah nanti sesuai dengan kebutuhan.  

PLK 10 

 

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 

penatausahaan 

APBDes ? 

Iya untuk pihak-pihak yang terlibat 

dalam penatausahaan dalam APBDes 

itu ada semua Kasi, Sekretaris Desa, 

Kepala Desa, dan termasuk Kaur 

Keuangan Desa, itu dan disetujui oleh 

PNT 1 



 
 

 
 

BPD. Seperti itu mbak. Itu dilakukan 

agar dapat meringankan tugas dari 

Kaur Keuangan yang juga merangkap 

tugas menjadi Operator Siskeudes 

mbak, dan agar ada keterbukaan gitu 

loh mbak dalam proses penatausahaan 

pengelolaan keuangan desa 

2 Kapan Kaur Keuangan 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

keuangan kepada 

Kepala Desa ? 

Kaur Keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan 

k,epada Kepala Desa itu diadakan 

setiap akhir bulan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya kepada 

Kepala Desa mengenai pencatatan,nya 

mbak, itu setiap bulannya dilakukan 

oleh Kaur Keuangan.   

PNT 2 

3 Dokumen apa saja 

yang digunakan Kaur 

Keuangan dalam 

melakukan 

penatausahaan 

keuangan ? 

Kalau itu sesuai dengan tugasnya 

mbak, itu menggunakan buku BKU 

atau Buku Kas umum, kemudian Buku 

Pembantu, kemudian Buku Pembantu 

Pajak, dan kemudian untuk rekening 

desa mbak.  

PNT 3 

4 Apakah bukti transaksi 

penerimaan dan 

pengeluaran 

diarsipkan oleh Kaur 

Keuangan ? 

Hem.. baik untuk transaksi 

pengeluaran dan penerimaan, khusus 

untuk transaksi pengeluaran itu 

memang diarsipkan oleh Pemerintah 

Desa khususnya Kaur Keuangan. Tapi 

untuk penerimaan, karena itu 

kebanyakan dari DD, ADD, maupun 

pengembalian pajak dan retribusi, itu 

adalah transfer yang berada di BPD, 

maka kami tidak atau tidak ada arsip 

untuk penerimaan. Tapi untuk 

pengeluaran, memang saya arsipkan 

mbak. 

PNT 4 

 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

penyusunan laporan 

realisasi APBDes ? 

Untuk penyusunan proses APBDes itu 

setiap tahun diadakan oleh Kaur 

Keuangan kita, itu adalah sesuai dengan 

pengeluaran dari masing-masing Kepala 

Seksi dan Kepala Urusan, kemudian 

kita buat rekapitulasi yang akan 

disampaikan kepada BPD, kemudian 

dikirim ke Bapak Bupati lewat Bapak 

PLP 1 



 
 

 
 

Camat. 

2 Disampaikan kepada 

siapa saja laporan 

realisasi APBDes 

disampaikan ? 

Untuk laporan APBDes disampaikan 

kepada BPD Desa Waru Barat lalu 

Bapak Camat, kemudian Bapak Bupati 

juga lewat Camat. Dan juga di 

sampaikan ke perwakilan dari 

masyarakat di forum tertentu. 

PLP 2 

3 Apa saja laporan 

yang terdapat dalam 

realisasi APBDes ? 

Hem.. yang ka,mi laporkan dalam 

APBDes itu adalah semua kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masing-masing 

Kepala Seksi dan Kepala Urusan 

dibidang pemerintahan maupun 

dibidang kemasyarakatan. 

PLP 3 

 

 

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Untuk laporan pertanggungjawaban, 

itu dilaksanakan pada menurut 

peraturan akhir tahun, kepada Bupati 

lewat Camat, dan setelah itu kita 

musyawarahkan dengan BPD. 

PTJ 1 

2 Terdiri dari apa saja isi 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDes ? 

Isi laporan realisasi APBDes itu terdiri 

dari semua kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan, 

kemudian dilaporkan ke Bupati lewat 

Camat di setiap setahun sekali pada 

akhir tahun, iya itu ditetapkan dengan 

peraturan desa ya mbak, kemudian 

untuk laporan pertanggungjawaban itu 

dilampiri dengan laporan keuangan 

yang terdiri atas laporan realisasi APB 

Desa dan itu mbak catatan atas laporan 

keuangan. Trus laporan realisasi 

kegiatan, dan itu lagi daftar program 

sektoral, dan daerah dan program 

lainnya yang pokoknya masuk ke 

Desa. Iya semuanya itu telah diatur 

oleh peraturan Bupati mbak. 

PTJ 2 

3 Apakah Pemerintah 

Desa sudah 

menyampaikan 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes 

melalui media tertentu 

Hem.. Itu biasanya di sampaikan di 

rapat laporan pertanggungjawaban 

realisasi anggaran mbak. Dan yang 

disampaikan di forum itu ya itu mbak 

terdiri dari laporan realisasi kegiatan, 

laporan realisasi APBDesa, dan sisa 

PTJ 3 



 
 

 
 

? anggaran. Kalau lewat media belum 

mbak. 

4 Apa saja media yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

laporan realisasi 

APBDes ? 

Untuk sampai saat ini belum ada 

mbak, baik papan pengumuman itu 

belum ada. Akan tetapi insyaallah 

nanti di tahun-tahun berikutnya akan 

kami adakan mbak. 

PTJ 4 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama Narasumber : Moh Hasan, S.Pd 

Jabatan / Tugas : Sekretaris Desa 

Hari / Tanggal : Selasa, 06 April 2021 

Jam   : 08:45 Wib 

Tempat  : Kantor Balai Desa 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Apakah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan ? 

 

Iya jelas itu mbak.. saya sebagai 

Sekretaris menyusun dari RPJM kita 

ambil, dari RPJM kita jabarkan buat 

jadi RKPDes, habis itu kita tuangkan 

ke APBDes, seperti itu. Pokoknya 

untuk APBDes itu dirancang sesuai 

RKPDes, dan RKPDes itu kita susun 

bareng Lembaga desa dan unsur 

masyarakat, ada Kepala Dusun, LPMD, 

Karang Taruna, PKK, dan tokoh agama 

juga mbak.  

PRN 1 

2 Apakah Sekretaris 

Desa menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa ? 

Oh iya mbak. Pastinya saya 

menyampaikan ke Kepala Desa mbak. 

PRN 2 

3 Apakah RAPBDes 

dibahas dan 

disepakati bersama 

dengan BPD ? 

Kalau itu pasti iya. Jadi setelah 

Musrenbangdes kita susun RAPBDes 

nya, disitu kita serahkan ke BPD. Dari 

BPD nanti kita disidang. Misalkan, ñini 

pengeluaran ini buat apa ya ?ò, jadi kita 

ada diskusi disitu mbak. Kalau dari 

pihak BPD udah setuju, nanti dia 

ngasih SK atau Surat Keputusan bahwa 

sudah disetujui. Nah baru kita bentuk 

APBDes nya dan ditanda tangani oleh 

Kepala Desa, seperti itu. Dan kita baru 

selesai bikin RAPBDes yang disahkan 

BPD dan dapat SK BPD itu bulan 

Desember mbak. Kita mengalami 

keterlambatan karena kita kewalahan 

dalam melaksanakan kegiatan mbak, 

sehingga terlambat dalam menyusun 

RAPBDes.  

PRN 3 

4 Bagaimana prosedur Sementara belum pernah. Namun PRN 4 



 
 

 
 

yang berlaku apabila 

RAPBDes tidak 

disetujui ? 

kalaupun terjadi, pasti ada evaluasi 

terlebih dahulu mbak.  

5 Apakah RAPBDes 

yang sudah dibahas 

dan disepakati 

Bersama BPD, 

disampaikan kepada 

Bupati ? 

Iya melalui Camat, jadi itu waktunya 

kemarin cuman selang 1 hari aja mbak, 

jadi langsung kita sampaikan. Jadi 

prosesnya itu setelah nanti dapat 

persetujuan BPD, kita ajukan ke 

Kecamatan, nanti dari Camat dikoreksi, 

kira-kira disetujui apa enggak. Ketika 

sudah, kita susun lagi tuh yang udah 

disetujui sama Camat, baru diserahkan 

ke Bupati lewat PMD. PMD itu dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

seperti itu, melalui Camat ke Bupati.  

PRN 5 

6 Berapa lama Bupati 

memberikan hasil 

evaluasi RAPBDes ? 

Sekarang itu yang mengevaluasi, malah 

Camat mbak bukan Bupati. Bupati 

hanya mengesahkan saja, seperti itu. 

Tapi ya kalau semisal Bupati tidak 

memberikan hasil evaluasi, ya berarti 

peraturan itu berlaku dengan sendirinya 

mbak, sudah tidak ada yang perlu di 

evaluasi lagi, karena kan udah 

dievaluasi sama Bapak Camat mbak.  

PRN 6 

7 Berapa lama Camat 

menetapkan hasil 

evaluasi ? 

Biasanya 14 hari mbak, 14 hari dari 

kita menyerahkan, seperti itu mbak.  

PRN 7 

8 Apabila Camat 

menyampaikan hasil 

evaluasi RAPBDes 

kepada Kepala Desa, 

berapa lama Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali RAPBDes ? 

Kalau disini saya belum pernah 

mengalami kayak gitu mbak. Jadi 

kemarin kita ngajuin, tinggal nunggu, 

dapat nomor SK Camat, kita ajukan. 

Tapi kalau di Permendagri 20 hari 

kalau enggak salah ya, tapi saya belum 

pernah mengalami kayak gitu mbak. 

Tapi biasanya langsung disetujui kok 

heheé paling cuman ditanyak aja, 

misalkan ñini maksudnya apa, 

pengeluaran segini ?ò, nanti kalau kita 

jelaskan, terus ñoh yaudah gapapaò, 

gitu.. jadi gak pernah dikembaliin lagi, 

enggak pernah mbak.  

PRN 8 

9 Bagaimana tindak 

lanjut Camat apabila 

Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil 

evluasi RAPBDes 

Belum pernah mbak Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil evaluasi dari 

Camat, mesti kalau ada yang perlu 

dievaluasi, langsung kita rapat mbak, 

seperti itu. 

PRN 9 



 
 

 
 

sampai batas 

waktunya ? 

10 Jika Peraturan Desa 

batal, apakah hal itu 

akan menyatakan 

berlakunya pagu 

APBDes tahun 

anggaran sebelumnya 

? 

Oh kalau pembatalan itu, nanti 

peraturan desa itu ya akan dicabut 

mbak sama Kepala Desa tetapi itu juga 

bersama BPD ya mbak, jadi pakai 

APBDes tahun sebelumnya. Tapi disini 

alhamdulillah pasti disetujui walaupun 

ada beberapa revisi sedikit, kayak gitu 

mbak.. ya kalau pun harus batal, ya kita 

mengikuti peraturan trus untuk 

pengeluarannya, ya cuman untuk 

operasional Pemerintah D,esa saja 

mbak, seperti itu.  

PRN 10 

11 Bagaimana proses 

perencanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Kalau prosesnya kita minta Kasie dan 

Kaur. Jadi masing-masing Kasie dan 

Kaur nanti mereka merenca,nakan a,pa 

aja kegiatannya, mereka 

menyampaikan RAB nya, seperti itu. 

Habis itu nanti saya sharing bagaimana 

kira-kira dana ini, cukup enggak buat 

mengalokasikan semua kegiatan itu. 

Kalau enggak, nanti kita diskusikan 

lagi  ñBapak ini duitnya kurangò, 

misalnya kayak gitu. Disitu nanti kita 

ada Musdes, Musrenbangdes, nah 

disitu kita melibatkan Kepala Dusun, 

Karang Taruna, BPD, dan perwakilan 

dari masyarakat, seperti itu. Jadi nanti 

kalau RAPBDes sudah selesai, kita 

share ke masyarakat, jadi seperti ini, eh 

jadi seperti ini RKP kita, masih mau 

ada perubahan apa enggak ? kalau 

enggak, kita APBDes kan, seperti itu 

mbak.  

PRN 11 

 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No ,Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Berasal dari mana 

saja penerimaan dan 

pengelu,aran Desa 

Waru Barat ? 

Kalau penerimaan itu, transfer-transfer 

sama PAD. Transfer itu ada dana desa, 

alokasi dana desa. Habis itu nanti ada 

pengeluaran, pengeluarannya itu terdiri 

dari 4, penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan, sama 

PLK 1 



 
 

 
 

pemberdayaan, seperti itu mbak. 

2 Apakah, semua 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

desa dilakukan 

melalui rekening kas 

desa?  

Iya mbak benar. Semua penerimaan dan 

pengeluaran dari rekening kas desa 

mbak, terus ada pengesahan dari Kepala 

Desa dan Sekretaris Desa, baru bisa 

dicairkan oleh Kaur Keuangan, seperti 

itu mbak.  

PLK 2 

3 Apakah bukti 

penerimaan desa 

dan pengeluaran 

desa dilengkapi 

dengan bukti yang 

lengkap dan sah ? 

Iya mbak tentu benar. Jadi harus ada 

bukti yang lengkap dan sah, baik untuk 

penerimaan dan pengeluaran desa mbak. 

PLK 3 

4 Berupa apa saja 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Hem kalau pengeluaran itu nanti 

buktinya ada kwitansi, masing-masing 

tergantung pengeluarannya itu apa, 

misalkan buat konsumsi, itu berarti 

harus ada undangannya, terus daftar 

hadir, sama nota konsumsi. Kalau 

misalkan beli belanja barang-barang ya 

itu tinggal ada nota mbak. 

PLK 4 

5 Bagaimana 

mekanisme 

pengajuan 

pendanaan oleh 

Pelaksana Kegiatan 

? 

Kalau Tim Pelaksana Kegiatan itu kan 

dibentuk sama Tim Pelaksana Kegiatan 

masing-masing kegiatan tadi, jadi ya 

lewat, misalkan saya Kasie 

Kesejahteraan, saya pengen bangun 

jalan di Dusun A, saya masuk ke Tim 

Pelaksana Kegiatan kan mbak, nah nanti 

lewat saya itulah uang itu bisa turun. 

Jadi saya yang ada di Tim Pelaksana 

Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayak 

tadi, SPP diverifikasi Sekretaris Desa 

dan disetujui oleh Kepala Desa, dan 

dicairkan oleh ,Kaur Keuangan, seperti 

itu mbak.  

PLK 5 

6 Apakah SPP boleh 

dilakukan sebelum 

barang dan jasa 

dierima ? 

Kalau kita ada 2 tipe SPP mbak, SPP 

Panjar dan SPP Definitif. Kalau SPP 

Panjar itu uang keluar terlebih dahulu 

baru ada barang atau kegiatan dan baru 

dibuatkan SPJ dan SPPnya, dan kalau 

satunya SPP Definitif itu ada kegiatan 

dan barang dulu baru dibuat SPJ dan 

SPP nya ya mbak. 

PLK 6 

7 Pengajuan Surat 

Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

Hem.. Surat Permintaan Pembayaran itu 

harus ada bukti transaksinya mbak, itu 

pasti mbak, trus ada laporan 

PLK 7 



 
 

 
 

berupa apa saja ? pertanggungjawaban juga, terus RAB 

nya juga, seperti itu mbak. Oh ya sama 

itu lagi mbak bukti penerimaan 

barang/jasa di tempat, dan pernyataan 

tanggung jawab belanja.  

8 Apabila pelaksana 

kegiatan 

mengajukan SPP, 

apa yang dilakukan 

oleh Sekretaris Desa 

? 

Sekretaris itu nanti melakukan verifikasi 

mbak. Kalau verifikasi itu ngelihat, kira-

kira barangnya yang mau dibeli itu 

kayak apa, terus dilihat RAB nya, 

pokoknya kelengkapan itu dilihat, 

kemudian lihat RAB, misalkan belinya 

berapa volumenya, ,per item tuh berapa 

harganya, pasti kita lihat. Tapi biasanya 

kita langsung setuju karena SPP itu kan 

sama dengan RAB yang diajukan ketika 

mengajukan APBDes yang lalu, kayak 

gitu.  

PLK 8 

9 Kapan Kaur 

Keuangan 

melakukan 

pembayaran atas 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)? 

Ya kalau sudah ada persetujuan dari 

Kepala Desa dan sudah diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa mbak. Kalau Kaur 

Keuangan menyimpan uang untuk 

kebutuhan operasional itu tentu boleh 

sekali mbak, asal jumlahnya tidak 

melebihi 20 juta, iya mbak gitu.. hem 

terus ya itu kan dari peraturannya sana 

tidak boleh melebihi 20 juta mbak, tapi 

lupa ya peraturannya nomor berapa 

soalnya kami cuman ngikutin saran dari 

Kabupaten sama Inspektorat mbak. Oh 

kalau itu ya Kaur Keuangan 

menyetorkan pajak lewat KPP Pratama 

mbak, seperti itu.  

PLK 9 

10 Bagaimana prosedur 

yang berlaku, jika 

ada biaya yang tak 

terduga saat 

melakukan 

kegiatan? 

Yah ada, kadang ada biaya tak terduga 

gitu mbak. Ketika ada, nanti kita 

mungkin pakai dulu dengan biaya yang 

lainnya, habis itu nanti di perubahan 

APBDes Bulan Juli kita ubah sesuai 

dengan pengeluaran yang asli. Seperti 

itu mbak.  

PLK 10 

 

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 

penatausahaan 

Kalau yang berperan, hem.. saya terus 

pembantu Kaur Keuangan dan Kaur 

Keuangan yang juga berperan sebagai 

PNT 1 



 
 

 
 

APBDes ? operator siskeudes. Dan sebenarnya 

pelaksana kegiatan pun juga ikut 

penatausahaan, karena dia nanti harus 

memberikan LPJ kan, seperti itu ya 

mbak. 

2 Kapan Kaur Keuangan 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

keuangan kepada 

Kepala Desa ? 

Sebulan sekali ya mbak. Cuman 

sementara ya, cuman kadang-kadang 

mungkin enggak, enggak resmi sih, 

seperti ñPak, uangnya tinggal seginiò 

enggak terlalu resmi. Ya cuman yang 

penting Kepala Desa tau uangnya tuh 

buat apa aja, yang penting ada 

keterbukaan uang sih mbak kalau kita. 

PNT 2 

3 Dokumen apa saja 

yang digunakan Kaur 

Keuangan dalam 

melakukan 

penatausahaan 

keuangan ? 

Biasanya SPP itu mbak, SPP, nanti 

terus bukti pengeluarannya itu 

PNT 3 

4 Apakah bukti transaksi 

penerimaan dan 

pengeluaran 

diarsipkan oleh Kaur 

Keuangan ? 

Iya mbak, itu pasti diarsipkan sama 

Kaur Keuangan. 

PNT 4 

 

 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

penyusunan laporan 

realisasi APBDes ? 

Itu LPJ atau LRA ? kalau eh laporan 

kan ada 2 mbak, LPJ sama LRA. Nah 

kalau LRA itu nanti disesuaikan dengan 

pengeluaran masing-masing Kasie dan 

Kaur, kayak gitu. Habis menyusun 

LRA, baru kita bikin LPJ, bentuknya 

Perdes, seperti itu. LPJ tinggal 

pelaksana kegiatan desa, nyetorin LPJ 

nya ke Kaur Keuangan, habis itu di 

input ke siskeudes, udah. Itu nanti 

terus, biasa kita sidang ke BPD dulu, 

gitu mbak.   

PLP 1 

2 Disampaikan kepada 

siapa saja laporan 

realisasi APBDes 

disampaikan ? 

Kalau sementara kita baru ke BPD, 

Camat, Bupati, kayak gitu. Dan 

perwakilan dari masyarakat yang 

biasanya kita sampaikan melalui forum 

rapat mbak biasanya, cuman 

PLP 2 



 
 

 
 

sebenarnya kan kalau laporan kayak 

gitu harus dimuat di media massa, 

media cetak ya, cuman kita belum 

selesai. Nanti masyarakat bisa liat di 

media massa mbak. 

3 Apa saja laporan 

yang terdapat dalam 

realisasi APBDes ? 

Hem.. itu ada laporan realisasi semester 

pertama dan semester akhir tahun 

mbak. Kalau yang laporan semester 

pertama itu berupa laporan realisasi 

kegiatan dan laporan pelaksanaan 

APBDes mbak, gitu mbak. Kalau 

laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama kami sampaikan pada 

Bulan Juli tahun berjalan mbak, trus 

untuk laporan yang laporan semester 

akhir tahun itu kami sampaikan pada 

Bulan Desember di akhir tahun ya 

mbak. Seperti itu mbak. 

PLP 3 

 

 

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Yah itu tadi mbak, tinggal masing-

masing PJ kegiatan, lapor LPJnya 

mereka, di input ke siskeudes trus 

nanti kita sidangkan ke BPD, serahkan 

Camat, bikin perdes, maju ke 

Kabupaten. 

PTJ 1 

2 Terdiri dari apa saja isi 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDes ? 

Isinya itu ada pendapatan, 

pengeluaran, sama pembiayaan mbak 

kalau laporan pertanggungjawaban 

realisasi mbak, seperti itu.  

PTJ 2 

3 Apakah Pemerintah 

Desa sudah 

menyampaikan 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes 

melalui media tertentu 

? 

Iya itu mbak. Biasanya penyampaian 

itu dilakukan di itu mbak namanya 

forum rapat laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

anggaran yang dihadiri oleh perangkat 

desa, kepala dusun, BPD, Karang 

Taruna, sama itu perwakilan dari 

masyarakat desa. Untuk Informasinya 

yang disampaikan di forum itu ya itu 

mbak memuat laporan realisasi 

kegiatan, laporan realisasi APBDesa, 

sisa anggaran, dan itu lagi kegiatan 

yang belum terlaksana mbak. 

PTJ 3 



 
 

 
 

4 Apa saja media yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

laporan realisasi 

APBDes ? 

Kalau lewat media tertentu belum 

mbak, belum kami lakukan. 

PTJ 4 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama Narasumber : Moh Efendi 

Jabatan / Tugas : Kaur Keuangan 

Hari / Tanggal : Kamis, 08 April 2021 

Jam   : 11:30 Wib 

Tempat  : Kantor Kecamatan Waru 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Apakah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan ? 

Iya mbak he. Itu pasti Sekretaris 

menyusun berdasarkan RKPDes tahun 

berkenaan.  

PRN 1 

2 Apakah Sekretaris 

Desa menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa ? 

Oh iya mbak. Sekretaris Desa 

menyampaikan RAPBDes kepada 

Kepala Desa itu. 

PRN 2 

3 Apakah RAPBDes 

dibahas dan 

disepakati bersama 

dengan BPD ? 

Iya mbak itu pasti. Setelah sudah 

disusun RAPBDes nya, nanti dibawa 

ke BPD untuk disidangkan oleh BPD 

mbak dan kemudian di evaluasi oleh 

Pemerintah Desa Kembali.  

PRN 3 

4 Bagaimana prosedur 

yang berlaku apabila 

RAPBDes tidak 

disetujui ? 

Setahu saya belum pernah kalau tidak 

disetujui mbak. 

PRN 4 

5 Apakah RAPBDes 

yang sudah dibahas 

dan disepakati 

Bersama BPD, 

disampaikan kepada 

Bupati ? 

Bener mbak, jadi nanti setelah 

RAPBDes sudah disepakati dengan 

BPD, nanti kita bawa ke Bupati melalui 

Camat, gitu mbak. 

PRN 5 

6 Berapa lama Bupati 

memberikan hasil 

evaluasi RAPBDes ? 

Kalau sekarang yang evaluasi malah 

Camat loh mbak, bukan Bupati. 

Sekarang Bupati cuman mengesahkan 

saja. 

PRN 6 

7 Berapa lama Camat 

menetapkan hasil 

evaluasi ? 

Biasanya cepet kok mbak. Enggak 

sampek setengah bulan, gitu mbak. 

PRN 7 

8 Apabila Camat Biasanya cepet ya mbak, kalau ada PRN 8 



 
 

 
 

menyampaikan hasil 

evaluasi RAPBDes 

kepada Kepala Desa, 

berapa lama Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali RAPBDes ? 

yang perlu di evaluasi, ya langsung 

biasanya rapat kembali dengan Kasie 

dan Kaur, gitu mbak. 

9 Bagaimana tindak 

lanjut Camat apabila 

Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil 

evluasi RAPBDes 

sampai batas 

waktunya ? 

Biasanya kita langsung tindaklanjut ya 

mbak kalau ada yang perlu diperbaiki, 

iya. 

PRN 9 

10 Jika Peraturan Desa 

batal, apakah hal itu 

akan menyatakan 

berlakunya pagu 

APBDes tahun 

anggaran sebelumnya 

? 

Iya mbak. Jadi berlaku APBDes tahun 

anggaran sebelumnya, seperti itu. Trus 

untuk pengeluarannya, ya cuman untuk 

operasional Pemerintah Desa saja 

mbak, seperti itu. Hem.. untuk 

pembatalan itu, nanti Perdes itu ya 

akan dicabut mbak sama Kepala Desa 

tapi itu juga Bersama BPD ya mbak. 

Kayak gitu. 

PRN 10 

11 Bagaimana proses 

perencanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Kalau proses perencanaan itu, pertama 

itu, ada musyawarah desa. Itu yang 

terlibat itu ada BPD, perangkat desa, 

nanti dari pihak masyarakat itu dari 

LPMD, Karang Taruna, dan kadus. 

Jadi nanti biasanya kan pas akhir tahun 

itu  pas Bulan November, Desember itu 

dilaksanakan musyawarah desa itu 

untuk membahas APBDes. 

PRN 11 

 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Berasal dari mana 

saja penerimaan dan 

pengeluaran Desa 

Waru Barat ? 

Kalau untuk penerimaan, itu didapat 

dari Pendapatan Asli Desa atau PAD. 

Terus sama pendapatan transfer itu dari 

dana desa, bagi hasil pajak dan alokasi 

dana desa, itu yang pendapatan mbak. 

Terus untuk pengeluarannya itu ada 

belanja. Belanja itu ada belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. 

PLK 1 

2 Apakah semua Oh iya mbak, itu semua dari rekening PLK 2 



 
 

 
 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

desa dilakukan 

melalui rekening kas 

desa?  

kas desa mbak.  

3 Apakah bukti 

penerimaan desa dan 

pengeluaran desa 

dilengkapi dengan 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Iya mbak harus. Jadi harus ada bukti 

yang lengkap dan sah, seperti nota atau 

kwitansi, daftar hadir, nota konsumsi, 

dan lainnya, sepertu itu mbak.  

PLK 3 

4 Berupa apa saja 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Misalnya itu nota belanja, nota 

konsumsi, daftar hadir saat rapat, dan 

lain-lainnya mbak. 

PLK 4 

5 Bagaimana 

mekanisme 

pengajuan 

pendanaan oleh 

Pelaksana Kegiatan 

? 

Hem.. jadi dari tim pelaksana kegiatan 

tadi mengajukan SPP berdasarkan RAB, 

yang harus disetujui oleh Kepala Desa, 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan 

baru bisa dicairkan dana nya oleh Kaur 

Keuangan mbak. Jadi ya setiap 

pelaksanaan kegiatan anggaran, dari tim 

pelaksana kegiatan mengajukan SPP 

yang sama dengan yang ada di dalam 

DPA 

PLK 5 

6 Apakah SPP boleh 

dilakukan sebelum 

barang dan jasa 

dierima ? 

Kita itu ada 2 jenis SPP mbak, dan bisa 

dipakai keduanya. Ada SPP Panjar dan 

SPP Definitif.  Kalau pengajuan SPP 

Definitif itu disertai dengan bukti-bukti 

transaksi, LPJ, dan lainnya itu nanti 

kalau udah definitif. Terus kalau yang 

Panjar itu belum ada bukti, Cuma 

maksimal 2 minggu, itu nanti bukti-

bukti tadi dan laporannya itu masuk ke 

saya, begitu mbak. 

PLK 6 

7 Pengajuan Surat 

Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

berupa apa saja ? 

Untuk pengajuan SPP, itu ada bukti 

penerimaan barang/jasa di tempat, terus 

ada pernyataan tanggung jawab belanja, 

sama SPP itu mbak.  

PLK 7 

8 Apabila pelaksana 

kegiatan 

mengajukan SPP, 

apa yang dilakukan 

oleh Sekretaris Desa 

? 

Sekretaris Desa akan memverifikasi 

SPP itu mbak, udah sesuai atau 

belum,udah lengakap belum, gitu mbak.  

PLK 8 

9 Kapan Kaur 

Keuangan 

Setelah disetujui Kepala Desa dan 

sudah diverifikasi Sekretaris Desa 

PLK 9 



 
 

 
 

melakukan 

pembayaran atas 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)? 

mbak. Nah baru nanti Kaur Keuangan 

membuat pencatatan pengeluaran uang 

itu mbak, iya seperti itu.  

10 Bagaimana prosedur 

yang berlaku, jika 

ada biaya yang tak 

terduga saat 

melakukan 

kegiatan? 

Biasanya sih akan dipakai kan dana atau 

uang yang lain, baru nanti ada 

perubahan mbak. Begitu.  

PLK 10 

 

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 

penatausahaan 

APBDes ? 

Kalau pihak-pihak yang terlibat itu ya 

yang pasti Kaur Keuangan mbak. 

Nanti dibantu, saya kan punya 

pembantu Kaur Keuangan. Dan disini 

saya juga merangkap jadi operator 

siskeudes mbak, dan ada lagi sama 

Sekretaris Desa. Jadi saya, pembantu 

Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa 

yang terlibat dalam penatausahaan.  

PNT 1 

2 Kapan Kaur Keuangan 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

keuangan kepada 

Kepala Desa ? 

Hem. kalau kaur keuangan melaporkan 

pertanggungjawaban itu kepada 

Sekretaris Desa tiap satu bulan sekali 

mbak, jadi maksimal tanggal 10 bulan 

berikutnya, setelah itu disampaikan 

kepada Kepala Desa untuk 

mendapatkan persetujuan, itu nanti 

disertai dengan BKU, BKU itu Buku 

Kas Umum. Itu nanti dilaporkan 

maksimal tanggal 10 itu, Kaur 

Keuangan melaporkan kepada Kepala 

Desa, nanti Kepala Desanya meneliti 

trus menyetujui, nanti kan yang tanda 

tangan dilaporan itu Kaur Keuangan 

dan Kepala Desa. Ya pasti mbak saya 

buat Laporan Pertanggungjawaban.  

PNT 2 

3 Dokumen apa saja 

yang digunakan Kaur 

Keuangan dalam 

melakukan 

penatausahaan 

keuangan ? 

Iya itu mbak, buku pembantu bank, 

buku pembantu panjar, dan buku 

pembantu pajak. 

PNT 3 

4 Apakah bukti transaksi Iya, itu cuman Kaur Keuangan yang PNT 4 



 
 

 
 

penerimaan dan 

pengeluaran 

diarsipkan oleh Kaur 

Keuangan ? 

nyimpan. 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

penyusunan laporan 

realisasi APBDes ? 

Itu pelaksana kegiatan menyetorkan 

LPJ nya ke Kaur Keuangan, setelah itu 

diinput ke siskeudes, kan sekarang 

pakai siskeudes mbak, udah kayak gitu, 

nanti kalau sudah itu disidangkan ke 

BPD mbak. 

PLP 1 

2 Disampaikan kepada 

siapa saja laporan 

realisasi APBDes 

disampaikan ? 

Ke Bupati, Camat, dan BPD mbak. Oh 

itu mbak juga ke perwakilan dari 

masyarakat. 

PLP 2 

3 Apa saja laporan 

yang terdapat dalam 

realisasi APBDes ? 

Laporan pelaksanaan APBDes semester 

pertama dan laporan semester akhir 

tahun mbak.  

PLP 3 

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Sama seperti yang tadi mbak, 

pelaksana kegiatan kasih LPJ, terus 

diinputkan ke siskeudes, trus 

disidangkan oleh BPD, lalu baru kita 

serahkan ke Bupati melalui Camat.  

PTJ 1 

2 Terdiri dari apa saja isi 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDes ? 

Isinya ya sama penerimaan desa, 

pengeluaran desa, dan pembiayaan, 

gitu mbak. 

PTJ 2 

3 Apakah Pemerintah 

Desa sudah 

menyampaikan 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes 

melalui media tertentu 

? 

Kalau lewat media masih belum mbak. 

Biasanya di sampaikan melalui rapat 

laporan pertanggungjawaban realisasi 

anggaran mbak kalau ke perwakilan 

dari masyarakat. Kalau lewat media 

belum mbak masih. Biasanya itu yang 

memuat itu mbak laporan realisasi 

kegiatan, laporan realisasi APBDesa, 

dan itu lagi kegiatan yang belum atau 

tidak terlaksana. 

PTJ 3 

4 Apa saja media yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

laporan realisasi 

APBDes ? 

Belum ada masih mbak mengenai 

media yang dipakai untuk 

menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes. 

PTJ 4 

Sumber : Data diolah (2021) 



 
 

 
 

Nama Narasumber : Muhammad Idrus 

Jabatan / Tugas : Sekretaris BPD 

Hari / Tanggal : Senin, 12 April 2021 

Jam   : 10:00 Wib 

Tempat  : Kantor Balai Desa 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Apakah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan ? 

Iya mbak, setau saya ya. PRN 1 

2 Apakah Sekretaris 

Desa menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa ? 

Oh iya mbak. Sekretaris Desa 

menyampaikan RAPBDes kepada 

Kepala Desa itu pasti ya mbak. 

PRN 2 

3 Apakah RAPBDes 

dibahas dan 

disepakati bersama 

dengan BPD ? 

Iya mbak. Itu trus nanti setelah kita 

melakukan itu pembahasan bersama, 

itu kemudian begitu acc, langsung 

disahkan mbak.  

PRN 3 

4 Bagaimana prosedur 

yang berlaku apabila 

RAPBDes tidak 

disetujui ? 

Biasanya ya dievaluasi mbak. Terus 

diperbaiki lagi. 

PRN 4 

5 Apakah RAPBDes 

yang sudah dibahas 

dan disepakati 

Bersama BPD, 

disampaikan kepada 

Bupati ? 

Bener mbak. PRN 5 

6 Berapa lama Bupati 

memberikan hasil 

evaluasi RAPBDes ? 

Nah sekarang yang evaluasi malah 

Camat e mbak, bukan Bupati setau 

saya. 

PRN 6 

7 Berapa lama Camat 

menetapkan hasil 

evaluasi ? 

Itu cepet kok mbak. Enggak lama kok. PRN 7 

8 Apabila Camat 

menyampaikan hasil 

evaluasi RAPBDes 

Pokoknya secepatnya mbak. Kalau 

waktu pastinya saya kurang tau e 

mbak. 

PRN 8 



 
 

 
 

kepada Kepala Desa, 

berapa lama Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali RAPBDes ? 

9 Bagaimana tindak 

lanjut Camat apabila 

Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil 

evluasi RAPBDes 

sampai batas 

waktunya ? 

Biasanya langsung ditindak lanjuti kok 

mbak, kalau ada yang perlu diperbaiki 

ya diperbaiki mbak. 

PRN 9 

10 Jika Peraturan Desa 

batal, apakah hal itu 

akan menyatakan 

berlakunya pagu 

APBDes tahun 

anggaran sebelumnya 

? 

Saya belum pernah dengar kalau 

peraturan desa itu batal mbak. 

PRN 10 

11 Bagaimana proses 

perencanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Hem kalau prosesnya itu ada 

musyawarah desa ya mbak, disana ada 

Kepala Desa, dan perangkatnya semua, 

BPD juga ada, sama wakil 

masyarakatnya mbak.  

PRN 11 

 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Berasal dari mana 

saja penerimaan dan 

pengeluaran Desa 

Waru Barat ? 

Kalau penerimaan setau saya ya PAD, 

PAD Pendapatan Asli Desa, ADD. 

Kalau pengeluarannya ya untuk biaya 

pembangunan ya mbak. 

PLK 1 

2 Apakah semua 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

desa dilakukan 

melalui rekening kas 

desa?  

Iya mbak setau saya iya pakai rekening 

kas desa. 

PLK 2 

3 Apakah bukti 

penerimaan desa dan 

pengeluaran desa 

dilengkapi dengan 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Iya mbak tetap harus ada bukti yang 

lengkap dan sah mbak Ketika ada 

penerimaan dan pengeluaran desa.  

PLK 3 

4 Berupa apa saja 

bukti yang lengkap 

Mungkin nota belanja, beli barang-

barangnya, terus apa lagi ya ? oh daftar 

PLK 4 



 
 

 
 

dan sah ? hadir lagi mbak. 

5 Bagaimana 

mekanisme 

pengajuan 

pendanaan oleh 

Pelaksana Kegiatan 

? 

Kalau mekanismenya saya kurang 

paham mbak, mungkin harus ada 

persetujuan Kepala Desa dulu. Yang 

lebih tahu perangkat desa sih mbak kalo 

soal itu. Kalau saya kurang paham 

mbak. 

PLK 5 

6 Apakah SPP boleh 

dilakukan sebelum 

barang dan jasa 

dierima ? 

Sepertinya boleh mbak, tapi saya tidak 

tahu pastinya ya mbak. 

PLK 6 

7 Pengajuan Surat 

Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

berupa apa saja ? 

Pengajuan SPP itu sepertinya itu mbak, 

bukti transaksinya mungkin mbak. 

PLK 7 

8 Apabila pelaksana 

kegiatan 

mengajukan SPP, 

apa yang dilakukan 

oleh Sekretaris Desa 

? 

Sekretaris Desa mungkin akan 

mengecek mbak, dari SPP nya itu. 

PLK 8 

9 Kapan Kaur 

Keuangan 

melakukan 

pembayaran atas 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)? 

Mungkin setelah disetujui oleh Kepala 

Desa tadi mbak, soalnya saya kurang 

tahu ya mbak. 

PLK 9 

10 Bagaimana prosedur 

yang berlaku, jika 

ada biaya yang tak 

terduga saat 

melakukan 

kegiatan? 

Sepertinya sih akan memakai kan uang 

yang lain dulu mbak, baru nanti ada 

perubahan mbak.  

PLK 10 

 

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 

penatausahaan 

APBDes ? 

Saya kurang tahu mbak, paling yang 

saya tahu itu Kepala Desa dengan 

perangkat desa. Oh iya sama Kaur 

Keuangan juga mbak. 

PNT 1 

2 Kapan Kaur Keuangan 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

keuangan kepada 

Kepala Desa ? 

Saya kurang tahu ya mbak. PNT 2 



 
 

 
 

3 Dokumen apa saja 

yang digunakan Kaur 

Keuangan dalam 

melakukan 

penatausahaan 

keuangan ? 

Dokumen ya, hem.. mungkin buku 

kas umum, tapi saya kurang paham 

mbak. 

PNT 3 

4 Apakah bukti transaksi 

penerimaan dan 

pengeluaran diarsipkan 

oleh Kaur Keuangan ? 

Sepertinya iya mbak, kan Kaur 

Keuangan yang tahu tentang 

keuangan desa mbak. 

PNT 4 

 

 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

penyusunan laporan 

realisasi APBDes ? 

Hem proses penyusunannya ya mbak, 

secara pastinya saya kurang ngerti sih 

mbak. Yang tahu kan pasti perangkat 

desa nya mbak. 

PLP 1 

2 Disampaikan kepada 

siapa saja laporan 

realisasi APBDes 

disampaikan ? 

Kalau laporan realisasi itu ke Bupati ya 

mbak, Camat, terus ke BPD itu boleh 

disampaikan, tapi juga tidak, seperti itu. 

Trus juga disampaikan ke perwakilan 

dari masyarakat melalui rapat-rapat 

tertentu mbak. 

PLP 2 

3 Apa saja laporan 

yang terdapat dalam 

realisasi APBDes ? 

Realisasi APBDes itu ya paling 

pendapatan itu loh mbak, trus biaya 

yang digunakan itu ya mbak. 

PLP 3 

 

 

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Mengenai proses pastinya saya kurang 

tahu mbak, tapi yang pasti dari tim 

pelaksana kegiatan itu memberikan 

LPJ ke Kaur Keuangannya mbak.  

PTJ 1 

2 Terdiri dari apa saja isi 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDes ? 

Laporan pertanggungjawaban itu 

paling pendapatan sama pengeluaran 

mbak. 

PTJ 2 

3 Apakah Pemerintah 

Desa sudah 

menyampaikan 

laporan realisasi 

Sudah disampaikan ke perwakilan dari 

masyarakat mbak, tetapi ya melalui 

rapat-rapat tertentu, masih belum  

melalui media tertentu. 

PTJ 3 



 
 

 
 

pelaksanaan APBDes 

melalui media tertentu 

? 

4 Apa saja media yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

laporan realisasi 

APBDes ? 

Belum dilaksanakan mbak. PTJ 4 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama Narasumber : Moh. Wahyudi 

Jabatan / Tugas : Kepala Dusun Plalang 

Hari / Tanggal : Rabu, 14 April 2021 

Jam   : 15:30 Wib 

Tempat  : Rumah Bapak Wahyudi 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Apakah Sekretaris 

Desa menyusun 

RAPBDes 

berdasarkan 

RKPDesa tahun 

berkenaan ? 

Iya bener mbak. Jadi dari RKPDes 

tahun berkenaan Sekretaris menyusun 

itu. 

PRN 1 

2 Apakah Sekretaris 

Desa menyampaikan 

RAPBDes kepada 

Kepala Desa ? 

Iya heôeh itu pasti, kan harus ada 

persetujuan dari Kepala Desa juga, 

perangkat desa semua pasti tahu mbak. 

PRN 2 

3 Apakah RAPBDes 

dibahas dan 

disepakati bersama 

dengan BPD ? 

Iya mbak. Biasanya itu BPD yang 

nanti, ibaratnya gitu ya, Pemerintah 

Desa udah punya rancangan kemudian 

diajukan ke BPD, nah BPD setuju atau 

enggak ?, kalau enggak itu alasannya 

apa atau solusinya bagaimana, 

sehingga itu tidak hanya ditentukan 

oleh Pemerintah Desa aja mbak. Jadi 

nanti pas kesepakatan juga dari BPD. 

Seandainya ada ñini kok anggaran ini 

sekian, terlalu besarò, nah itu bisa 

dikurangi. ñNah ini kok terlalu kecil 

dibidang ini, bisa di naikkanò. Itu saran 

khusus dari BPD. 

PRN 3 

4 Bagaimana prosedur 

yang berlaku apabila 

RAPBDes tidak 

disetujui ? 

Itu biasanya anu mbak, membuat 

RAPBDes itu biasanya udah 

disesuaikan mbak. Jadi aturan-aturan 

yang misalkan paling berhak sekian 

persen kan udah ada rambu-rambunya, 

sehingga ketika terjadi perbedaan 

pendapat, itu biasanya bisa 

diselesaikan disitu, karena aturannya 

udah jelas mbak. Tapi itu biasanya gak 

bermasalah juga, ketika jelas 

PRN 4 



 
 

 
 

arahannya dan jelas apa yang di 

alokasikan itu sesuai dengan dananya. 

5 Apakah RAPBDes 

yang sudah dibahas 

dan disepakati 

Bersama BPD, 

disampaikan kepada 

Bupati ? 

Iya mbak itu pasti disampaikan ke 

Bupati melalui Camat mbak. 

PRN 5 

6 Berapa lama Bupati 

memberikan hasil 

evaluasi RAPBDes ? 

Kurang itu sih mbak, kalau jangak 

waktu pastinya. 

PRN 6 

7 Berapa lama Camat 

menetapkan hasil 

evaluasi ? 

Jangka waktu pastinya saya kurang 

tahu mbak, mungkin perangkat desa 

yang lebih tau kalau soal itu. 

PRN 7 

8 Apabila Camat 

menyampaikan hasil 

evaluasi RAPBDes 

kepada Kepala Desa, 

berapa lama Kepala 

Desa melakukan 

penyempurnaan 

kembali RAPBDes ? 

Wah kalau soal itu saya enggak tau 

mbak waktu pastinya. Begitu. 

PRN 8 

9 Bagaimana tindak 

lanjut Camat apabila 

Kepala Desa tidak 

menindaklanjuti hasil 

evluasi RAPBDes 

sampai batas 

waktunya ? 

Biasanya langsung ditindaklanjuti kok 

mbak sama Kepala Desa hasil evaluasi 

RAPBDes nya itu, enggak pernah ndak 

ditindaklanjuti mbak. 

PRN 9 

10 Jika Peraturan Desa 

batal, apakah hal itu 

akan menyatakan 

berlakunya pagu 

APBDes tahun 

anggaran sebelumnya 

? 

Perdes batal ?, seinget saya belum 

mbak, saya belum pernah mendengar 

itu, peraturan desa batal. Artinya 

peraturan yang memang sesuai dengan 

aturan, itu setau saya belum pernah 

PRN 10 

11 Bagaimana proses 

perencanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Pertama itu biasanya kan ada 

musyawarah dusun, kemudian 

dilanjutkan dengan musyawarah desa. 

Jadi musyawarah dusun menentukan 

apa yang mau diajukan untuk program 

ke desa. Setelah hasil dari musyawarah 

di dusun, kita menentukan apa yang 

kita jukan di anggaran desa.  

PRN 11 

 



 
 

 
 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Berasal dari mana 

saja penerimaan dan 

pengeluaran Desa 

Waru Barat ? 

Ya setau saya, kalau sekarang setelah 

Undang-Undang Desa, itu ada DD. DD 

tuh Dana Desa dari pusat yang di 

luncurkan ke desa, karena itu dana desa 

yang dari pusat setelah keuangan, 

laporannya harus bener-bener fix. 

Karena Ketika ada penyimpangan, itu 

sangat berbahaya. 

PLK 1 

2 Apakah semua 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

desa dilakukan 

melalui rekening kas 

desa?  

Iya mbak, kan kita sudah ada pelayanan 

perbankan seperti ATM dan bank itu 

loh. Jadi sudah pakai rekening kas desa. 

PLK 2 

3 Apakah bukti 

penerimaan desa dan 

pengeluaran desa 

dilengkapi dengan 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Iya mbak bener, seperti itu.  PLK 3 

4 Berupa apa saja 

bukti yang lengkap 

dan sah ? 

Ya mungkin nota-nota belanja atau 

kwitansi gitu mbak. Iya pokoknya bukti 

transaksi yang lengkap dan sah. 

PLK 4 

5 Bagaimana 

mekanisme 

pengajuan 

pendanaan oleh 

Pelaksana Kegiatan 

? 

Pengajuan pendanaan mekanismenya 

saya kurang begitu paham mbak. 

PLK 5 

6 Apakah SPP boleh 

dilakukan sebelum 

barang dan jasa 

dierima ? 

Kalau teknisnya saya kurang tahu loh 

mbak. 

PLK 6 

7 Pengajuan Surat 

Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

berupa apa saja ? 

Mungkin bukti transaksi belanja 

material-material kalau untuk 

pembangunan, mungkin nota-nota 

seperti itu mbak, diserahkan ke Kaur 

Keuangan gitu mbak. 

PLK 7 

8 Apabila pelaksana 

kegiatan 

mengajukan SPP, 

apa yang dilakukan 

oleh Sekretaris Desa 

? 

Hem.. itu mbak, setau saya Sekretaris 

Desa itu akan memverifikasi SPP itu loh 

mbak, udah lengkap belum, udah bener 

apa belum mbak. 

PLK 8 



 
 

 
 

9 Kapan Kaur 

Keuangan 

melakukan 

pembayaran atas 

Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)? 

Iya yang pasti setelah ada persetujuan 

dari Kepala Desa ya mbak, setau saya 

seperti itu mbak. 

PLK 9 

10 Bagaimana prosedur 

yang berlaku, jika 

ada biaya yang tak 

terduga saat 

melakukan 

kegiatan? 

Biaya tak terduga ? anggaran yang 

dialokasikan apa pas kejadian ? 

misalkan kalau anggaran yang disiapkan 

itu berarti nanti sudah disiapkan oleh 

perencanaan itu tak terduga sekian. 

Tetapi kalau yang enggak ada itu berarti 

ñoh ternyata ini kurangò, harus 

dikeluarkan yang ini, kita tak 

mengalokasikan yang tak terduga 

sehingga harus kelamaan mencari, ini 

yang pas kejadian. 

PLK 10 

 

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 

penatausahaan 

APBDes ? 

Kaur Keuangan kayaknya mbak. PNT 1 

2 Kapan Kaur Keuangan 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

keuangan kepada 

Kepala Desa ? 

Saya kurang tahu mbak kalo itu.. PNT 2 

3 Dokumen apa saja 

yang digunakan Kaur 

Keuangan dalam 

melakukan 

penatausahaan 

keuangan ? 

Yang lebih tahu pasti perangkat desa 

ya mbak. 

PNT 3 

4 Apakah bukti transaksi 

penerimaan dan 

pengeluaran diarsipkan 

oleh Kaur Keuangan ? 

Sepertinya iya mbak, soalnya itu kan 

dokumen penting mbak. 

PNT 4 

 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

penyusunan laporan 

realisasi APBDes ? 

Secara pastinya saya kurang tahu mbak, 

tapi gambarannya itu.. itu kan gabungan 

dari laporan masing-masing Kasie dan 

PLP 1 



 
 

 
 

Kaur dijadikan satu. Karena kalau 

kegiatan itu kan semua dari Kasie dan 

Kaur, tidak lepas dari itu. Walaupun 

dari dusun apa, dusun mana, tapi kan itu 

tetap dikasih dari Kaur. Harusnya dari 

masing-masing Kasie dan Kaur yang 

bikin laporan, dijadikan satu, dan jadi 

laporan satu desa. Tapi biasanya kan di 

menjelang akhir biasanya nanti ada 

perubahan.  Biasa itu terjadi mbak. 

Misalkan APBDes sekarang, anggaran 

pendapatan desa yang sekarang itu nanti 

di akhir tahun itu di Kabupaten kan ada. 

Itu nanti ada perubahan. Jadi misalkan 

yang kegiatan yang sebenarnya kita 

alokasikan 50 juta misalnya, kok 

ternyata menghabiskan 60 juta, haa.. itu 

nanti diperubahan itu mbak menjelang 

akhir. Itu biasa terjadi karena tidak 

hanya desa, di kabupaten juga seperti 

itu, anggaran perubahan.  

2 Disampaikan kepada 

siapa saja laporan 

realisasi APBDes 

disampaikan ? 

Sementara kita masih ke Bupati, Camat, 

dan BPD mbak. Dan ke perwakilan dari 

masyarakat. 

PLP 2 

3 Apa saja laporan 

yang terdapat dalam 

realisasi APBDes ? 

Itu paling ada pendapatan sama 

pengeluarannya mbak, nyatanya berapa 

gitu dilapangan. 

PLP 3 

 

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Jawaban Kode 

1 Bagaimana proses 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes 

di Desa Waru Barat ? 

Iya tim pelaksana kan membuat LPJ 

mbak, nanti diserahkan ke Kaur 

Keuangan untuk dijadikan laporan 

satu desa. Kayak gitu mbak. 

PTJ 1 

2 Terdiri dari apa saja isi 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi APBDes ? 

Saya belum menerima mbak, tapi ya 

mungkin berapa dana yang didapat, 

terus yang dibangun juga berapa, 

segitu segitu, seperti itu mbak. 

PTJ 2 

3 Apakah Pemerintah 

Desa sudah 

menyampaikan 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes 

melalui media tertentu 

Itu biasanya disampaikan melalui 

forum rapat tertentu. 

PTJ 3 



 
 

 
 

? 

4 Apa saja media yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

laporan realisasi 

APBDes ? 

Belum ada mbak. PTJ 4 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2: Transkip Wawancara Studi Lapang 

Nama Narasumber : Moh Efendi 

Jabatan / Tugas : Kaur Keuangan  

Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020 

Jam   : 10:00 Wib  

Tempat  : Kantor Kecamatan Waru 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Mohon maaf 

sebelumnya pak, saya 

kemaren sudah bertanya 

ke pihak PMD di 

Kantor Kecamatan 

Waru, dan setelah saya 

lihat di Laporan Dana 

Desa, dari laporan 

tersebut diperoleh 

bahwa Desa Waru 

Barat merupakan Desa 

yang memiliki pagu 

Dana Desa tertinggi di 

Kecamatan Waru, 

apakah benar itu pak ? 

Oh iya mbak, benar itu. Desa Waru Barat untuk 

tahun 2020 ini memang desa yang memiliki pagu 

Dana Desa tertinggi di Kecamatan Waru  jika 

dibandingkan dengan 12 desa lainnya mbak di 

Kecamatan Waru. 

2 Begini pak, karena di 

Desa Waru Barat ini 

memiliki pagu Dana 

Desa tertinggi di 

Kecamatan Waru, jika 

saya ingin melakukan 

penelitian mengenai 

pengelolaan keuangan 

desa di Desa Waru 

Barat, apakah boleh 

pak? 

Iya tentu boleh e mbak.. 

3 Baik pak, terimakasih 

sebelumnya, dan 

apakah boleh jika saya 

meminta data-data 

Iya mbak boleh, selagi ada data-datanya, 

insyaallah akan saya ijinkan. 



 
 

 
 

mengenai pengelolaan 

keuangan desa untuk 

digunakan ke dalam 

penelitian skripsi saya 

pak ? 
Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama Narasumber : Sani Wijaya (Perwakilan dari masyarakat desa) 

Jabatan / Tugas : Kepala Dusun Tlangi I  

Hari / Tanggal : Rabu, 23 September 2020 

Jam   : 15:30 

Tempat  : Rumah Bapak Sani Wijaya 

 

No Pertanyaan Wawancara 

1 Mohon maaf sebelumnya 

pak, saya ingin bertanya 

apakah Pemerintah Desa 

Waru Barat ini sudah 

menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDes melalui media 

tertentu ? 

Belum mbak, masih belum pernah. Hanya itu 

mbak biasanya mengenai laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes itu disampaikan di dalam 

forum laporan pertanggungjawaban realisasi 

anggaran, dan itu biasanya dihadiri oleh 

perangkat desa, Kepala Dusun, BPD, dan lain-

lain mbak. Jadi masih banyak loh dari sebagian 

masyarakat desa yang belum mengetahui dari 

laporan itu mbak. Kan seharusnya laporan itu 

setidaknya di umumkan di papan pengumuman 

mbak. 

2 Berarti belum ada media 

informasi yang 

digunakan ya pak untuk 

menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDes ? 

Oiya tentu belum mbak.  

3 Menurut bapak, apakah 

penting untuk 

menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDes melalui media 

tertentu ? 

Iya penting toh mbak, biar masyarakat desa tau 

dana apa saja yang teralisasi dari APBDes itu. 

Dan ini sangat penting mbak. 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3: Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2020  

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4: Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020 

 



 
 

 
 

Lampiran 5: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun 2020 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 6: Daftar Hadir Musdes RKPDes  

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


